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Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat dan karunia yang tak terhingga, sehingga
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Solok Tahun 2025
dapat disusun. Selanjutnya shalawat beserta salam semoga Letap
tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada
Bapelitbang atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran
strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Bapelitbang. Laporan ini disusun berdasarkan Perubahan
Perjanjian Kinerja 2025 dan Renstra Bapelitbang 2025-2029.

Laporan ini menyajikan keberhasilan dan kegagalan pencapaian
sasaran strategis yang diukur melalu indikator-indikator yang telah
ditctapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapelitbang tentang
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapelitbang, Hasil capaian kinerja
dibandingkan terhadap target tahunan dan realisasi tahun-tahun
sebelumnya. Hal ini sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas
amanat vang diberikan untuk dilaporkan secara {transparan dan
akuntabel.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak atas
bantuan seria sumbang saran yang telah diberikan dalam penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP] Bapelitbang Tahun 2025 ini.
Selanjutnya saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat
diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan dokumen LEJIP ini
dimasa yang akan datang.
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1.1.

LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
merupakan merupakan bentuk pmmnggung-jaw&hanls:ﬁap instansi
Pemerintah/ Pemerintah Dacrah yang menyusun Perjanjian Kinerna,
atas penggunasn ANEEATan yang bersumber dari APBD dan/atau
APBN yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan
penetapan kinerja dan pelaporan ukpntabﬂitn.u kinerja instansi
pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah ~ untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai fujuan-
tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggungwaban secara periodik. Kinerja instanai pemerintah
adalah gambaran mengenai pencapalan sasaran ataupun tujuan
instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi
instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang ditetapkan.

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja
(Performance Based Organization), sctiap Organisasi Perangkat
Daersh (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada
pencapaian  tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sclok
Tahun 2025-2029 dengan Visi Kepala Daerah *Terwujudnya
Pemerintahan yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan
Sejahtera”.

Apar tingkat capaian tujuan dan sasaran Bapelitbang dapat
diulcur, make ditetapkan Indikator Kinerja dengan target yang akan
dicapai setiap tahunnya. Pencapaian target berdasarkan indikator
kinerja yang telah ditetapkan ini nantinya akan menjadi gambaran
dari kinerja yang dilaksanakan oleh Bapelitbang,.

Untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau
kegagalan kinerja Bapelitbang Tahun 2025, maka disusunlah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapelitbang Tahun 2025
berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan
dalam menjawab isu-isu strategis yang berkembang untuk
mewujudkan prasyarat/kondisi yang diharapkan. Pembahasan
dalam laporan kinerja ini mencakup:

1) Rencana Strategis (Renstra] Tahun 225-2029 dan penelapan
kinerja pada Tahun 2025;

2) Akuntabilitas kinerja, yang mencakup hasil-hasil yang telah
dicapai dari pelaksanaan kegiatan Bapelitbang. Dalam bagian
ini juga akan diuraikan realisasi anggaran dan penjelasan lain
yang terkait;

3} Bagian akhir laporan kinerja ini berisi rekomendasi yang akan
digunakan sebagai dasar perbaikan pelaksanaan kegiatan
termasuk peningkatan kinerja pada tahun sclanjutnya.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum maksud dan tujuan penyusunan LKjIP
Bapelitbang Tohun 2025 adalah untuk memberikan gambaran
sampai sejauh mana capaian kinerja Bapelitbang Kabupaten Solok
Tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD] Kabupaten Soclok Tehun 2025-2029.
Hasil pelaporan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan,
terutama untuk perbaikan kinerja dalam rangka pencapaian Visi dan
Misi Pemerintah Kabupaten Solok tahun-tahun berikutnya, Secara
lebih rinci, pencapaian sasaran dalam LKjIP dimaksudkan untuk
memberikan gambaran tentang:

1| Pencapaian tujuan dan sasaran Bapelitbang Kabupaten Solok
Tahun 2025 terhadap target sasaran RPJMD Tahun 2025

2) Realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapelitbang
Kabupaten Solok Tahun 2025;

3] Penjelasan dan analisa yang memadai atas pencapaian kinerja yang
dicapai;

4) Perhandingan capaian indikator kinerja dengan target kinerja

Ez?lﬂl 2025 wyang direncanakan (Renstra Bapelitbang Kabupaten
O]y

5) Analisa faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja
serta  langkah-langkah wyang dapat dilakukan pada tahun
berikutnya.

. Disamping maksud, penyusunan laporan kinerja Bapelitbang
ini juga bertujuan untuk:

1) Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi ihak
membutuhkan; é i

2) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;




3) Penyempurnaan pelaksansan program dan kegiatan / sub kegiatan
yang akan datang;

4) Penyempurnaan berbagai kebijakan yvang diperfukan.
1.3, TUGAS DAN FUNGSI

si dan struktur Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pe?gﬁ?nﬁﬂmﬁ:g:;i (Bapelitbang) diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Solok Nomor 58 Tahun 2020 tentang &qﬁnh&m dan
Susunan Perangkat Daerah. Adapun ftugas Bapelitbang adalah
membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan
bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, dijabarkan dengan fungsi
sebagai berikut :
1. Penvusunan kebijakan teknis pemerintah di bidang perencanaan
serta bidang penelitian dan pengembangan;
7. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan serta
bidang penelitian dan pengembangan;

4. Pemantsuan, cvaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis di bidang perencanaan serta bidang penelitian
dan pengembangan;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penupjang
urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan serta bidang
penelitian dan pengembangan; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Bapelitbang berdasarkan Peraturan
Bupati Solok Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Euaunar!
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Bapelitbang terdiri

dari kepala, sckretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala sub
bidang sebagai berikut :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi:
1] Sub bagian umum dan kepegawaian;
2] Sub bagian program,;
3} Sub bagian keuangan.

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, membawahi:

1} Sub bidang perencanaan dan pendanaan;
2] Sub bidang data dan informasi;
3) Sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.




d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
1) Sub bidang pemerintahan;
2) Sub bidang pembangunan MmAanusia;
3) Sub bidang kesejahteraan masyarakat.
e, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan
Kewilayahan, membawahi:
1) Sub bidang perekonomian;
2) Sub bidang sumber daya alam;
3) Sub bidang infrastruktur dan kewilayahan.
{. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
1) Sub bidang sosial dan pemerintahan;
2) Sub bidang ekonomi dan pembangunan;
3) Sub bidang inovasi dan teknologi.
g, Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap bagan susunan organisasi dan tata kerja
Bapelitbang dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

Sumber: SOTK Bupelithang Nomor 58 Trahun 2020
Btruktur Organisasi Bapelitbang

Uraian fungsi sampai dengan eselon i dengan
Peraturan Bupati Solok Nomor 58 Tahun 2020 ﬂufmﬁ? Kechudukan,

3 e
H:mmanm Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Bapelitbang




1. Sekretariat, mempunyai fungsi:

1
2
3)

4)

5
B

7)

8

Pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan,

Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran ci Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
Penyusunan kerangka rngul.aa:i dalam Perencansaan, Penelitian
dan Pengembangan pada Bapelitbang

Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawalan, keumﬁn,lkenmhmnggaan, ke::];
sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi
Bapelitbang,

Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan
layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bapelitbang;
Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan
penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunarn
daerah serta kinerja pengadaan/barang/jasa milik negara; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

2, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, mempunyai fungsi :

1)

2)
3)

4
3)
6)

7

8}

9)

pembangunan;

Melakiikan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan
Pembangunan Daerah;

Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;

Melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi
pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
Pengintegrasian dan harmonisasi programe-program
pembangunan di daerah;

Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian,
evaluasi dan informasi pembangunan daerah;

Mengoordinasikan dan  mensinkronisasikan  pelaksanaan
kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;

Melakukan  cvaluasi terhadap  kebijakan  perencanaan
pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan,
serta hasil rencana pembangunan daerah;

Melakukan pengendalian melaluli pemantauan, supervise dan
tindak lanjut penyimpanan terhadap pencapaian tujuan agar

program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan
daerah;

Mengidentifilcasi permasalahan pembangunan daerah
berdasarkan  data  untuk  mengetahui  perkembangan



10) Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan

daerah; _

11) Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik
gsebagai bahan dokumentasi;

12} Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program
dan kegiatan pembangunan daerah;

s i i tuk penyiapan

13) Pengelolaan hasil analisis, hasil evaluasi un :
pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan

14) Penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program
pembangunan daerah. :

. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyal

fungsi:
Mengoordinasikan penyusunan dokumen pETENCANa&n

2 p:rgbanmnn daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD};

2) Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat
Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

3) Mengpordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RRIMD
dan RKPD};

4] Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait RRJPD, RPJMD dan RKPL;

5) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DFRD
terkait APBD;

6 Mengoordinasikan  sinergitas  dan harmonisasi  kegiatan
perangkat daerah kabupaten;

7) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;

8) Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional;

9) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah;

10) Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada
perangkat daerah kabupaten;

11) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang
melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

12) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sehagai
bahan evaluasi; dan

13) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk
kelancaran tugas kedinasan.




4, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan
Kewilayahan, mempuryai fungsi:

1)
2)
3)
4)
)
&)
7)
8)

9

Mengoordinasikan ~ penyusunan dokumen  perencanaan
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat
Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD);

Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DFPRD
terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;

Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait APBD;

Mengoordinasikan  sinergitas  dan harmonisasi  kegiatan
perangkat daerah kabupaten;

goordinasikan laksanaan sinergitas dan harmonisasi
E:;:}nmn I{emmtcriaf:’ Lembaga di provinsi dan kabupaten;
Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional;
Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah;

10) Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanasn kepada

perangkat daerah kabupaten;

11) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang

melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

12) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai

bahan evaluasi; dan

13) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk

kelancaran tugas kedinasan.

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunysi fungsi :

1)
2)
3)
4)

)
B)

Penyviapan bahan penyusunan kebijakan teknis peneliian dan
pengembangan pemerintahan daerah;

Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan
anggaran penclitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di
pemerintahan daerah;

Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup
urusan pemerintahan daerah;

Melakukan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;

Penviapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas
pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;




7] Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksannan penelitian
dan pengembangan lingkeup pemerintahan daecrah;

8) Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;
dan

9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk
kelancaran tugas kedinasan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

1) Melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tanggal 28 Mei 2022, Pemerintah Kabupaten Solok
melantik Pejabat Fungsional yang merupakan penyetaraan dari
Jabatan Pengawas (JP] atau Eselon IV. Penyetaraan ini sesuai
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan
Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Surat
Kementerian Dalam Negeri Nomor: 800/3548/OTDA Tanggal 27 Mei
2022 perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sclok. Namun sampai saat ini
Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang sesuai dengan hasil
penyetaraan .Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional
masih belum ditetapkan,

1.5. SUMEBER DAYA MANUSIA

Perangkat daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan
fungsi membutuhkan dukungan sumber daya manusia yeng cukup,
haik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kuantitas,
berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bazzeting 31
Desember 2025, sumber daya manusia Bapelitbang berjumlah 33
(tiga puluh tiga) orang ASN yang terdiri dari aparatur laki-laki dan
perempuan, secara detail dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Jumlah ASN Bapelitbang Berdasarkan Jenls Kelamin Tahun 2025

1 2 x [l
1 | Kepala Bapelitbang 1 b
2 | Sekretaris 0 0
3 | Sekretariat 5 [
4 m F:Pr;im, Pengendalian dan 2 4
si bangunan Daerah
5 iﬁgﬂﬁmﬂm dan Pembangunan 0 7
6 mﬂmukunnmn._ﬂumhu Daya Alam, o 5
ur dan Kewilayshan




== F] A
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Sumber: DUK Bumeting Bapelthang Desember 2025, Diobah 2026

Secara komposisi, aparatur Bapelitbang berdasarkan jenis
kelamin dapat dilihat pada Gambar 1.2

Sumber: Bapelithang, Deolah 2025

Gambar 1.2
Homposisi ABN Bapelitbang Berdasarkan Jenls Helamin

Bapelitbang memiliki jumlah aparatur perempuan yaig lebih
banyak jika dibandingkan dengan laki-laki, dimana aparatur perempuan
berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang atau 70% sementara aparatur laka-
laki berjumlah 10 (sepuluh) orang atau 30% dari total keseluruhan
aparatur vang ada di Bapelitbang. Hal ini bisa dimungkinkankan oleh
kondisi kerja di Bapelitbang yang membutuhkan tingkat ketelitian dan
ketekunan terutama dalam menyusun dokumen perencanaan sehingga
banyak diminati oleh kaum perempuan. Selain itu, analisa kajian serta
peninjauan data eksisting sebagai dasar dalam menyusun dokumen
perencanasan juga memerlukan aparatur laki-laki, sehingga kebutuhan
aparatur perempuan dan laki-laki sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh.

Berikut merupakan jumilah aparatur Bapelitbang berdasarkan
golongan, dapat dilihat pada Gambar 1.3.
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Jambar 1.3
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Berdasarkan polongan, aparatur Bapelitbang didominasi oleh
Golongan III yaitu En:%::njrﬂk 24 (dua puluh empat) orang atau EET;H{
72,73%, sedangkan yang paling sedikit adalah Golongan Il sebany
(satu) orang sebesar 3,03% diikuti Golongan IV sebanyak 5 (lima) u;;n%g
atau sebesar 15,15%. Serta P3K sebanyak 3 (tiga) orang sebesar 9,09%.
Banyaknya aparatur pada Golongan Il disebabkan karena masa kerja
vang sudah lama dan beberapa aparatur memang diangkat langsung
pada golongan 111, ]

Selain hal diatas, tingkat pendidikan dan k:-,:nmn.gam_an spesifikasi
ilmu yang dimiliki juga akan mempengaruhi kinerja Bapelitbang karena
diperlukan untuk mendukung fungsi koordinasi dan E:unaultsml daenpm
dinas teknis. Adapun jumlah aparatur berdasarkan tingkat pendidikan
dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Jumilah ASN Bapelitbang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

D TR R SRS Sl TS e o AT

= —.= — r— ey
T_— 8 i | =__l _:l.- « " at
Ekonomi Perepconaan Pembangunan ;. 3,03
Perencanann W dan
e i 2 6,06
Teknik Pendidilan Teknologi dan
Kejuruan Bidang Chief 1 3,03
Informastion Officer
m Nmu Kesshatan Masyarakat ] 3,03
Pembangunan Wilayah dan 2 6,06
B & Perencanaan Pembangunan 1 3,03
Manajemen Pajak 1 3,03




I F : =" o == i i =i
4 12,12
s Manajemen .
Alkuntansi 4 12,12
Elonomi dan | Bkonomi Syariah 1 3,03
Bistiis Islam Ferbankan Syariah 1 3,03
Kedokteran llmu Kesehatan Masyaralat L 3.03
B intal Politik Indonesia Terapan 3 9,09
Teknik Lingkungan 1 3,03
Teknik
Telmik Sipil 1 3.03
limu
K o Bistem Informasi 1 3,03
Perencanaan
Teknik Perencanaan Wilayah
Wilavah dan 1 3.03
Kota dan Kota
Teknologi
Informasi Sistem Komputer 1 3,08
llmu Komputer | Sistem Komputer 1 3,03
Tma
Administrasi [mu Administrasi Negara 1 3,03

Sumber: DUK Bazzeting Bapelitharg Desember 2025, Dioigh 2026

Sedangkan komposisi aparatur Bapelitbang -
pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1 .4.P RN DHee:



" Gumber Data Bapelitbang olahan 2026
Gambar 1.4
Komposisl ASN Bapalitbang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasar Gambar 1.4, tingkat pendidikan aparatur
Bapelitbang pad};an umumnya adalah S1 yaitu _nlubany?k 22 (dua Eﬂu}iﬂh
dua) orang atau sebesar 67%. Tingkat pendidikan lainnya m . E
banyak adalah 52 sebanyak 9 (sembilan) orang atau sebesar mﬂmﬁ%
oleh Tingkat Pendidikan D3 yaitu aelqan;mk 2 orang atau sebesar B%.
Tingkat pendidikan yang relatil tinggi untuk sebagian besar aparatur
merupakan modal dasar yang penflng dalam peningkatan ki:}erﬁ
Bapelitbang secara umum.Dari penyajian data sumber daya manusia di
atas, baik secara kuantitas maupun kualitas, dapat disimpulkan kondisi
sumber daya manusia Bapelitbang seperti terlihat pada Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Rekapitulasi Sumber Daya Bapelitbang Tahun 2025

i

Aparatur Bapelitbang
didominasi aleh
Perempuan

Beberapa tugas fertentu lebih
membutuhkan aparatur laki-laki

Aparatur Bapelithang
didaminasi aleh
Golongan [1I, sehinggs

Aparatur Bapelithang Golongan 1
sangat terbatas, sehingga untuk

peketjaan teknis seperti bendahara,

secara kemampuan operator komputer dan lainnya masih
dalam menjalankan kakuarangan personal
Tusi Bapelithang cukup
baik
3. Berdalarkn.n Aparatur Bapelithang Bapelithang membutuhkan aparatur
tingkat didominasi oleh dari semua klasifikasi pendidilan
pendidikan tamsatan 81, sehingga untuk menunjang pelaksansan
ST PUmyal tusinya, secmentars s&at inl aparatur
kemampuan yang yang ada belum memenuhi eemua
cukup balk dalam klasifikasi pendidikan vang
menjalankan tusinva dibutuhkan, kalaupun ada jumlahnys

masih sangat terbatas

Sumber ;| Bapekibang, diolah 2026




1.6. POTENSI DAN ISU STRATEGIS

Badan Perencansan, Penelitian d:a.n ! Fengl:mbnngan
mempunyai peran strategis dalam mewujudkan visi dan misi Bupat
Solok. Peran tersebut adalah mewujudkan  perencanaan
pembangunan yang berkualitas, penelitian dan pengembangan yang
inovatif. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
disusun dengan memenuhi kriteria transparan, responsif,
partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan Ilmglnmg‘ﬂn. efisien,
efektif dan akuntabel, diimplemantasikan sesuai dengan targel yang
telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029,
disusun berdasarkan ketentuan dan peraturan pr::un_danga
undangan, mendukung peérencanaan pembangmmn propinsi dan
perencanaan pembangunan nasional. Penelitian dan pengembangan
yang inovatif adalah hasil pemikiran, keahlian dan kemampuan
imajinasi untuk menciptakan hal-hal baru yang berdayaguna.

Perencanaan vang berkualitas merupakan dasar untuk
mencapai kesuksesan pembangunan yang iepal guna dan tepat
sasaran. Semua itu didukung oleh data-data yang lengkap dan va];d
Dari data vang valid juga bisa dikembanghkan l:agm.-n atau penelitian
guna merumuskan arah kebijakan pembangunan dimasa yang akan
datang.

Keterpaduan proses perencanaan diharapkan akan ]el.:rﬂ‘f
banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini
seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan.
Indikasi dari persoalan tersebut adalah kecilnya realisasi dari usulan
yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan
pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan
dan belanja daerah selama ini. Guna mendukung kondisi yang
diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan,
sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan
mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memang
benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik
lagi, bukan sekedar kegiatan yang dilnginkan seperti kebanyakan
usulan selama ini.

Kondisi terscbut dipengaruhi vich isu-isu strategis yang periu
menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan. Isu
strategis diperoleh dari analisis permasalshan internal dan
tantangan serta peluang secara eksternal. Berdasarkan analisis vang
telah dilakukan, isu-isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan
dalam perencanasn pembangunan untuk lima tahun mendatang
adalah: “Optimalisasi kualitas perencanaan pembangunan daerah
dan implementasi penguatan sistem inovasi daerah”.

Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam perumusan
isu-isu strategis sebagai berikut:

1) Permasalahan pembangunan terkait penyelenggaraan wurusan
sesuai tugas dan Fungsi,




Permasalahan pokok yang omasih  terjadi  dalam
penyelenggaraan urusan di Bapelithang Kabupaten Solok, vang
meliputi Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Urusan
Penielitian dan Pengembangan yaitu meliputi:

» Belum optimalnya koordinasi, integrasi perencanaan dan
penganggaran;

« Belum optimalnya pengendalian dan cvaluasi pembangunan

s Belum optimalnya penelitian / kajian daerah

2) Permasalahan pembangunan  terkait gambaran pelayanan
Bapelitbang Kabupaten Solok.

Bapelitbang Kabupaten Solok menvelenggarakan 2 (dua)
urusan yaitu urusan perencanaan pembangunan dan urusan
penelitian dan pengembangan. Dalam menyelenggarakan kedua
urusan tersebut, Bapelitbang Kabupaten Solok dituntut untuk
melaksanakan perencanaan pembangunan yang efektif, seria
memastikan pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Solok
melalul proses perencanaan serta monitoring dan evaluasi, Pada
penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan, kinerja
pelayanan yang diharapkan adalah adanya hasil penelitian yang
mampu memberikan bukti untuk mendukung pengambilan
kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan
pembangunan, dan menjadi masukan pada perencanaan
pembangunan tahunan, jangka menengah, maupun jangka
panjang, Tantangan yang dihadapi dalam penyvelenggaraan
pelayanan perangkat daerah ke depan adalah ketersediaan data
statistik yang lengkap, valid dan aktual serta hasil-hasil penelitian
dan pengembangan dapat mendukung dan dimanfaatkan secara
optimal dalam menyusun perencanaan pembangunan.

1.7. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Solok ini
disusun berdasarkan landasan hulkum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Republik Indonesia Negara yang Bersih,
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 2 kali
terakhir nomor 9 Taun 2025;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;




6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Fenelapan Kinerja dan Pelaporan
Alcuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

§. Peraturan Daerash Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

9. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

10. Peraturan Bupat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

1.8. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bapelithang tediri dari 4
(empat) BAB dengan sistematika penyajian sebagai berikut:
BAB1 PENDAHULUAN
Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi,
dengan penekanan kepada aspek stralegis organisasi serta
permasalahan utama/isu-isu strategis (strategic issued)
yang sedang dihadapi organisasi.
BAR II PERENCANAAN KINERJA
Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian
kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja
Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja untuk
setiap IKU (format pelaporan IKU terlampir).
B. Realisasi
Pad Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yan
digunakan dan yang telah digunakan uitu,l%
mewujudkan kinerja organisasi sesuai  dengan
dnk"l_;lme._n perjanjian  kinerga. Meliputi  penjelasan
Eﬁ:ﬂfﬂﬂ anggaran yang digunakan untuk mewujudkan
ao 15as] i L
Fﬁn;%a rganisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian
BAB IV PENUTUP
Pl_idﬂ._Euh ini diuraikan simpulan umum atas capaian
kinerja organisasi serta langkah dimasa datang yang akan
dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya




LAMPIRAN
1. IKU Bapelitbang Tahun 2025-2029
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3. Tabel Perbandingan Kesclarasan
» RPJMD 2025-2029 dengan RKFD Perubahan 2025
« RPJMD 2025-2029 dengan Renstra PD 2025-2029
+ RKPD Perubahan 2025 dengan Renja PD Perubahan Tahun
2025
4, 8K Mendagri Nomer 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang
Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun
2025
5. LHE AKIP Bapelitbang Tahun 2025 Nomor 700.1.2/9/INSP-
D/LHE/2025
6. Lain-lain yang dianggap perlu



2.1. RENCANA STRATEGIS

Tahun 2025 merupakan tahun pelaksanaan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-
2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sclok Tahun 2025-2029. Sementara untuk Rencana Strategis
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Renstra Bapelitbang)
Tahun 2025-2029 ditetapkan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 18
Tahun 2025 pada Tanggal 19 Desember 2025 dimana penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapelitbang untuk Tahun
2025 akan berpedoman pada Renstra tersebut.

Rencana kinerja vang disusun secara keseluruhan digunakan
untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam
dokumen RPJMD. Adapun visi kepala daerah Tahun 2025-2029 adalah
“Teruujudnya Pemerintahan Yang Melayani Menufu Masyarakat
Madani Nan Sefahtera” Visi ini memuat tiga kata kunci kondisi yang
diharapkan lima tahun ke depan yakni: Pemerintahan yang melayani,
Madani dan Sejahtera. Ketiga kata kunci tersebut dijelaskan
berikut;

v “pamerintahan Yang Melayani®, dimaksudkan Penyelenggaraan
pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ pemerintahan dalam
menjalankan amanah scsuai  dengan aturan, memberikan
kemudahan, kepastian dan berintegritas dalam melayani.

v “Masyarakat Madani®, dimaksudkan Pemerintah Daerah ingin
mewujudkan atau membangun masyarakat yang beradab dalam
membanguin, menjalani, memaknai kehidupannya, taat akan agama,
memiliki integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
sesuai dengan filosofi; “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi
Kitabullah”.

¥ “Bejahtera”, dimaksudkan masyarakat yang terbebas dari jeratan
kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga memperoleh
kehidupan yang aman dan tentram.

Rencana strategis Bapelitbang memuat tujuan dan sasaran,
strategi dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan yang
akan dicapai dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan. Selain berpedoman
pada RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, penyusunan Renstra
Bapelitbang Tahun 2025-2029 juga mempertimbangkan potensi,
permasalahan serta isu strategis perencanaan, penelitian dan
pengembangan.

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukan
tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kabupaten



Solok. Tujuan memuat pernyataan atas apa yang perlu dilakukan dalam
mencapal visi dan misi, melaksanakan misi dengan menjawab isu
strategis serta permasalahan pembangunan daerah yang terlihat pada
hasil akhir (final outcome.

Tujuan vang akan dicapai Bapelithang dalam jangka waktu S5
(lima) tahun (2025-2029) adalah: “Meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan daerah berdasarkan riset dan inovasi yang aplikatil".
Adapun rumusan tujuan dan sasaran Bapelitbang Tahun 2025-2029
secara detail dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:




Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Bapelitbang Tahun 2025-2029

ek Pembangunan Dacrah 8300 | 8400 | 86,00 | 88,00 | 90,00 | 91,00

T




Berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja, berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapelitbang:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utarma Bapelithbang Tabhun 3025

Penilaian dilakukan provinsi yvang meliputi:

Meningkatkan 1. Indeks Indeks | 1 Bapelitbang | Usulan
Kualitas Perencanamn Ko 2 Tahun (1). Pencapaisn: 40% Musrenlbang
Perencanaan Pesnbangunan 15 (2. Kualitas Dokumen hasil
Pembangunan Daerah - Sinergi dan keterkaitan dokumen: 5% veerifiloasi
Daerah - Konsistensi dokumen : 11,25% dan
Berdasarikan - Kelengkapan dan kedalam dokumen: dientrilan
Fizet dan Inovasi 2T dalam SIPD
Yang Aplileatif (3. Inovasi ; 20%
2. Indeks Incvasi Indeks » Pengukuran Skor Total
Daerah Skot Total = Indikator Satuan Pemda +
rata-rata Indikator Satuan
I 3
* Pengukuran Indeks Inovasi Daerah
Indeks Inovasi Dasrah
Skor Total
= Skor Total Wakstwmn ~ 00"
Meningkatnya Cakupan o - , Perveniase _ Prrsentme
— s Keselarmse REIMD  Kesrlarssan RRIND * Ressinrmsan REFD
P s RKPD Renstra PO dengan Reva FD

Sinergl Perencanaan P S T b
Perencinazan
Pembangunan




: 4 = L. S s
Meningkatnya Persentase % Femlah kebijckan yang

Peran Jg'l:::t dan Kebijakan 3 diswrun berbasts riset (ukti = ooay
Inovasi Dalam Berbasiz Bulkti Jumiah total kebifakan
Mendukung yung difasitian
Pembangunan

Daerah

Meningkatnya Nilai SAKIP Nilai Evaluasi dilakukan cleh Inspektorat
Alcuntabilitas Perangkat Daerah Daerah vang berpedoman pada
Kinerja OPD Permenpan RE Nomor 88 Tahun 2021

tenitang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi pemerintah, Komponsn yang

dinilai:

¥ Perencanasn Kinerja (30%)

¥ Pengukuran Knerja (30%)

v Pelaporan kinerja (15%)

¥ Fvaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
(25%)

Bumber; SK KU Bupetthang Tahun 20252029




2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan
untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur selama satu tahun
anggaran dengan mempertimbangkan sumber daya manusia dan sumber
daya anggaran yang ada. Terdapat perubahan pada perjanjian kinerja
Bapelitbang Tahun 2025 meliputi tujuan, indikator kinerja dan target
vang dapat dilihat pada Tabel 2.3, Perubahan ini dilakukan dikarenakan

adanya tian kepala daerah dan telah ditetapkannya RPJMD
Kabupaten Solok Tahun 2025-2029,
Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
i+ » & ]
1. | Meningksatnyva Anggaran Persentase Usulan Musrenbang 9%
Berbasis Usulan vang Diakomodir Dalam
Masvarakat Dokumen Perencanaan
2. | Meningkstnya Perencanaan | Persentase Keselarasan REPD ke 100%
vang Berkualitas dan dalam RPJMD
Persentase Hasil Kelitbangan 100%%
yang Ditindaklanjuti
3. | Meningkatnya Tata Kelola Indeks Kepuasan Aparatur 4.79
Crganisasi
Sumber: Perjanfian Kinerja Bapelithang Tahun 2025

Tabel 2.4
Perubahan Perjanfian Kinerja Tahun 2025

Bumber: Perubahan Perfanjia e Kinarju Bapeitbang Tehun 2025

1 ] 5 3

1. | Meningkatnya Kualitas 1.1 Indeks Perencanaan 7|
Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah
Daerah Berdasarkan Riset =

2. | Meningkatnya Integrasi, Cakupan Kesslaraan Dokumen 100%,
Sinkronisasi dan Sinergl Pereticanasan
Perencansaan Pembangunan
Dasrah

3. | Meningkntnya Peran Riset | Persentase Kebijakan Berbasis 20%
dan Inovasi Dalam Bukti
Mendukung Pembangunan
Daerah

4. | Meningkatnys Nilai SAKIP Perangkat Daerah 76,11
Akuntahilitas Kinerja OPD

Pencapaian target kinerja Bapelitbang Tahun 2025 didukung
dengan anggaran sebesar Rp. B.185.418.940,- (Delapan miliar seratus
delapan puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus




empat puluh rupiah), yang terdiri dari belanja operasional dan belanja
modal. Dari total pagu Bapelitbang terdapat anggaran untuk belanja
pegawai meliputi gaji dan tambahan penghasilan ASN sebesar Rp.
3.656.975.881,- (Tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan
ratus tujuh puluh ima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) atau
scbesar 44,67 %.

Realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 7.130.475.434,-
(Tujuh miliar seratus tign puluh juta empat ratus tuuh puluh lima ribu
empat ratus tiga puluh empat rupiah) atau sebesar 87,11%. Tidak
tercapainya target realisasi keuangan sebesar 100% disebabkan karena
terdapatnya silpa pada beberapa belanja. Selain itu, terdapatnya selisih
perbedaan harga yang cukup signifikan antara harga satuan
barang/jasa/modal yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dengan harga satuan riil di lapangan. Silpa terbesar
terdapat pada belanja gaji dan tunjangan ASN pada sub kegiatan
penyediaan gaji dan tunjangan ASN scbesar Rp. 165.672.073,- (Seratus
enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh tiga
rupiah). Selanjutnya penyumbang silpa terbesar adalah pada belanja
uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak
lain/masyarakat pada sub kegiatan pengelolaan data kelitbangan dan
peraturan scbesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga pulith juta rupiah). Hal
ini disebabkan karena terbatasnyva wakitu vang dimiliki dan kurangnya
koordinasi dengan pihak ketiga untuk memenuhi target tersebut.




P juran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kc@;ﬂa;niualakmm kegiatan sesuai dengan sasaran, Program yang
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah.

kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/IX/618/2004 teniang Perbaikan F:Ednmnn Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Rcfmmam Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. L S

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan e ui
k:herha.ai?an atau kegagalan dalam melaksanakan akuntabilitas.
Bap:liitmng Kabupaten Selok telah melaksanakan pmgukm‘an +].:m§g;
atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Perencanaan Pmuhhanms
Pengembangan Kabupaten Solok dengan Bupat Solok Tahun 2025.
Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahur{
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, P@gcnda{mn dan Era.‘luam
Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana
tabel berikut:

Tabel 3.1
Bkala Nilai Peringkat Kinerja

" 3 4

1. 91 = 100 Sangat Baik
4. 76290 Tinggi

3, 66 s 75 Sedang

4, 51 =68 Rondah

5. £ B0 Sangat Rendah

Sumibner; Pennevudogr Nomor 86 Tahon 2017

Dalam laporan ini, Badan Perencanaan Peneliian dan
Pengembangan Kabupaten Solok dapat memberikan gambaran capaian
kinerja berdasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Bapelitbang Kabupaten Soclok Nomor:
050/120/Bapelitbang-2025 Tanggal 23 September 2025 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencansan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Solok Tahun 2025-2029,

Berdasarkan sasaran strategisnya, Bapelitbang memiliki 4 (empat)
Indikator Kinerja Utama, dengan capaian sebagai berikut:



Tabel 3.2
mmnmmmqwunmnmm

- 2 . Cie i 'l r
1. | Indeks Perencansan | Indeks 75 B3 Nilai -
Pembangunan belum
Daerah dirilis
Bappeda
Provinsi
2, | Indeks Inovasi Indeks 60 60 49,61 B2 68
Deerak
3. | Cakupan Keselaraan % 100% 100% 1004 100%%
Dokumen
Perencananm
4. | Persentase B 20% 100% 10 100%
Kebijekan Berbasis
Bukt
5. | Nilsi SAKIP Nilal 76,11 76,11 75,75 099,53%
Perangkat Daerah | 4
Rata-Rata Capaian Tehun 2028 | 95,55%

Sumber: Perubahan FK Tahun 2025, Renstra Bapelitbang Tahur 2025-2029, Dislah 2036
[Met: Data realisasi diolah berdasarkan riisriics formulas pada IKU Rapelitbang 2025-2029)

Berdasarkan data pada Tabel 3.2, capaian Indikator Kinerja Utama
(TKU) Bapelitbang Kabupaten Solok pada Tahun 2025 menunjukkan
performa yang sangat baik dengan rata-rata capaian sccara keseluruhan
menyentuh angka 95,55%. Keberhasilan ini didorong oleh realisasi
beberapa indikator yang berhasil mencapal target maksimal 100%, yaitu
pada indikator cakupan keselarasan dokumen perencanaan dan
persentase kebijakan berbasis bukti, Hal ini mencerminkan komitmen
kuat instansi dalam memastikan setiap dokumen perencanaan daerah
telah selaras dengan regulasi di atasnya serta didukung oleh basis data
dan bukti yang akurat dalam setiap pengambilan kebijakan.

Di =isi lain, nilai SAKIP perangkat daerah juga menunjukkan hasil
yang sangat memuaskan dengan capaian sebesar 99,53% atau terealisasi
senilai 75,75 dari target yang ditetapkan. Sementara itu, untuk indeks
inovasi daerah, meskipun belum mencapai target yang dipatok sebesar
60, realisasi pada angka 49,61 atau setara dengan 82 ,68% menunjukkan
adanya upaya berkelanjutan dalam menumbuhkan iklim inovasi di
daerah. Khusus untuk indeks perencanaan pembangunan daerah, status
capaiannya masih dalam tahap menunggu rilis resmi dari Bappeda
Provinsl. Secara umum, progresivitas kinerja ini menggambarkan
efektivitas program yang dijalankan Bapelitbang Kabupaten Solok dalam
mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan terencana.
Berikut merupakan analisis faktor penghambat capaian IKU Bapelitbang
Tahun 2025 khususnya untuk indikator indeks inovasi daerah dan nilai
SAKIP perangkat daerah:




1. Indeks Inovasi Daerah (Capaian 82,68%)

Meskipun realisasi berada di angka 49,61 dari target 60, capaian ini
menunjukkan progres vang signifikan namun masih menghadapi
tantangan tertentu.

« Faktor Penghambat:

o Kualitas Input Inovasi: Seringkali inovasi yang dilaporkan
belum disertai dengan dokumen pendukung (regulasi, video,
atau bukti penerapan) yang lengkap sesuai standar penilaian
Kemendagri.

- Budaya Inovasi: Belum meratanya pemahaman di seluruh unit
kerja mengenai pentingnya merekam dan melaporkan setiap
perubahan cara kerja sebagai sebuah inovasi yang terukur.

9. Nilai SAKIP Perangkat Dacrah (Capaian 99,53%)

Indikator ini hampir menyentuh target sempurna dengan realisasi
75,75 dari target 76,11.
« Faktor Penghambat:

o Sinkronisasi Berjenjang; Masih terdapat sedikit celah dalam
penyelarasan antara target kinerja individu dengan target
kineria organisasi sccara top-down (cascading].

- Pemanfaatan Aplikasi: Kendala tcknis atau pemahaman
dalam penginputan data kinerja secara real-time ke dalam
sistern informasi manajemen kinerja.

Sebagai bentuk tindak lanjut, untuk meningkatkan angka-angka ini
di periode berikutnya, Bapelitbang dapat fokus pada Bimbingan Teknis
(Bimtek) penginputan bukti dukung inovasi dan penguatan integrasi
sistem SAKIP.

Selanjutnya capaian IKU Bapelitbang untuk Tahun 2025 akan
diurai secara sistematis sebagai berilout:

TUJUAN : Pembangunan Daerah Berdasarkan Riset dan

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan
daerah yang dipercleh dari pencapaian berbagei program prioritas terkait.
Tujuan “Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Berdasarkan Riset dan Inovasi yang Aplikatif’ akan menjadi acuan bagi
Bapelitbang dalam melaksanakan tugas-tugas serta mencapai visi dan
misi vang telah ditetapkan.




Keberhasilan pembangunan daerah yang 'r_:erkclanjutan berakar
pada kualitas perencanaan yang presisi, parﬁlatpan{. c}&n selaras dengan
visi pembangunan nasional maupun provinsi. Sejalan dmpn visi
Kabupaten Solok “Terwujudnya Pemerintahan Yang Melayani Menuju
Masyarakat Madani Nan Sejahtera’, Bapelitbang memegang mﬂnh
untuk memastikan setiap kebijakan memiliki landasan yang kuat melalui
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD). Sebagal instansi yang
memegang peranan krusial dalam menentukan arah pembangunan di
Kabupaten Sclok, Bapelitbang menctapkan Indeks Perencanaan
Pembangunan Daerah (IPPD) sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama
(TKU) prioritas.

Pemilihan [PPD sebagai  indikator utama bukan sekadar
pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebuah komitmen untuk
mengukur sejauh mana proses perencanaan kita telah memenuhi
standar kualitas vang ditetapkan. Indeks ini mengintegrasikan berbagai
dimensi penting, mulai dari keselarasan antar-dokumen perencanaan,
ketepatan waktu penetapan, hingga efektivitas sinkronisasi program yang
berdampak langsung pada kescjahteraan masyarakat Kabupaten Solok.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian indcks perencanasn pembangunan daerah dihitung
melalui penilaian terhadap RKPD yang meliputi:
(1). Pencapaian: 40%;
(2). Kualitas Dokumen RKPD:
v Sinergi dan keterkaitan dokumen: 5%
v Konsistensi dokumen: 11,25%
v Kelengkapan dan kedalam dokumen: 23,75%
(3). Inovasi: 20%
Hasil capaian IKU indeks perencanaan pembangunan daerah
Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3

Tabel 3.3
IKU Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025

i r 3 > e o . -
1. | Indeks Perencanaan | Indeks 75 B3 Nilai belum -
Pembangunan dirilia
Daerah Bappeda
Provinsi

Sumber: Perubakan PR Tahun 2025, Renstra Bapelilbang Tahun 20252029, Diokah 2026

Berdasarkan Tabel 3.3 mengenai capalan Indikator Kinerja
Utama (TKU), indeks perencanaan pembangunan daerah merupakan
parameter krusial dalam mengukur kualitas dan efektivitas proses
perenceanaan di Kabupaten Solok. Pada Tahun 2025, Pemerintah




Kabupaten Solok menetapkan targel yang cukup progresif guna
mendorong peningkatan tata kelola perencanaan  yang lebih
akuntabel, Dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, target
indeks perencanaan pembangunan daerah ditetapkan sebesar 75.
Angka ini merupakan komitmen jangka pendek tahunan, sementara
dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, target jangka
menengah dipatok lebih tinggi, yakni sebesar B3. Perbedaan target ini
menunjukkan upaya instansi untuk melakukan eskalasi kualitas
perencanaan secara berkelanjutan hingge akhir periode perencanaan.

Namun, hingga saat laporan ini disusun, status realisasi untuk
- dikator ini belum dapat dihitung secara definitif dikarenakan nilai
indels belum dirilis oleh Bappeda Provinsi. Hal ini berimplikasi pada
belum diketahuinys persentase capaian (%) kinerja untuk tahun
berjalan. Ketergantungan terhadap data rilis dari tingkat provinsi
merupakan bagian dari prosedur sinkronisasi penilaian kualitas
perencanaan antara pemerintah dacrah dan pemerintah atasan
(provinsi/pusat). Bapelitbang Kabupaten Solok terus melakukan
koordinasi intensif dengan Bappeda Provinsi guna memastikan
ketersedigan data tersebut, sckaligus tetap melakukan penguatan
internal pada komponen-komponen —penyusun indeks guna
memastikan bahwa ketika nilai dirilis, target yang telah ditetapkan
baik dalam PK maupun Renstra dapat tercapai sccara optimal.




2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu (kondisi awal)

Perkembangan capaian indikator indeks perencanaan pembangunan daerah dari Tahun 2024 sampai
dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.9
Perkembangan IKU Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

I k. ] o ] o 7 " w M el ] eIV IY
Milai belum
Indeks Perencanaan ) . 2 dirilia - - a1 _
1 | pembangunan Daerah Indeks 4] - &3 Bappedsa
Prowinsi
1E:.:m.!aum-: Perubahan PR Tahun 2025, Renatre Bapelitbang Tahun 2025-2029, Dulah 2036

Dari Tabel 3.4 di atas diketahui realisasi kinerja Bapelitbang Kabupaten Solok pada Tahun 2025 untuk
indikator indeks perencansan pembangunan dacrah masih berada dalam tahap pemantauan progres.
Berdasarkan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, instansi menetapkan target nilai
sebesar 75, sementara target vang dipatok dalam Rencana Strategis (Renstra) adalah sebesar 83,

Hingga periode pelaporan ini, capaian riil (realisasi) Tahun 2025 belum dapat ditampilkan secara kuantitatil.
Hal ini dikarenakan nilai tersebut masih dalam proses penilaian dan belum dirilis oleh Bappeda Prm‘ma:_, vang
memiliki otoritas dalam menetapkan skor indeks tersebut bagi Kebupaten/Kota, Jika menilik pada target jangka
menengah, instansi telah menetapkan Target Akhir RRJMD/Renstra sebesar 91




i 15AS] i belum keluar,
Meskipun angka realisasi tahun berjalan

Bapelitbang Kabupaten Sclok terus berkomitmen melakukan
penguatan pada proses penyusunan _dw:'._kumm pErencanaan yang
berkualitas dan tepat waktu. Upaya ini duah:kqn guna memaa’rikan
bahwa ketika hasil evaluasi dari tingkal provinsi :.’!111]‘1?, capaian
tersebut dapat memenuhi atau melampaui target perjanjian kinerja
yang telah disepakat, sekaligus menunjukkan tren positif menuu
target akhir REBJMD.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
pasional/ provinsi/kabupaten/kota

ikator indeks rencansan pembangunan daerah merupakan
:nngikatu; hmm [}lﬂg: RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029,

schingga belum ada perbandingan.

4. Analisa penyebab keberhasilan kinerja

Keberhasilan pencapaian indeks perencanaan pembangunan
daerah di Kabupaten Solok merupakan buah dari harmonisasi yang
terstruktur amntara berbagai elemen SrAtcgls dalam 1 sistem
perencanaan. Salah satu faktor kunei yvang menjadi fondasi utama
adalah terciptanya sinergi yang sangat kuat antara dokumen
perencanaan di tingkat pusat, pruﬂnui.l hingga kabupaten.
Penyelarasan target makro dan prioritas nasional ke dalam RKPD
Kabupaten Solok memastikan bahwa setiap langkah pembangunan di
daerah tetap berada dalam koridor visi besar pembangunan nasional,
sehingga tercipta koherensi kebijakan yang efektif,

Sejalan dengan sinergi tersebut, kualitas ketcrhubmgan antara
perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja mf:n]adl
determinan penting dalam mengukur efisiensi program. Bapelitbang
Kabupaten Solok telah berhasil memastikan bahwa setiap sasaran
pembangunan tidak hanya berhenti pada dokumen rencana, tetapi
terukur secara konkret dalam indikator kinerja instansi. Hal ini
diperkuat dengan optimalisasi pemanfaatan Sisten Informasi
Pemerintahan Daersh (SIPD) sebagai platform terintegrasi.
Penggunaan SIPD secara disiplin telah meminimalisir deviasi anggaran
dan memastikan proses perencanaan berjalan lebih transparan,
akuntabel, serta berbasis data yang valid.

Di sisi lain, aspek sumber daya manusia dan manajerial
memegang peranan yang tidak kalah krusial. Keberhasilan ini
didorong oleh komitmen kepemimpinan yang tinggi dalam mengawal
sefiap tahapan perencanaan sertas membuka ruang partisipasi yang
luas bagi pemanghku kepentingan melalui forum Musrenbang vang
substantif. Dukungan kepemimpinan ini kemudian dieksekusi dengan
baik oleh aparatur perencana yang memiliki kompetensi mumpuni.
Peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan memungkinkan
penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas, analitis, dan

adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat di Kabupaten
Solok.




5. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis terhadap pencapaian indeks perencanaan
pembangunan dacrah di Bapelitbang Kabupaten Solok menunjukkan
performa yang solid, terutama dalam hal optimalisasi sumber daya
untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam aspek
pengelolaan anggaran perencanaan, instansi berhasil menunjukkan
ketepatan sasaran vang tinggi dengan memastikan bahwa setiap
rupiah vang dialokasikan mampu menghasilkan  dokumen
perencanaan yang berkualitas dan tepat waltu. Efiziensi ini bukan
sckadar penghematan nilai nominal, melainkan sebuah keberhasilan
dalam memitigasi pemborosan pada kegiatan-kegiatan penunjang
sehingga fokus pendanaan dapat dialihkan sepenuhnya pada
penguatan substansi analisis data dan sinkronisasi program
pembangunan antara pusat dan daerah.

Keberhasilan cfisiensi tersebut diperkuat secara signifikan
melalui  transformasi proses bisnis internal melalui digitalisasi,
khususnya dengan implementasi penuh sistem SIPD-RL. Penggunaan
platform ini telah merevolusi efisiensi operasional Bapelitbang dengan
memangkas birokrasi manual yang sebelumnya memakan waktu dan
biaya administratif yang besar. Melalui integrasi data yang terpusat,
koordinasi antarperangkat daerah dalam penyusunan dokumen
rencana kerja menjadi lebih ramping, transparan, dan akurat,
Dampak nyatanya terlihat pada pengurangan durasi siklus
perencanaan serta minimnya risiko kesalahan input data, yang secara
kolektif meningkatkan nilai indeks perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Solok sebagai cerminan dari tata kelola pemerintahan yang
semakin lincah dan modern.




Tabel 3.5
Tingkat Efektifitas dan Efisiensl
IKU Indeks Perencansan Pembangunan Daerah Tabun 2025

# a . E [ r ] ] 3 A A
Meningkatnya | Indeks Indeks | 75 B3 Nilai . Perencansan, | 2.482.700.184,- | 2.093.951.444,- | B4.34
kualitas Perencanasn belum Pengendalian
S b Pembangunan dirilis dan Evaluasi
Pembangunan | Dasrah Bappeda Pembangunan
daerah Provinsi Dacrah
berdasarkan
riset dan
inovasi vang
aplikatif

RATA-RATA CAPAIAN | - TOTAL PER |2.482.709.184,- | 20093.951.444,- | 84,34

TINGEAT EFISIENSI = Belum bisa diukur

TINGKAT EFEKTIFITAS = Belum bisa diukur

Suimiser ; Perubvabar PE Tahun 2025, Renstro Bapelithang Tahun 2025-2029, Diolah 2026

Berdasarkan data pada Tabel 3.5 mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU),
upaya pencapaian tujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dacrah di kabupaten Solok yang
berbasis pada riset dan inovasi aplikatif diukur melalui indeks perencanaan pembangunan dacrah. Pada Tahun
Anggaran 2025, sasaran kinerja ini didukung oleh program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah dengan dukungan anggeran (pagu) sebesar Rp 2.482,709.184,-. Dari total pagu tersebut, realisasi keuangan
yang berhasil diserap adalah sebesar Rp 2.093.951.444,- atau mencapai persentase capaian sebesar 83,34%.




Meskipun serapan anggaran telah berjalan cukup optimal, capaian
kinerja fisik untuk indeks perencanaan pembangunan daerah belum
dapat dipastikan secara definitif. Hal ini dikarenakan realisasi nilai
indeks tersebut masih menunggu rilis resmi dari Bappeda Provinsi,
sehingga target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 75 untuk Target PK
dan 83 untuk Target Renstra belum dapat dibandingkan dengan hasil
lapangan. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat efisiensi maupun
tingkat efektivitas dari indikator ini masih dalam status belum bisa
diulur pada periode pelaporan saat ini, Secara keseluruhan, fokus
atama instansi ke depan adalah memastikan sinkronisasi data dengan
pemerintah provinsi agar progres kinerja pembangunan dacrah dapat
tergambar secara utuh dan akurat.

6. Rencana tindak lanjut perbailkan

Dalam upaya meningkatkan kualitas indeks perencanaan
pembangunan daerah secara berkelanjutan, Bapelitbang Kabupaten
Solok berkomitmen untuk melakukan transformasi menyeluruh yang
menyentuh aspek tata kelols dan teknis operasional. Fokus utama
perbaikan akan diarahkan pada penguatan tata kelola organisasi
melalui sinkronisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) guna memastikan setiap tahapan perencanasn berjalan sesuai
koridor regulasi, vang dibarengi dengan optimalisasi penggunaan
Sistemn Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai basis data
tunggal dalam pengambilan keputusan yang transparan. Langkah ini
diintegrasikan dengan pelaksansan evaluasi rutin yang lebih ketat
terhadap realisasi anggaran, di mana capaian serapan dana akan
terus disandingkan secara objektil dengan target kinerja tahun
berjalan untuk meminimalisir deviasi serta memastikan efektivitas

penggunaan sumber daya.

Selain penguatan sistem, Bapelitbang juga akan merevitalisasi
perannya sebagai simpul koordinasi penelitian dan pengembangan di
daerah. Strategi ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap program
pr:mhapgunan tidak hanva bersifat rutin, namun telah melalui kajian
inovasi yang mendalam sehingga mampu menghasilkan solusi
pembangunan yang tepat sasaran sckalipus hemat biaya (cost-
effective). Secbagai pilar pendukung seluruh rangkaian perbaikan
tersebut, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
perencana menjadi  prioritas yang tidak terpisahkan. Melalui
p:l:ngtmhangm kompetensi yang terstruktur dan berkelanjutan,
diharapkan para perencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Solok memiliki ketajaman analisis dan adaptivitas yang tinggi dalam
menghadapi  dinamika kebutuhan masyarakat serta perubahan
kebijakan nasional.

Indikator Kinerja | :| 2. Indeks Inovasi Dacrah

; Fengg.ksrzran indeks inovasi daerah pada dasarmnya merupakan
sistem penilaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk




memetakan dan merangsang kreativitas pemerintah daerah dalam tata
kelola pemerintahan. 1 .

Pengukuran indcks inovasi daerah secara spesifik dlmmnngf
untuk menjadi katalisator dalam mqnmptaksm iklim _knmpahai posi
yang schat antar pemerintah daerah di seluruh Indonesia, dengan tl.:juﬁn
akhir meningkatkan kualitas pelayanan publik serta tala ke ta;
pemerintahan secara berkelanjutan. Melalui penilaian ini, pemerin 3
pusat dapat membangun basis data namcrnnl yang akurat un':tlu
memetakan tingkat kemajuan inovasi di setiap provinsi, kabupaten, dan
kota secara berkala dan sistematis.

Qelain sebagai  alat pemetaan, pengukuran il berfungsi
memastikan bahwa ﬁﬁnp inovasi yang L?lﬁrrbqnﬂr-bepar mcmbe_n!u;mn
dampak nyata terhadap peningkatan cfisiensi birokrasi dan :fa%mw;tiﬁ
pelayanan yang dirasakan langsung oleh mmraraka.t Hga;.lﬁf S
pengukuran indeks inovasi daerah ini juga menjadi landasan obje
parameter bagi pemerintah pusat dalam memberikan pcnghnrg:in
maupun insentif fiskal, seperti Dana Insentif Daerah, kepada fiacr -
daerah yang dinilai memiliki komitmen tnggl terhadnp inovasi. Lebih
jauh lagi, proses ini memfasilitasi pen;,rehaﬂuaaan pr?.kuk baik atau tﬁ;
practices, sehingga mempermudah replikast novasi antar ﬂﬂ.ﬂr’ﬂh
memungkinkan daerah yang masih tertinggal untuk belajar serta
mengadaptasi solusi yang telah berhasil diterapkan oleh daerah lain guna
kemajuan bersama.

1. memwtmmmumuhum

Sebagai bentuk wujud transparansi dan akuntabilitas publik
yang nyata, bagian ini menyajikan analisis komperhensil mengenal
capaian kinerja pada indikator indeks inovasi daerah Kabupaten Solok
scpanjang tahun berjalan. Pengukuran ini bukan sekadar pemenuhan
kewajiban administratif tahunan, melainkan dipandang sebagai
instrumen evaluasi strategis untuk mengukur sejauh mana efektivitas
program kerja dan efisiensi penggunaan anggaran telah selaras dalam
mencapai visi dan misi organisasi. Melalui perbandingan antara target
yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi
faktual di lapangan, organisasi dapat memotret kualitas implementasi
manajemen kinerja secara utuh mulai dari perencanaan vang terukur,
pengukuran yang akurat, hingga pelaporan vang akuntabel,

: Berdasarkan parameter tersebut, hasil capaian kinerja untuk
mmdikator indeks inovasi daerah secara rinci dapat dicermati pada
Tabel 3.6 berilout ini.

Tabel 3.6
IEKU Indeks Inovasi Dasrah Tahun 2026

L & i " 3 ]
1. | Indeks Inovasi Dasrah Indeka &0 49,61 B2,68%

Sumber; Perubahan PK Tahun 2025, SK Mendagr




Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 3.6, dalam periode
evaluasi tahun ini, Bapelitbang menetapkan target ambisius sebesar
60 untuk mendorong terciptanya inovasi yang lebih kompetitif di
tingkat daerah. Berdasarkan hasil pengukuran faktual, realisasi yang
berhasil dicapai adalah sebesar 49,61, yang jika dipersentasekan
menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar B82,68%. Meskipun
secara angka target belum terpenuhi secara mutlak, realisasi sebesar
49,61 ini merupakan fondasi yang krusial mengingat kompleksitas
variabel penilaian dalam indeks inovasi daerah yang mencakup
herbagai aspek mulai dari institusi, sumber daya manusia, hingga
hasil inovasi itu sendiri. Capaian di atas 80% mencerminkan
komitmen organisasi yang kuat dalam melakukan terobosan tata
kelola pemerintahan, walaupun masih terdapat ruang pengembangan
untuk mengakselerasi kematangan inovasi agar dapat melampaui
ambang batas target vang telah ditetapkan.
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Perkembangan capaian indikator indeks inovasi daerah dapat dilihat pada Tabel 3.7

Tabel 3.7
Perkembangan 1KU Indeks Inovasi Daerab

T : F3 i ] 3 ] v [] EaET [ : il

1 | Indeks Inovasi Daerah Indeks | 41,35 - 60 |41,35| 4961 | - | 82,68 65 76,32%

Swmber : Perubahan PR Tohan 20235, Dielah 2026

Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 3.7, menunjukkan tren pertumbuhan yang positif P‘ﬂdﬁ
aspek indeks inovasi daerah. Dimulai dari kondisi awal pada Tahun 2024 dengan nilai 41.3:5. l‘@ﬂhupﬂltﬂ Solo
berhasil meningkatkan indeks inovasi daerah menjadi 49,61 pada Tahun 2025. Meskipun realisasi tersebut belum
mencapai target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 60, namun persentase capalan mﬁﬁ
82,68% mencerminkan adanya upaya akselerasi inovasi yang berkelanjutan di lingkungan internal. J
diproyeksikan terhadap Target Akhir RPJMD/Renstra sebesar 65, maka capaian saat ini telah mﬂrl'l}'ﬂﬂtﬂh@'lskﬂ
76,32%, vang menandakan bahwa organisasi berada pada jalur yang tepat untuk memenuhi target jangka
menengah tersebut.




Secara keseluruhan, meskipun terdapat gap antara target
tahunan dan realisasi pada indeks inovasi daerah, konsistensi
pertumbuhan dari tahun sebelumnya membuktikan bahwa budaya
kreatif mulai mengakar kuat di Kabupaten Solok. Strategi ke depan
difokuskan pada penguatan kualitas inovasi yang lebih berdampak
agar mampu menutup kekurangan target tahunan. Dengan demikian,
Kabupaten Sclok tidak hanya sckadar memenuhi kewajiban
administratif, tetapi benar-benar bertransformasi menjadi unit kerja
yvang unggul, akuntabel, dan kompetitil baik di skala daerah maupun
nasional.

Pe n realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional/provinsi/ kabupaten/kota

Indikator indeks inovasi daerah merupakan tolok ukur formal
yang standarnya ditetapkan secara nasional oleh Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri). Pengukuran ini dilakukan secara rutin untuk
memotret profil inovasi di setiap dacrah, yang kemudian
diklasifikasikan ke dalam kategori daerah sangat inovatif, inovatif,
kurang inovatif, hingga dacrah yang tidak dapat dinilai. Melalui
standardisasi ini, pemerintah pusat dapat melakukan pemetaan yang
akurat terhadap kemajuan tata kelola pemerintahan dan kualitas
pelayanan publik di seluruh tingkatan daerah.

Bagi Kabupaten Sclok, standar nasional ini menjadi acuan
utama dalam mengejar target akhir Renstra sebesar 65 poin. Upaya
pencapaian tersebut dilakukan dengan mengikuti parameter penilaian
yang telah baku, mulai dari aspek institusi hingga hasil inovasi yang
terdokumentasi secara valid. Dengan merujuk pada standar nasional
vang ada, organisasi dapat mengukur posisi capaian saat ini yang
berada pada angka 49,61 secara objektif dan menyusun langkah
perbaikan yang tepat sasaran untuk mencapai target jangka
menengah yang telah ditetapkan.

Tabel 3.8
Prediket dan Peringkat Indeks Inovasl Dacrah Becara Provinsi dan Nasional

1. | Indeks Inovasi Dacrah Indeks 5 49,61 8 187
Sumber: SK Merdagr Nomor 400.10.11-6007 Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.8 capaian indeks inovasi daerah 49.61
menempatkan Kabupaten Solok pada posisi strategis dalam peta
inovasi daerah, Di tingkat regional, organisasi berhasil menduduki
peringkat B di Provinsi Sumatera Barat, sementara di kancah nasional
berada pada Peringkat 187. Posisi ini menjadi modal penting unftuk
terus mengakselerasi berbagal terobosan inovatif guna meningkatkan
dava saing daerah di masa mendatang. Dengan mempertimbangkan
tren kenaikan dari tahun ke tahun, strategi Kabupaten Solok ke




5.

depan akan difokuskan pada penguatan kualitas inovasi yang lebih
berdampak luas agar mampu menutup selisih target tahunan
sekaligns mengejar standar capaian yang lebih tinggi di tingkat
provinsi maupun nasional,

Analisa penyebab kegagalan kinerja

Realisasi indeks inovasi daerah Kabupaten Solok pada Tahun
2025 tercatat scbesar 49,61, Angka ini menunjukkan bahwa
organisasi belum mampu memenuhi target tahunan vang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 60. Dengan tingkat
capaian schesar 82,68%, terdapat gelisih atau gap sebesar 10,39 poin
yang menjadi indikator adanya hambatan dalam optimalisasi
ekosistem inovasi pada periode berjalan.

Salah satu faktor utama penyebab kegagalan pencapaian target
ini adalah belum maksimalnya pemenuhan variabel penilaian
kematangan inovasi sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan
oleh Kementerian Dalam Megeri. Meskipun terdapat tren peningkatan
nilai dari kondisi awal Tahun 2024 yang hanya sebesar 41,35 namun
akselerasi yang dilakukan belum cukup kuat untuk menembus
ambang batas target 60 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa
beberapa inovasi yang dilaporkan kemungkinan masih terkendala
pada kelengkapan dokumen pendukung (evidence) atau masih berada
pada tahap inisiasi dan uji coba, schingga belum memberikan
kontribusi skor yang maksimal pada penilaian indeks.

Selain itu, posisi peringkat organisasi yang berada pada
peringkat 8 di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Peringkat 187
secara Nasional menunjukkan adanya kompetisi yang sangat ketat
dalam standarisasi inovasi daerah. Faktor eksternal berupa
perubahan kriteria penilaian atau pengetatan validasi dokumen oleh
tim penilai pusat juga dapat memengaruhi hasil akhir, schingga
meskipun secara internal terdapat progres, nilai faktual yang dialou
belum mampu menjangkau target yang diharapkan. Kondisi ini
memeriukan evaluasi mendalam terhadap strategi pendokumentasian
dan kualitas dampak inovasi agar pada tahun-tahun mendatang,
deviasi antara target dan realisasi dapat diminimalisir demi mencapai
target akhir Renstra sebesar 65.

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indeks inovasi dacrah Kabupaten Solok telah menunjukkan

gkatan nilai indeks dari kondisi awal sebesar 41,35 pada Tahun
2024 menjadi 49,61 pada Tahun 2025. Peninghkatan sebesar 8,26 poin
ini mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya, baik dari
aspek anggaran maupun sumber daya manusia, telah diarahkan
secara efektil untuk mendorong pertumbuhan ekosistem inovasi di
lingkungan internal. Meskipun realisasi saat ini sebesar 49,61 belum
mencaﬁl]j target perjanjian kinerja Tahun 2025 yang dipatok pada




Adapun rincian analisis efisiensi sumber daya Bapelitbang
tahun ini adalah sebagai berikut:

a) Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM]

Peningkatan sebesar 8,26 poin darn tahun sebelumnya
mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya manusia _telah
diarahkan secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekosistem
inovasi di lingkungan internal. Meskipun terdapat selisih terhadap
target tahunan, produktivitas SDM tetap terjaga sehingga mampu
membawa Bapelitbang Kabupaten Sclok meraih peringkat yang
kompetitif di tingkat regional maupun nasional. Ke depannya, f::lmla
pengembangan SDM akan diarahkan pada penguasaan aspek teknis
pendokumentasian dan pemenuhan w?riah-ei penﬂman kematangan
inovasi guna menutup celah poin menuju target nkh:r Hal ini penting
untuk memastikan bahwa setiap inovasi memiliki kelengkapan data
dukung yang kuat sesuai standar nasional. _l{m_:nil:mcn SDM dalam
mengelola inovasi secara berkelanjutan mm,!ad: kunci utama agar
setiap inisiatif yang lahir tidak hanya berht:nhhpada tﬂhap_ ide, tetapi
mampu mencapal tahap pencrapan yang diakui secara nasional.

b) Efisiensi Belanja Operasional (Anggaran)

Pada tahun anggaran 2025, Bapelitbang didukung ::.:lch alokasi
anggaran APBD sebesar Rp. 8.185.418.940,- (Delapan miliar seratus
delapan puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu sembﬂﬂn ratus
empat puluh rupigh). Dari total pagu tersebut, porsi utama
dialokasikan untuk Program Penelitian dan Pengembangan DEE?EII
dengan anggaran sebesar Rp. 506.947.532,- (Lima raftus ambtifm
puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh nbu lima ratus tiga
puhih dua rupiah).

Pagu anggaran pada program penelitian dan pengembangan
daerah ini didistribusikan secara proporsional ke dalam 2 (dua)
kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang dirancang untuk menjadi
motor penggerak utama dalam penguatan ekosistem inovasi dan riset
di daerah. Alokasi ini diarahkan secara strategis untuk membiayai
serangkaian aktivitas yang mendukung terciptanya terobosan tata
kelola serta peningkatan lkualitas kebijakan berbasis data. Hingga
akhir periode pelaporan, realisasi keuangan tercatat sebesar Rp.
398.051.084,- atau setara dengan 66,68%. Kondisi ini mencerminkan
adanya efisiensi penggunaasn angparan sebesar Rp. 198 806 448 -
(33,32%). Selain karena efisiensi, penyusunan buku profil kepala

daerah wvang telah dianggarkan pada program ini tidak jadi
dilaksanakan.

Keberhasilan manajemen sumber daya ini tecermin secara
nyata melalul tingkat efektivitas indeks inovasi daerah. Dengan
membandingkan persentase capaian kinerja (82,68%) terhadap
persentase capaian keuangan (66,68%), diperoleh angka efcktivitas
sebesar 124%. Tingkat efektifitas dan efisiensi indeks inovasi dacrah
dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut:




Tabel 3.9
Tingkat Efektifitas dan Efisiensl
IKU Indeks Inovasi Dasrah Tahun 30235

1. | Meningkatkan | Indeks Indeks G0 49 .61 B2.68 | Program 505,947 532 398 051.084 b, 65
ktatinss Inovagi Penelitian dan
PETENCANEET Daerah Pengembangan
pembangunan Dacrah
daerah
berdasarkan
mnact dan
inovasi yang
aphilatil
TOTAL PER 7532 | 398.061.084 | 66,68
RATA-RATA CAPAIAN J 82,68 SASARAN 596.947.5
TINGEAT EFISIENSL = 100% - 66,68%= 33,32%
TINGKAT EFEETIFITAS = o x 100% = 124.00%

" Sumber : Perubahan PR Tahun 2025, Dislak 1026

Upaya Bapelitbang Kabupaten Solok dalam meningkatkan kualitas perencanaan E:m_'lbangunan daerah mgla]ui
penguatan riset dan inovasi vang aplikatif menunjukkan performa yang cukup signifikan pada tahun EUEE:
berhasil merealisasikan angka sebesar 49,61 dan

Berdasarkan pencapaian indikator indeks inovasi daerah, instansi s s
target vang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 60. Hal ini mencerminkan persentase capaian kinerja scbesar
R2,68%, yang mengindikasikan bahwa langkah-langkah strategis dalam mendorong ckosistem inovasi di daerah telah
berjalan pada jalur yang tepat meskipun masih terdapat ruang untuk optimalisasi lebih lanjut. Dari sisi dukungan
anggaran, Program Pencliian dan Pengembangan Daerah didukung oleh alokasi pagu scbesar Rp596.947.532,
dengan realisasi keuangan hinggs akhir periode sebesar Rp398.051.084 atau setara dengan 66,68%.




Menariknya, perbandingan antara output kinerja dan penyerapan
anggaran ini menghasilkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi, yakni
mencapai 124,00%. Rasio ini menunjukkan bahwa dengan penggunaan
sumber daya keuangan yang ada, instansi mampu menghasilkan capaian
kinerja vang melampaui proporsi anggaran yang digunakan. Selain itu,
dilihat dari aspek efisiensi, terdapat efisiensi anggaran sebesar 33,32%
yang mencerminkan kemampuan Bapelitbang dalam mengelola
operasional program secara hemat tanpa mengabaikan pencapalan target
sasaran secara fundamental. Secara  keseluruhan, data ini
menggambarkan komitmen instansi dalam mewujudkan perencanaan
pembangunan yang berbasis riset secara efelktif dan efisien.

6. Rencana tindak lanjut perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indeks inovasi
daerah yang mencapai angka 49,61 dari target 60, Bapelitbang
Kabupaten Solok menyusun rencana tindak lanjut perbaikan yang
terintegrasi, Upaya ini dirancang untuk menutup celah kinerja
schesar 17,32% sekaligus memastikan pencapaian target akhir
RPJMD/Renstra sebesar 65 dapat tercalisasi secara optimal. Rencana
tindak lanjut tersebut difokuskan pada beberapa aspck strategis
scbagai berikut:

a) Fokus utama akan diarahkan pada peningkatan kualitas dokumen
pendukung (evidence] untuk setiap inovasi yang dilaporkan ke
tingkat nasional. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap
inisiatil tidak hanyva berhenti pada tahap ide, tetapi memiliki
kelengkapan data administratif dan teknis yang mampu
mendongkrak skor kematangan sesuai standar kriteria nasional;

b) Fasilitasi bimbingan teknis bagi SDM pengelola inovasi serta
penyediaan infrastruktur pendukung yang dapat mempercepat
proses uji coba hingga penerapan inovasi di lapangan;

¢) Melakukan studi komparatif dan kolaborasi lintas sektor untuk
mengadopsi inovasi yang relevan, schingga pertumbuhan nilai dari
kondisi awal 41,35 dapat terus dipacu secara konsisten setiap
tahunnya;

d) Pemantauan berkala terhadap setiap sub-kegiatan di bawah
Program Penelitan dan Pengembangan Daerah. Ewvaluasi ini

bertujuan untuk mendeteksi dini hambatan dalam pengumpulan
indikator kinerja.

e i 1 ity S =

Sasaran meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan

T
perencanaan pembangunan daerah diukur dengan indikator kinerja
utama yaitu calupan keselarasan dokumen perencanaan. Hal ini




merujuk pada sejauh mana dokumen perencanaan 'RP..I?-[D dengan RKFPD,
RPJMD dengan Renstra PD, dan RKPD dengan Renja-FD selaras dan
konsisten satu sama lain dalam mencapai tujuan dan sasaran

pembangunan daerah.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian cakupan keselarasan dokumen perencanaan dihitung
dengan formulasi:

% Kesalarasan % Mecslarasan % Kaosalarasan
RPJMD » REJMD & RKFPD
dangan dangan dengan

REPD Renstra PO Fenja PD

3

Masing-masing persentase keselarasan tersebut dihitung dengan
rumus sebagai berikut:
« Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD:
Jumlah Program RKPD Tahunn
= Jumlah Program RPJMD Tahun n
+ Persentasc keselarasan RPJMD dengan Renstra PD:
Jumlah Program Renstra Tahun n
= Jumlah Program RPIMD Tahunn
s Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD:
Jumlah Program Renja Tahun n
= Jumlah Program RKPD Takunn

Hasil capaian indikator cakupan keselarasan dokumen perencanaan
Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.10

Tabel 3.10
IKU Cakupan Kesclarasan Dokumen Perencanaan Tahun 2025

-¥ = ] ] ) o
1 Caku Keselorasan Dokumen
Pl:mn]:iaa.n Yo 100 100 100%,
Sumibeér: Perubahan PK Tahun 2025, Diclah 2026

Berdasarkan data pada Tabel 3.10 mengenai Indikator Kinerja
Utama (IKU) Cakupan Kesclarasan Dokumen Perencanaan, terlihat
bahwa organisasi telah menunjukkan performa yang sangat luar




biaga. Capaian kinerja ini menunjukkan keberhasilan total dalam
menyeclaraskan seluruh dokumen perencanaan yang ada.

Secara spesifik, organisasi menetapkan target sebesar 100%
dalam Perjanjian Kinerja untuk indikator terscbut. Pada tahap
pelaksanaan, target ini berhasil direalisasikan sepenuhnya hingga
mencapai angka 100%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja
untuk indikator ini berada pada angka sempurna, yang
mencerminkan ketepatan dan konsistensi tinggi antara perencanaan
dengan implementasi di lapangan. Keberhasilan mencapai angka
100% ini mengindikasikan bahwa secluruh dokumen perencanaan
telah tersusun dengan sangat baik dan memiliki koherensi yang kuat
satu sama lain, Tidak adanya kesenjangan antara target dan realisasi
menunjukkan bahwa sistem tata kelola perencanaan organisasi
berjalan secara efektif dan efisien tanpa hambatan yang berarti.



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu (kondisi awal)

Berikut perkembangan capaian indikator cakupan keselarasan dokumen perencanaan dari Tahun 2024 sd
Tahun 2025:

Tabel 3.11
Perkembangan IKU Cakupan Keselarasan Dokumen Peroncanaan

1 s A ; 4 [] = . v IR I

1 | Cakupan Keselarasan
Dolkumen Perencanaan

Sumber: Pernibahan PK Takun 2025, Renstra Bapelitharng Tohun 2025.2029, Deuolah 2026

Berdasarkan Tabel 3.11 mengenai perkembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Cakupan Keselarasan
Dokumen Perencanaan, terlihat adanya komitmen kuat untuk mencapai sinkronisasi dokumen yang sempurna
pada Tahun 2025, Data menunjukkan bahwa kondisi awal pada Tahun 2024 berada di angka 98,10 %. Meskipun
pada Tahun 2024 tidak ditetapkan target spesifik untuk Perjanjian Kinerja dikarenakan indikator ini merupakan
indikator baru pada RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, namun Bapelitbang menetapkan target yvang
ambisius untuk periode berikutnya. Memasuki Tahun 2025, target Perjanjian Kinerja ditetapkan secara konsisten
sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian ini terlihat dari realisasi Tahun 2025 yang berhasil menyentuh angka
100%, sehingga tingkat capaian kinerjanya dinyatakan sempurna atau sebesar 100%. Tren positil ini sejalan
dengan target akhir RPJMD yang memang dipatok pada angka 100%, Dengan realisasi akhir yang juga mencapai
angka maksimal tersebut, dapat disimpulkan bahwa scluruh target keselarasan dokumen perencanaan telah
berhasil dipenuhi sepenuhnya sesuai dengan perencanaan jangka menengah yang telah ditetapkan.

D 98,10 - 100 - 100 - 100 i i) 100%:




3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional/provinsi/kabupaten/kota

Indikator cakupan  keselarasan dokumen perencanaan
merupakan indikator baru pada RPJMD Kabupaten Sclok Tahun
2025-20209, sehingga belum ada perbandingan.

4. Analisa penycbab keberhasilan kinerja

Indikator cakupan keselarasan dokumen perencanaan diukur
dengan rata-rata jumlah persentase keselarasan RPJMD dengan
RKPD, persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD dan
persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD.

a. Persentase keselarasan RPJMD dengan REKPD

Keberhasilan capaian kinerja ini merupakan output strategis dari
integrasi antara sistem digital dan tata kelola manajerial yang
solid. Transformasi tata kelola melalui pemanfaatan Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi pilar utama dalam
menjamin akurasi data, yang kemudian diperkuat oleh dukungan
penuh serta komitmen dari Kepala Daerah serta jajaran pimpinan
Perangkat Daerah.

Sinergi ini dapat terwujud berkat tingginya standar
kompetensi aparatur perencana dalam menerjemahkan visi daerah
ke dalam proses perencanaan yang bersifat partisipatf dan
kolaboratif, sehingga menciptakan rasa kepemilikan di seluruh
lapisan pemangku kepentingan. Lebih lanmjut, keberhasilan ini
dipastikan kecberlanjutannya melalul penerapan siklus evaluasi
yvang dilakukan secara disiplin dan konsisten. Mekanisme ini
berfungsi sebagai instrumen pengendalian vang krusial,
memungkinkan adanya koreksi dini (early waming system) apabila
terdeteksi ketidakselarasan di lapangan, schingga target kinerja
tetap tercapai secara presisi dan akuntabel.

b. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD

Proses penyelarasan dokumen perencanaan dan penganggaran
dilaksanakan secara komprehensif melalui sinkronisasi dalam
sistem digital SIPD, yang memastikan integritas data dari tahap
perencanaan hingga pelaporan. Guna menjamin kualitas dan
validitas substansi, dilakukan mekanisme pengawasan internal
melalui reviu APIP serta verifikasi oleh Bapelitbang sebagai bentulk
pengendalian mutu dokumen.

Keberhasilan sinkronisasi ini juga didasarkan pada ketepatan
penjabaran cascading kinerja, di mana setiap indikator sasaran
dipastikan selaras dari level strategis hingga operasional. Seluruh
proses tersebut dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip
kepatuhan terhadap regulasi, khususnya yang diamanatkan
dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, guna memastikan tata
kelola pemerintahan yang sesuai koridor hukum. Sebagai faktor




determinan, komitmen Kepala Perangkat Daerah menjadi motor
penggerak utama dalam mengawal setiap tahapan, sehingga
tercipta keselarasan antara kebijakan pusat, daerah, dan
implementasi program kerja di lapangan.

¢, Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD

Keberhasilan pencapaian target kinerja sebesar 100% pada
indikator ini sangat bergantung pada kuatnya komitmen pimpinan
dalam menjaga konsistensi dokumen perencanaan Secara
berkelanjutan. Komitmen tersebut kini diperkuat secara sistemik
melalui implementasi aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah), yang tidak hanya berfungsi sebagai alat digitalisasi, tetapi
juga sebagai instrumen utama dalam menjamin sinergitas serta
penyelarasan program di scluruh lingkup bidang. Melalui
koordinasi dan sinkronisasi yvang ketat, aplikasi ini memastikan
adanya koherensi yang presisi antara dokumen RPJMD/RKFD
dengan Renstra Perangkat Daerah (PD), schingga setiap tahapan
perencanaan pembangunan daerah dapat Dberjalan secara
terintegrasi dan akuntabel.

Selain itu juga dapat dijabarkan beberapa faktor pendukung
lainnya yang menunjang keberhasilan kinerja cakupan keselarasan
dokumen perencanaan, diantaranya:

1) Penguatan Proses Perencanaan (Planning Quality)
Sinkronisasi Dokumen Sejak Tahap Awal

+ Penyusunan RKPD telah mengacu konsisten pada RPJMD dan
arah kebijakan nasional (RKP) serta provinsi,

» Renja PD lingkup bidang-bidang pada program koordinasi dan
sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah disusun
berdasarkan pagu indikatif dan prioritas yang telah ditetapkan
dalam REKPD.

« Forum perangkat daerah dilaksanakan secara efektif untuk
memastikan kesesuaian program dan kegiatan.

Dampak: Minimnya perbedaan substansi antara dokumen
perencanaan makro (RKPD) dan mikro (Renja PD).

2] Koordinasi dan Komunikasi yang Intensif
a. Peran Aktif Bappeda/Bapelitbang

» Lingkup bidang-bidang pada program koordinasi dan
sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah melakukan
asistensi dan review berjenjang terhadap Renja PD.

* Terdapat klarifikasi terhadap usulan kegiatan yang tidak
sejalan dengan prioritas RKPD.




b. Forum OPD dan Desk Renja

o Dilakukan pembahasan teknis (desk} untuk menyelaraskan
indikator, target, dan lokasi kegiatan.
¢ Penyamaan persepsi terhadap program prioritas daerah,
khususnya sekior pertaman, perdagangan, UMEM,
ketahanan pangan, dan SDA.
Dampak: Mengurangi potensi inkonsistensi program dan duplikasi
kegiatan.
3) Kejelasan Indikator dan Cascading Kinerja

a. Indikator kinerja pada RKPD telah diturunkan secara jelas ke
dalam Renja PD

b. Target kinerja sektoral (misainya pertumbuhan scktor pertanian,
peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, dan investasi)
telah terdistribusi secara propersional ke PD terkait.

c. Penerapan prinsip cascading dari tujuan-sasaran-program-
kegiatan-sub kegiatan berjalan optimal.

Dampak: Kesesuaian bukan hanya pada program, tetapi juga pada
indikator dan target.
4) Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan

a, Penggunaan SIPD atau aplikasi perencanaan daerash membantu
menjaga konsistensi nomenklatur program/kegiatan.

b. Validasi otomatis terhadap kode program dan kegiatan
mengurangi kesalahan administratif.

Dampak: Konsistensi teknis meningkat dan potensi deviasi
Menurn.
5) Fokus pada Prioritas Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA
Bidang ini umumnya memiliki:
a. Program yang relatif terstruldur dan berbasis regulasi

(ketahanan pangan, pengendalian inflasi, pengembangan
komoditas unggulan, hilirisasi).

b. Prioritas yang jelas dan berulang setiap tahun (stabilisasi harga,
peningkatan produksi, dukungan UMKM, pengelolaan SDA
berkelanjutan).

Karena prioritasnya jelas, perangkat daerah lebih mudah
menyelaraskan Renja dengan RKPD.

6) Komitmen Pimpinan dan Evaluasi Berkala

b. Dilakukan monitoring dan evaluasi keselarasan sebelum
penetapan dokumen akhir,




e. Adanya indikator kinerja keselarasan sebagai bagian dan
evaluasi internal.

Dampak: PD terdorong menjaga konsistensi dokumen perencanaan.

5. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Bapclitbang Kabupaten Selok terus berkomitmen dalam
mengoptlimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai target
kinerja organisasi secara tepat guna. Salah satu capaian krusial
adalah terciptanya efisiensi yang signifikan dalam proses penyelarasan
dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah, Efisiensi tenaga kerja
dan waktu ini dapat dicapai berkat transformasi digital, dimana
seluruh data perencanaan kini telah terintegrasi dan dapat diakses
secara real-time melalui sistem informasi yang mumpuni yaitu
aplikasi SIFD.

Proses ini didukung oleh mekanisme pengumpulan data yang
dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun, sehingga tidak
terjadi penumpukan beban kerja di akhir periode. Untuk menjamin
efektivitas operasional, Bapelitbang menerapkan pembagian tanggung
jawab indikator secara proporsicnal kepada setiap mdaa:lgT vang
didukung oleh koordinasi terstruktur dan terdokumentasi dengan
baik. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, setiap
tahapan perencanaan dan evaluasi dapat berjalan lebih transparan,
alkurat, dan meminimalisir penggunaan sumber daya yang tidak perlu.

Analisis efisiensi pada Bapelitbang Kabupaten Solok berfokus
pada optimalisasi input vang tersedia untuk menghasilkan output
dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang berkualitas tinggi.
Berikut adalah uraian analisis berdasarkan tiga pilar utama;

a. Optimalisasi Sumber Dayva Manusia [SDM)

Efisiensi SDM dicapai melalui penguatan kompetensi internal tanpa
melakukan penambahan personel baru. Bapelithang
memaksimalkan peran Pejabat Fungsional Perencana dan Analis
Kebijakan yang sudah ada sebagal motor utama dalam penyusunan
dan review dokumen. Melalui pembagian tugas yang presisi yang
memisahkan peran antara koordinator bidang, tim wverifikator
program, seria Um evaluasi indikator, beban kerja dapat
terdistribusi secara proporsional. Pola ini memastikan peningkatan
kualitas dokumen (selaras dan akuntabel) dapat tercapai meski
dalam keterbatasan jumlah personel, serta meminimalisir risiko
kesalahan teknis melalui proses review yang terjadwal.

b. Efektivitas dan Efisiensi Waktu

Manajemen waktu bertransformasi dari pola linier menjadi pola
paralel. Sinkronisasi dokumen dilakukan sejak tahap awal
penyusunan, sehingga proses review tidak lagi menumpuk di akhir
tenggat waktu. Dengan penetapan pagu indikatif dan prioritas
pembangunan yang jelas sejak awal, tingkat revisi berulang dapat




ditekan secara signifikan. Dampaknya, waktu penyempurnaan
dokumen menjadi lebih singkat dan efisien, yang dibuktikan
dengan ketepatan waktu penetapan RKPD maupun Renja Perangkat
Daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam regulasi,

c. Integrasi Sistem dan Teknologi Informasi

Pemanfaatan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Dacrah)
dan aplikasi perencanaan internal menjadi kunci efisiensi biaya dan
administratif. Digitalisasi inl secara otomatis mengurangi kesalahan
nomenklatur dan menghindari adanya duplikasi data entry yang
sering terjadi pada sistern manual. Selain mempercepat proses
validasi program dan kegiatan, penggunaan teknologi ini
berdampak langsung pada pengurangan biaya administrasi kantor
|paperless) serta mempercepat proses finalisasi dokumen dari
berbagai bidang secara real-time.

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran *Meningkatnya
Integrasi, Sinkronisasi Dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah”
dengan indikator sasaran “Cakupan Keselarasan Dokumen
Perencanaan”, pada Tahun 2025 telah disediakan anggaran melalw
APBD Bapelitbang sebesar Rp. 8.185.418.940,- (Delapan miliar seratus
delapan pulih lima juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus
empat puluh rupial). Indikator cakupan keselarasan dokumen
perencanaan ini didukung oleh dua program yang ada di Bapelitbang,
Berdasarkan pagu di atas, anggaran yang tersedia untuk Program
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
sejumlah Rp. 1.509.105.250,- (Satu miliar lima ratus sembilan juta
seratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Rp. 973.603.934,-
(sembilan ratus twjuh puluh tiga juta enam ratus figa nbu sembilan
ratus tiga puluh empat rupiah) untuk Program Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pagu pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah dialokasikan untmk 3 (tiga) kegiatan yang
menampung 7 (tujuh) sub kegiatan dengan total realisasi sebesar Rp.
1.242.098.649,- (Satu miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan
ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan
rupiah) atau 82,37%.

Pagu pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah dislokasikan untuk 3 (tiga) kegiatan yang
menampung 10 (sepuluh) sub kegiatan dengan total realisasi sebesar
Rp. 850.952.795,- (Delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus limao
puluh dua ribu tufuh ratus sembilan puluh lima rupiah) atau 87 40%.

Terdapat efisiensi penggunaan anggaran pada Program
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
sebesar Rp. 266.106.600,- (dua ratus enam puluh enam juta seratus
enam ribu enam ratus rupiah) atau 17,63% sedangkan untuk Program
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

terdapat cfisiensi penggunaan anggaran scbesar Rp. 122.651.139,-




(seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus
tiga puluh sembilan rupiah) atau 12,6% seperti yang terlihat pada
Tabel 3.12. Efisiensi ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran
diberbagai belanja (berdasarkan laporan fungsional Desember 2025).

Diantaranya adelah pada belan]a barang pakai habis dan
belanja perjalanan dinas dalam negeri. Untuk belanja barang pakai
habis efisiensi anggaran terlihat pada belanja alat/bahan untuk
kegiatan kantor alat tulis, kertas dan cover, bahan komputer, belanja
makanan dan minuman rapat, belanja bahan-bahan bakar dan
pelumas serta belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN.
Sedangkan untuk belanja perjalanan dinas dalam negeri efisiensi
anggaran terlihat pada belanja perjalanan dinas biasa. Dan pada
umumnya untuk belanja barang pakai habis terdapat sisa belanja
karena harga satuan barang di DPA lebih tinggi dari harga satuan
barang yvang dibeli. Hal ini perlu menjadi perhatian khususnya bagi
perangkat daerah yang bertanggungjawab untuk melakukan
penginputan harga satuan barang ke dalam aplikasi keuangan (SIPD-
RI).

Sementara untuk tingkat efektifitas cakupan keselarasan
dokumen perencanaan dilihat dari persentase capalan kinerja
terhadap capaian keuangan dengan hasil 118,57%.




Tabel 3.12

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi IKU
Cakupan Keselarusan Dokumen Perencanaan Tahun 2025

Integrasi,
Binkronisasi
Dan Sinerg
Perencanean

Pembangunan

100

100

1.509.105.250

1.242.998.640

82,37

Koordinesi dan
Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangumnan
Dwernh

973.603.934

850.952.795

87,40

RATA-RATA CAPAIAN

100

TOTAL FER

2.482.709.184

2.093.951.444

TINGHAT EFISIENSI

= 100% - 84,34% = 15,66%

TINGEAT EFEKTIFITAS =

10my
4345

® 100% = 118, 57%

Sumber : Perubahan PE Tohur 2025, Renstra Tahun 2025-2029, Diolah 2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2025, Bapelitbang Kabupaten Solok menunjukkan capaian
yang sangat positif pada sasaran "Meningkatinya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan
Daerah” melalui Indikator Kinerja Utama Cakupan Keselarasan Dokumen Perencanaan,




6,

1. Analisis Capaian Kinerja (Cutput)

Indikator ini berhasil mencapai target yang ditetapkan secara

sempurna. Dengan target sebesar 100%, baik pada target

Perjanjian Kinerja (PK) maupun Rencana Strategis (Renstra),

realisasi yang dihasilkan tercatat sebesar 100%. Hal im

menunjukkan bahwa seluruh dokumen perencanaan telah selaras

dan terintegrasi sepenuhnya, menghasilkan nilai capaian kinerja

scbesar 100.

2. Analisis Realisasi Keuangan (Input)

Capaian kinerja tersebut didukung oleh pelaksanaan dua program

utama dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 2.482.709.184,-,

Adapun rincian pemanfaatan anggaran adalah sebagai berikut:

+ Program  Perencanaan, Pengendalian, dan  Evaluas
Pembangunan Daerah: Merealisasikan anggaran sebesar Rp.
1.242.998.649,- (82,37%).

« Program  Koordinasi dan  Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah: Merealisasikan anggaran sebesar
Rp850.652.795,- (87,40%). Secara akumulatif, total realisasi
keuangan mencapai Rp. 2.093.951.444 - atau sebesar 84,34%
dari total pagu yang tersedia.

3. Tingkat cfcktivitas dan efisiensi berdasarkan perbandingan antara
capaian kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi dan
efektivitas Bapelitbang dapat disimpulkan sebagai berikut:

» Tingkat Efisiensi: Diperoleh nilai efisiensi sebesar 15,66%.

Angka ini menunjukkan adanya penghematan anggaran yang
gignifikan tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.

« Tingkat Efektivitas: Melalui perhitungan rasio perbandingan
capaian kinerja terhadap realisasi anggaran, diperoleh tingkat
efektivitas sebesar 118,57%.

Secara Kkescluruhan, Bapelitbang Kabupaten Solok telah
bcrhars]] mencapai target kinerja sasaran secara maksimal (Sangat
Efektif) dengan penggunasn anggaran yang terkendali dan hemat
(Efisien). Keberhasilan ini mencerminkan manajemen perencanaan
dan tata kelola anggaran yang tepat sasaran dalam mendulung
sinkronisasi pembangunan di Kabupaten Solok,

Analisis program/keglatan/sub kegiatan
pencapaian target kinerja e

Efektifitas dan efisiensi program/kegiatan vang mendukung
Ind‘{imtur cakupan kesclarasan dokumen perencanaan bisa dilihat
dari ketercapaian outcomes/output yang telah ditetapkan. Adapun
output per kegiatan adalah sebagai berileut:

1) E.q,ilhn _!'nnyumm Perencanaan dan Pendanaan, pada
kegiatan ini terdapat 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:




(1.1) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijaken Lainnya,
pada sub kegiatan ini telah dilakukan analisis kondisi daerah,

perumusan permasalahan, dan penentuan isu  strategis
pembangunan dacrsh dalam penyusunan dokumen peréncanaan
pembangunan deerah. Pada sub kegiatan ini juga dilakukan
fasilitasi pengintegrasian dokumen perencanaan pembangunan
daerah dengan rencana perangkat daerah. Selain itu juga dilakukan
fasilitasi penyusunan dokumen perencanaasn perangkat daerah
yvang selaras dengan dokumen perencanaan dacrah;

(1.2) Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas BKPD, pada
sub kegiatan ini telah diselenggarakan forum perangksat daerah
sebanvak satu kali dengan hasil berupa benta acara forum
perangkat daerah / lintas perangkat daerah yang menjadi dasar
pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat kabupaten;

(1.3) Pelaksanaan Musrenbang HKabupaten/Kota, pada sub
kegiatan ini telah dilakukan musrenbang RPJMD Kabupaten dan
pelaksanaan forum konsultasi publik;

{1.4) Penyiapan Bahan Hoordinasi Musrenbang Kecamatan, pada
sub kegiatan ini telah dilakukan fasilitasi pelaksanaan musrenbang
REPD tingkat kecamatan dan koordinasi penyusunan RKPD tingkat
kecamatan;

(1.5) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, pada sub
kegiatan i telah dilakukan penyvusunan dokumen RKPD yang
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sebanyak dua
dokumen yaitu RKPD 2026 dan PerubahRKPD Tahun 2025 serta
penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Solek Tahun 2025-2030.

2] Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, pada kegiatan ini
terdapat 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

(2.1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah, pada sub kegiatan ini telah dilakukan pengoptimalan
pengelolaan sistem  informasi pembangunan dacrah serta telah
dilaksanakan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi
perencanaan pembangunan perangkat daerah.

3) Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah, pada kegiatan ini juga
terdapat 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

(3.1) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala
Pelaksanaan Pembangunan Daerah, pada sub kegiatan ini telah
dilakukan penyusunan laperan capaian pembangunan daerah,
penyusunan laporan evaluasi program/kegiatan perangkat daerah
setiap triwulannya, peEnyusunNan laporan monitoring
program/kegiatan perangkat daerah setiap triwulannya, scrta




4)

5)

melaksanakan koordinasi pengendalian  perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah.

Hegiatan Hoordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia, pada kegiatan ini terdapat 4 (empat] sub
kegiatan, yaitu:

(4.1] HKoordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Dacrah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD
dan RKPD), pada sub kegiatan ini telah dilakukan koordinasi
terhadap perangkat daerah dibawah subbidang pemerintahan
terkait penyusunan dokumen perencanaan daerah seperti Renja
Perangkat Daerah Tahun 2026, Renja Perubahan Tahun 2025,
RKPD Tahun 2026, RKPD Perubahan Tahun 2025 dan dokumen
RPIMD 2025-2030. Selain itu juga telah dilakukan sinergi dan
fagilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang pemerintahan;

i4.2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, pada sub
kegiatan ini telah dilakukan asistensi dokumen perencanaan OPD
dibawah lingkup sub bidang pemerintahan untuk keselarasan
dokumen perencanaan. Selain itu juga dilakukan monitoring dan
evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub
bidang pemerintahan.

(4.3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJFD,
RPJMD dan RKPD), pada sub kegiatan ini telah dilakukan
koordinasi terhadap perangkat daerah dibawah subbidang
pembangunan manusia terkait penyusunan dokumen perencanaan
daerah seperti Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, Renja
Perubshan Tahun 2025, REKPD Tahun 2026, RKPD Perubahan
Tahun 2025 dan dokumen RPJMD 2025-2030. Selain itu juga telah
dilakukan sinergi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah
bidang pembangunan manusia;

(4.4) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
pada sub kegiatan ini telah dilakukan asistensi dok umr_-r:
perencanaan OPD dibawah lingkup sub bidang pembangunan
manusia untuk keselarasan dokumen perencanaan. Selain itu juga
dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan J{JP['.I
dibawah lingkup sub bidang pembangunan manusia

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonom

ian dan
SDA : e
]ﬂ:giam]:]‘“ Alam), pada kegiatan ini terdapat 4 (empat) sub
{5.1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Pe

rencanaan

Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD
dan RHKPD), pada sub kegiatan ini telah dilakukan koordinasi
terhadap perangkat daerah dibawah subbidang perekonomian
terkait penyusunan dokumen perencanaan daerah seperti Renja




B)

Perangkat Daerah Tahun 2026, Renja Perubahan Tahun 2025,
RKPD Tahun 2026, RKPD Perubahan Tahun 2025 dan dokumen
RPIMD 2025-2030. Selain itu juga telah dilakuken sinergi dan
fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang perekonomian,

(5.2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, pada
sub kegiatan ini telah dilakukan asistensi dokumen perencanaan
OPD dibawah lingkup sub bidang perekonomian untuk keselarasan
dokumen perencanaan. Selain itu juga dilakukan monitoring dan
evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah lingkup sub
bidang perekonomian;

(5.3) HKoordinasi Penyusunan Dokumen  Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan REPD),
pada sub kegiatan ini telah dilakukan koordinasi terhadap
perangkat daerah dibawah subbidang SDA terkait penyusunan
dokumen perencanaan daerah seperti Renja Perangkat Dacrah
Tahun 2026, Renja Perubahan Tahun 2025, RKPD Tahun 2026,
RKPD Perubahan Tahun 2025 dan dokumen RPIMD 2025-2030.
Selain itu juga telah dilakukan sinergi dan [asilitasi kegiatan
pembangunan daerah bidang SDA;

(5.4 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, pada sub kegiatan
ini telah dilakukan asistensi dokumen perencanaan OPD dibawah
lingkup sub bidang SDA untuk keselarasan dokumen perencanaan.
Selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian
kegiatan OPD dibawah lingkup sub bidang SDA.

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan, pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan,
vaitu:

6.1) Koordinasi Penyusunan Dokumen  Perencanaan
FPembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan
RKPD), pada sub kegiatan ini telah dilakukan koordinasi terhadap
perangkat daersh dibawah subbidang infrastruktur terkait
penyusunan dokumen perencanaan daerah seperti Renja Perangkat
Daerah Tahun 2025, Renja Perubahan Tahun 2024, RKPD Tahun
2025, RKPD Perubahan Tahun 2024 dan dokumen REJIMD 2025-
2030. Selain itu juga dilakukan asistensi dokumen perencanaan
terhadap 4 perangkat daerah yang berada dibawah subbidang
mfra:ztryktm untuk kesclarasan dokumen percncanaan, dilakukan
monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah
linglup sub bidang infrastruktur serta dilakukan sinergi dan
fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang infrastruktur;

(6.2) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan
REPD), pada sub kegiatan ini telah dilakukan koordinasi terhadap
perangkat dacrah dibawah subbidang kewilayahan terkait
penyusunan dokumen perencanaan dacrah seperti Renja Perangkat




Daerah Tahun 2025, Renja Perubahan Tahun 2024, RKPD Tahun
2025, RKPD Perubahan Tahun 2024 dan dokumen RPJMD 2025-
2039. Selain itu juga dilakukan asistensi dokumen perencanaan
terhadap 4 perangkat deerah yang berada dibawah subbidang
kewilayahan untuk kesclarasan dokumen perencanaan, dilakukan
monitoring dan evaluasi terhadap capaian kegiatan OPD dibawah
lingkup sub bidang kewilayahan serta dilakukan sinergi dan
fasilitasi kegiatan pembangunan daerah bidang kewilayahan.

Pagu dan realisasi program dan kegiatan/subkegiatan yang
mendukung capaian indikator Cakupan Keselaraan Dokumen
Perencanaan secara rinci dijabarkan dalam Tabel 3.13

Tabe] 3.13

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung IKU
Cakupan Keselarann Dokumen Perencanann

Sub Kegiatan 116.522.021.- 70.310.440,- | 60,35

Sub Kegiatan 20.587.603,- 19.932.975,- | 96,82

Sub Keglatan 175.054.103,- 155.443.752 - 88,80

Sub Kegiatan 65.726.269,- 35.071.438,- Ba,79




A

Sub Keglatan

K firadi
Penvusunan dan
Penetapan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten / Kota

866.180.363,- |

748.011.768,-

Hegiatan Analisis

194.819.281 .-

130.118.034,-

Sub Kegiatan
Analisia Data dan
Informasi
Pereticanaan
Pembangunan
Daerah

194 819.28],-

130.118.034,-

Pelaporan Bidang

Pesad .

Daerah

91,29

Sub Kegiatan
Monitoring,
Evaluasi dan
Penyusunan
Laporan Berkala

70.215.610,-

64.101.233,-

91,29




&

Sub Kegiatan
Koordinasi
Penyusunan
LMK e
Perencanaan
PFembangunan
Dacrah Bidang
Pemerintahan
[RPJPD, RAIMD
dan REPD)

Iﬂ'ﬂ -133;#&3|_

71.154.205,-

T E9.6T

Sub Kegiatan
Amiatensi
Penyustinamn
Dokumen
Perencanasn
Pembangunarn
Perangkat Daerah
Bidang
Pemerintahan

40.560.698,-

38.893.250,-

495,89

Sub Kegiatan
Koordinasi
Penvusunan
Dokumen
Perencanasn
Pembangunsan
Daerah Bidang
Pembangunan
Manusia (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)

261.5T70.457 -

230.609.916,-

Sub. Kegiatan
Agintensi
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan

Pembangunan
P'l:‘al'Ell'-lEiEIt Daerah

Bidang
Pembangunan
Manusia

68.478.662,-

65.521.601,-

591,30

122.020.358, -

103.227.887 -




Perelionomian

(RPJPD, RPJIMD
dan RKPD)

L. KEgERTaT
Agistensi
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Peranghat Deerah

Bidang
Perekonoomint

rE90d. 7Ok,

O 40.900,-

93,84

Sub Kegiatan
Koordinsai
Penyusunan
Dokumen
Perencansan
Pembangunan
Daerah Bidang
SDaA (RPJPL,
EPJMD dan REFD)

114.456.057,-

111.346.511,-

97,28

Sub, Kegiatan
Asistensi
Penyusunan
Dolcumen

Perencanaan

Pembangunan

33.857.283,-

J2.704.410,-

Koordinasi
Pernyusunan
Dokumen
Perenicanaan
Pembangunan
Dacrah Bidang
[nfrastruktur
(RPJPD, RPJIMD
dan RKPD)

113.478.385,-

G2.404.180,-

Bl.43

Sub Eegiatan
Koaordinzsi
Penyusunan
Daoleumen
Perencanaan
Pembangunan
Dacrah Bidang

44.142.870,-

39.543.870,-




1 a 3

Kewilavehan
(RPJPD, RRIMD
dan RKPD)

Bumber: Laporan Fisd dan Keuangan Desember Tatun 2025
Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara keseluruhan
sangat mendukung pencapaian indikator cakupan kesclarasan
dokumen perencanaarn.

7. Rencana tindak lanjut perbaikan

Untuk meningkatkan cakupan keseclarasan  dokumen
perencanaan, dapat dilakukan melalui:

a. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD

Bapelitbang Kabupaten Solok terus berkomitmen meningkatkan
kualitas perencanaan pembangunan melaln  penguatan
keselarasan antara Rencana Pembangunan .Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dengan Rencana Strategis Perangkat Dacrah
(Renstra PD). Upaya ini diawali dengan penguatan konsistensi
dokumen melalui digitalisasi, di mana implementasi Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi instrumen utama
dalarmn memastikan setiap program dan kegiatan di tingkat
perangkat daerah tetap berada dalam koridor visi dan misi daerah.

Selaras dengan digitalisasi tersebut, Bapelitbang juga
melakukan peningkatan kualitas asistensi dan desk perencanaan,
Melalui pendampingan yang lebih intensif, setiap indikator kinerja
dalam Renstra PD dipertajam agar memiliki daya ungkit langsung
terhadap capaian makro daerah, Proses ini didukung dengan
mekanisme evaluasi berkala dan pengendalian capaian secara
kontinu, guna mengidentifikasi potensi deviasi perencanaan scjak
dini serta memastikan akuntabilitas kinerja tetap terjaga.

Di sigi internal, pengembangan kapasitas Sumber Dava
Manusia [?-DM} perencana menjadi prioritas untuk membangun
kampc'eenul teknis yang adaptif terhadap dinamika regulasi.
Selhagm tangkah pamungkas, Bapelitbang tetap mengedepankan
prinsip fleksibilitas yang terukur melalui penyelarasan strategis,
termasuk melakukan revisi dokumen perencanaan apabila
terdapat perubahan kebijakan nasional atau dinamika daerah
yang mendesak. Melalui integrasi kelima langkah strategis ini,
persentase  keselarasan perencansan di  Kabupaten Solok
diharapkan mampu mencapai target optimal demi mewyjudkan
tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.




b. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD

Dalam upaya menjaga ritme pembangunan daerah yang
berkesinambungan, Bapelitbang Kabupaten Solok terus
berkomitmen meningkatkan persentase lkeselarasan antara
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerash (RKPD). Langkah
strategis utama yang ditempuh adalah penguatan konsistensi
perencanaan melalui digitalisasi sistem, khususnya optimalisasi
penggunaan SIPD  (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).
Digitalisasi ini memastikan setiap program dan kegiatan yang
diusulkan dalam RKPD terkunci secara sistematis dengan target
makro yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka
menengah.

Selain dukungan sistem, peningkatan kualitas dokumen
perencanaan dicapai melalui intensifikasi asistensi dan
pelaksanaan desk perencanaan yang lebih substansial bersama
seluruh Perangkat Daerah. Proses ini diperkuat dengan
mekanisme evaluasi berkala dan pengendalian capaian, guna
mengidentifikasi deviasi perencanaan sejak dini serta memastikan
setiap alokasi sumber daya tepat sasaran. Di sisi internal,
Bapelitbang juga menitikberatkan pada pengembangan kapasitas
SDM perencana agar memiliki kompetensi analitis dalam
menerjemahkan visi-misi daerah ke dalam langkah operasional,
Terakhir, guna menjaga relevansi terhadap dinamika kondisi
daerah, dilakukan pula penyelarasan strategis melahui mekanisme
revisi jika diperlukan, sehingga sinkronisasi kebijakan antara
dokumen perencanaan tetap terjaga secara akuntabel.

c. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD

Dalam upaya mewujudkan tata kelola perencanaan yang kredibel,
Bapelitbang Kabupaten Sclok memberikan perhatian khusus pada
persentase keselarasan antara RPJMD dengan Renja Perangkat
Daerah. Pencapaian ini diukur melalui penerapan keselarasan
yang ketat terhadap target kinerja serta pagu anggaran. Selain itu,
sinkronisasi juga diperkuat melalui pemanfaatan Rencana Tindak
Pengendalian (RTF) yang telah disusun oleh Bapelitbang untuk
Inspektorat, guna memastikan indikator keselarasan ini terjaga
integritasnya.

Namun, untuk memastikan konsistensi dokumen
perencanaan daerah tetap kokoh, diperlukan langkah-langkah
perbaikan sistematis. Upaya penyelarasan substansi program dan
indikator dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu:

» Review intensif terhadap keterkaitan RKPD dan Renja.

. Ptp}ruaunan cascading (penjabaran) wvang jelas dar level
fujuan, sasaran, program, kegiatan, hingga sub-kegiatan,

* Pelaksanaan desk verifikasi Renja secara ketat sebelum tahap
finalisasi.




Ke depan, fokus perbaikan akan diarahkan pada penguatan aspek
hulu untuk mencegah ketidaksesuaian sejak awal perencanaan.
Hal ini mencakup standarisasi mekanisme verifikasi, optimalisasi
sistem informasi perencanaan, serta peningkatan kapasitas SDM
perencana. Melalui  pengendalian dan  evaluasi  yang
berkelanjutan, diharapkan tingkat keselarasan dokumen tetap
tinggi dan stabil, schingga revisi dapat diminimalisir. Pada
akhirnya, langkah-langkah ini akan mendorong kualitas
perencanaan pada program koordinasi dan sinkronisasi
pembangunan daerah menjadi lebih akuntabel, terintegrasi, dan
berdampak nyata bagi Kabupaten Solok.

Berikut merupakan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh
Bapelitbang:
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Gambar 3.3
Anistensi Dokumen Ferencanaan
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Sasaran strategis meningkatnya peran riset dan inovasi dalam
mendukung pembangunan daerah diukur dengan satu indikator yaitu
persentase kebijakan berbasis bukti. Indikator ini merupakan indikator
yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kebijakan vang dihasilkan
ocleh pemerintah daerah yang disusun dan ditetapkan berdasarkan data,
hasil penelitian, analisis ilmiah dan bukti empirik lainnva.

Indikator Kinerja | : Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian sasaran strategis meningkatnya peran riset dan inovasi
dalam mendukung pembangunan daerah pada Bapelitbang
Kabupaten Solok menunjukkan hasil vang sangat signifikan pada
Tahun 2025. Hal ini dibuktikan dengan realisasi indikator persentase
kebijakan berbasis bukti yang mencapai angka 100%, selaras dengan
target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).




Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kebijakan strategis
vang dihasilkan telah disusun berdesarkan kajian, data, dan bukti
ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilan mencapai
target sempurna ini mencerminkan komitmen instansi dalam
mengintegrasikan hasil riset dan inovasi ke dalam siklus perencanaan
pembangunan daerah. Dengan tercapainya targel ini, peran risct dan
inovasi dipastikan telah menjadi fondasi utama dalam pengambilan
keputusan, guna memastikan program-program pembangunan di
Kabupaten Solok tepat sasaran, efektif, dan memiliki landasan
akademis yang kuat.

Berikut merupakan capaian indikator kinerja persentase
kebijakan berbasis bukti dapat dilihat pada Tabel 3.14

Tabel 3.14
IKU Persentase Kobijakan Berbasis Buktl Tabhun 2028

i I » . 8

1. | Persentase Kebjakan
Berbasis Bukti s 20 hao 100 100%

Sumber- Perubahan PK Tahun 2025, Rensira Bopelitbang Tahun 2025-202%, Diolah 2026

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
ini dengan tahun lalu (kondisi awal)

Perkembangan capaian indikator persentase kebijakan berbasis
bukti dapat dilihat pada Tabel 3.15




Tabel 3.15

4 2 4 5 8 7 . = " Her | melwa B Jen10r 13
Persentans
Kebijakan
Berbasin % 0 . 20 - 1060 . 106 - 10D 100 100%
Bulti

aurmber; Perubahar FE Tolun 2025, Renstro Papelithbhang Tohon 3025-2029, Diolah 20526

Berdasarkan Tabel 3.15 mengenai perkembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase kebijakan berbasis
bukti, terlihat adanys progres yang signifikan dalam pencapaian target kinerja dari kondisi awal Tahun 2024 hingga
Tahun 2025. Pada awal periode Tahun 2024, indikator ini masih berada pada kondisi nilai nol, di mana pada tahun
tersebut belum ditetapkan target spesifik baik dalam Perjanjian Kinerja maupun Rencana Strategis (Renstra),
Memasuki Tahun 2025, instansi menetapkan target Perjanjian Kinerja sebesar 20%, sementara target dalam Renstra
ditetapkan jauh lebih tinggi yskni sebesar 100%. Pada pelaksanaannya, realisasi kinerja Tahun 2025 mampu
mencapai angka 100%, yang meaunjukkan bahwa seluruh kebijakan yang dihasilkan telah berbasis pada bukti. Jika
dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja, capaian ini melampaui ekspcktasi, dan secara otomatis memenuhi
target Renstra tahunan dengan tingkat capaian sebesar 100%, Pencapaian pada Tahun 2025 ini sekaligus menandai
terpenuhinya target akhir RPJMD/Renstra yang dipatok pada angka 100%. Dengan realisasi akhir yang juga berada
di angka 100%, maka tingkat cepaian akhir terhadap dokumen perencanaan jangka menengah tersebut dinyatakan
telah berhasil dipenuhi sepenuhnya. Hal ini mencerminkan komitmen kuat organisasi dalam mengimplementasikan
pengambilan keputusan yang terukur dan faktual sepanjang periode perencanaan tersebut,




3.

4,

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional/ provinsi/kabupaten/kota

Capaian indikator sebesar 100% menunjukkan bahwa seluruh
kebijakan vang ditetapkan pada Tahun 2025 telah disusun
berdasarkan pendekatan berbasis data, hasil kajian i{lmiah dan
analisis. Penyusunan RIPPARDA telah mengacu pada regulasi
perencanaan pembangunan dan kebijakan pengembangan pariwisata
berkelanjutan, serta melalui tahapan kajian akademik, analisis
sektoral, konsultasi publik, dan harmonisasi lintas perangkat daerah.

Analisa penyebab keberhasilan kinerja

Capaian optimal pada indikator persentase kebijakan berbasis
bukti di Kabupaten Solok dipengaruhi secara signifikan oleh
ketersediaan database sekioral serta dokumen perencanaan daerah
yang komprehensifl sebagai fondasi utama pengambilan keputusan.
Keberhasilan ini tidak lepas dari kuatnya sinergi dan koordinasi lintas
perangkat daerah yang memungkinkan integrasi data berjalan lebih
harmonis. Guna menjamin validitas substansi kebijakan yang
dihasilkan, Bapelithang secara konsisten menyelenggarakan Focus
Group Discussion (FGD) dan konsultasi publik scbaga ruang

Langkah strategis tersebut semakin diperkuat dengan pelibatan
tenaga ahli serta akademisi vang memberikan landasan ilmiah objektif
dalam setiap penyusunan dokumen. Seluruh rangkaian proses ini
mendapat dukungan penuh dari pimpman daerah yang memiliki
komitmen tinggi terhadap penguatan kebijakan berbasis riset dan
inovasi, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih terulkur,
akuntabel, dan tepat sasaran.

. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Keberhasilan pencapaian target 100% pada indikator persentase
kebijakan berbasis bukti, khususnya dalam penyusunan Rencana
Induk Fcrr:ibangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA), meru
cerminan dari pengelolaan sumber daya yang optimal di lingkun
Bapelitbang Kabupaten Solok. Dalam pelaksanaan penm
dokumen RIPPARDA, instansl berhasil mengombinasikan efisiensi
anggaran, waktu, dan tenaga kerja tanpa mengurangi kualitas output
yang dihasilkan. Hal ini dicapai melalui strategi pemanfaatan dats
existing yang bersumber dari dokumen perencanaan sebelumnya,
schingga proses pengumpulan informasi menjadi lebih cepat dan
efisien. Selain itu, adanya integrasi yang kuat dalam koordinasi serta
pengumpulan data lintas perangkat daerah mampu meéminimalkan
tumpang tindih kegiatan dan menghemat sumber daya operasional.
Capaian ini tidak sekadar memenuhi target kuantitatif namun

menunjukkan clektivitas penggunaan anggaran, wakty, dan personil
melalui strategi yang terintegrasi.

Efisiensi tersebut secara signifikan did i
U : g orong oleh tiga pilar




2.

. Optimalisasi Data: Pemanfaatan data existing dari dokumen

perencanaan  terdahulu  meminimalkan — repetisi  proses
pengumpulan data mentah yang memakan biaya besar.

Sinergi  Kelembagaan: Integrasi kegiatan koordinasi dan
pengumpulan data lintas perangkat daerah berhasil memangkas
birokrasi dan waktu operasional.

Manajemen Ahli yang Terukur: Penggunaan tenaga ahli dilakukan
secara selektil dan berbasis kebutuhan substansi, sehingga alokasi
anggaran belanja jasa ahli menjadi lebih tepat guna.



Tabel 3.16
Tingkat Efekiifitas dan Efisiensi TKU
Persentase Eebijakan Berbasis Buktl Tabun 2025

T -d T 4 e L r " " ] T da=Rifie
Meningkainya | Persentase ko 20 100 100 100 Program 596,94 7.532,- J98.051.084,- | 66,68
Peran Riset Kebijalean FPenelitian Dan
Dan Inovasai Berbasia Pengembangan
Dalam Bukti Damerah
Mendukung
Pembangunan
Daerah

RATA-RATA CAPAIAN | 100% | TOTAL PER 596.947.532,- 398.051.084.- | 66,68
BABARAN

TINGHAT EFISIENSI = 100% - 90,85% = 9,15%

TINGKAT EFEKTIFITAS = ** » 100% = 110,07%

Sumber: Perubahon PK Tahun 2025, Renatro Bapelithang Tahun 20252029, Diolah 2096

Upaya Bapelitbang Kabupaten Sclok dalam mewujudkan sasaran strategis meningkatnya peran risct dan
inovasi guna mendukung pembangunan daerah menunjukkan hasil yang sangat optimal pada tahun berjalan. Hal ini
tercermin dan capaian indikator persentase kebijakan berbasis bukti yang berhasil merealisasikan target kinerja
scbesar 100%. Keberhasilan pencapaian target fisik ini didukung oleh pelaksanaan Program Penelitian dan
Pengembangan Daerah yang dijalankan secara efisien dan efektif. Dari sisi anggaran, program ini didukung oleh pagu
sebesar Rp 5.105.762.224 dengan realisasi keuangan mencapai Rp 4.638.472.906 atau setara dengan 90,85%,




Kesenjangan antara rcalisasi kinerja fisik yang maksimal dengan
penggunaan anggaran yang lebih rendah menghasilkan Tingkat Efisiensi
sebesar 9,15%. Angka ini menunjukkan bahwa instansi mampu
mencapai target sasaran dengan penggunaan sumber dava keuangan
yang hemat tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.
Sementara itu, berdasarkan perhitungan perbandingan antara capaian
kinerja fisik terhadap serapan anggaran, diperoleh Tingkat Efektivitas
sebesar 110,07%. Tingginya angka efektivitas ini menegaskan bahwa
setinp rupiah yang dibelanjakan pada Program Penelitian dan
Pengembangan Daerah mampu memberikan kontribusi vang signifikan
terhadap penguatan kebijalkan daerah vang berbasis pada data dan riset
inovatif,

1. Faktor Pendukung Keberhasilan (Success Factors)

» Sinergi Antar OPD: Adanya kolaborasi yang kuat antara
Bapelitbang dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis
dalam penyediaan data primer, sehingga kajian riset yang
dihasilkan benar-benar relevan dengan kebutuhan kebijakan
daerah.

« Pemanfaatan Teknologli Informasi: Penggunaan platform digital
dalam pengumpulan data dan koordinasi tim penelit
mempercepat durasi penyelesaian kajian tanpa mengurang
kualitas substansi.

« Komitmen Pimpinan: Dukungan penuh dari pimpinan daerah
terhadap kebijakan yang berbasis data [evidence-based policy)
meningkatkan legitimasi dan implementasi hasil riset di
lapangan,

2. Analisis Efisiensi Anggaran (Efisiens: 9,15%)

» Optimalisasi Metode Kerja: Pencapaian target 100% dengan
penghematan anggaran sebesar 9,15% (Rp 467.280.318 )
dipengaruhi oleh pelaksanaan sisa tender/kontrak pihak ketiga
vang lebih kompetitif serta penggunaan metode pertemuan
ﬁar‘mg {l-{ybﬁd] yvang memangkas biaya perjalanan dinas dan
onsumsi,

 Cermat dalam Perencanaan: Ketepatan dalam penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA] yang berbasis pada skala
prioritas, sehingga tidak terdapat pemborosan pada pos belanja
penunjang yang tidak berkontribusi langsung pada output
kebijakan.
3. Analisis Efektivitas {110,07%]

+ Output Melampaui Input: Tingkat efektivitas yang mencapai
110,07% menunjukkan bahwa dengan serapan anggaran sebesar
90,85%, instansi mampu menghamlkan output kinerja vang
sempurna (100%). Hal ini mengindikasikan produktivitas
p::rauml dan manajemen program yang sangat linggi di
lingkungan Bapelitbang Kabupaten Solok.




6. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang
keberhasilan pencapaian target kinerja

Efektifitas dan efisiensi program/kegiatan yang mendukung
indikator cakupan keselarasan dokumen perencanaan bisa dilihat dari
ketercapaian outcomes/output yang telah ditetapkan. Adapun oufput
per kegiatan adalah scbagai berikut:

1) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pengksajian Peraturan, pads kegiatan ini
terdapat satu (satu) sub kegiatan, yaitu:

(1.1) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, pada sub
kegiatan ini telah dilakukan sosialisasi dan koordinasi tentang
kelitbangan, fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah, serta
melaksanakan koordinasi penilaian inovasi;

2) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan

Kependudukan, pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan,
yaitu:
(2.1) Penelitian dan Pengembangan Pariwisata, pada sub kegiatan
ini telah dilakukan penyusunan dokumen Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kabupaten
Soolok Tahun 2025-2043.

Secara lebih terperinci, dukungan alokasi anggaran yang
mencakup pagu dan realisasi pada program, kegiatan, serta sub
kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian persentase
kebijakan berbasis bukti tersebut dijabarkan pada Tabel 3.17 berikut:

Tabel 3.17

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Pendukung IKU Persentase Kebijakan Berbasis Bulkti

Berbasis | Pengembangan

Sub Kegintan 353.278.510,- | 179.449.830,. | 50,80
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Sub Kegiatan 243.669.022,- | 218.601.254 - 89,17
Penelitian dan
Pengembangan
Parfwiantn

Sumber : Laporan Fisik dan Keuangan Desember Tahun 2025

Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara keseluruhan
sangat mendukung pencapaian indikator persentase kebijakan
berbasis bukti.

Rencana tindak lanjut perbaikan

Dalam rangka menjaga keberlanjutan dan meningkatkan
kualitas capaian indikator persentase kebijakan berbasis bukti,
Bapelitbang Kabupaten Solok menetapkan strategl penguatan yang
berfokus pada sinkronisasi data dan kolaborasi multipihak. Langkah
krusial yang akan diambil adalah meningkatkan integrasi hasil
penelitian dan kajian ke dalam instrumen perencanaan daerah
(RPJMD/RKPD). Hal ini akan dibarengi dengan penguatan koordinasi
lintas SKPD untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi kajian
teknis diadopsi secara konsisten oleh organisasi perangkat daerah
terkait dalam penyusunan program kerja tahunan,

Dukungan infrastruktur data akan dioptimalkan melalui
pengembangan sistem database sektoral terintegrasi yang berfungsi
sebagai pusat data berbagi pakai ([data sharing). Sistem ini dirancang
untuk memutus cgo sektoral dalam pengelolaan data, sehingga
perumusan kebijakan di Kabupaten Solok didasarkan pada data
makro dan mikro yang sinkron. Khusus pada sektor strategis, akan
dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi RIPPARDA secara
berkala yang melibatkan tim  terpadu antar-instansi, serta
penyusunan kajian tematik lanjutan untuk mengantisipasi dinamika
pengembangan pariwisata daerah yang kian kompleks.

Scbagai upaya modernisasi birokrasi, Bapelitbang juga akan
melalukan penguatan tata kelola dokumentasi hasil penelitian dan
inovasi daerah berbasis digital. Digitalisasi ini tidak hanya sekadar
penyimpanan arsip, melainkan pembangunan knowledge management
system yang dapat diakses oleh seluruh SKPD. Dengan demikian,
tercipta budaya kerja berbasis literasi data dan bukti ilmiah yang kuat
|ewvidence-based policy making) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Solok untuk mencapai target-target pembangunan secara lcbih akurat
dan terukur.




Cambar 3.4




Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD diukur
dengan satu indikator yang dianggap bisa mewakili tata kelola organisasi
di setiap perangkat daerah, yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
Fengukuran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
pada level Perangkat Daerah (PD) bertujuan untuk memastikan bahwa
sctap unit kerja tidak hanya menghabiskan anggaran, tetapi juga
menghasilkan manfaat nyata vyang terukur. Secara garis besar,
pengukuran ini dilakukan oleh Inspektorat selaku Tim Evaluasi Internal
berdasarkan pedoman dari KemenPAN-RB.




1.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sebagal bentuk wujud transparansi dan akuntabilitas publik
yvang nyata, bagian ini menyajikan analisis komperhensif mengenai
capaian kinerja pada indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah
sepanjang tahun berjalan. Pengukuran ini bukan sekadar pemenuhan
kewajiban administratif tahunan, melainkan dipandang sebagai
instrumen evaluasi strategis untuk mengukur sejauh mana efektivitas
program kerja dan efisiensi penggunaan anggaran telah selaras dalam
mencapai visi dan misi organisasi. Melalui perbandingan antara target
vang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi
faktual di lapangan, organisasi dapat memotret kualitas implementasi
manajemen kinerja secara utuh mulai dari perencanaan yang terukur,
pengukuran yang akurat, hingga pelaporan yang akuntabel.

Implementasi SAKIP di lingkungan Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok pada tahun ini
difokuskan pada penguatan budaya kinerja dan peningkatan kualitas
tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result-oriented
government). Proses evaluasi yang dilakukan mencakup penilaian
terhadap seluruh komponen manajemen kinerja untuk memastikan
bahwa setiap rupiah anggaran vyang dikeluarkan dapat
dipertanggungjawabkan manfaatnya bagi masyarakat.

Berdasarkan parameter tersebut, hasil capaian kinerja untuk
indileator Nilai SAKIP Perangkat Daerah secara rinci dapat dicermati
pada Tabel 3.18 berikut ini.

Tabel 3.18
IKU Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025

a: F o B A

Nilai SAKIP Peranghkat Daerah Nilai | 76,11 75,75 99,53%

Sumber: Perubahan PR Talun 2025, LHE ARKIP

Capaian indikator Nilai SAKIP yang menyentuh angka 99,53%
dengan realizasi nilai sebesar 75,75 ini merupakan bukti nyata dari
soliditas dan sinergitas seluruh lini di lingkup Bapelitbang dalam
mengimplementasikan manajemen kinerja yang akuntabel dan
transparan, Perolehan nilai tersebut menempatkan Bapelitbang pada
Kategori BB (Sangat Baik), yang menegaskan bahwa organisasi telah
merlmhkla sistem manajemen kinerja yang sangat andal, didukung oleh
clisiensi penggunaan anggaran yang selaras dengan perencanaan
strategis daerah. Predikat ini bukan sckadar pencapaian administratif,
melainkan cerminan dari budaya kerja berorientasi hasil yang telah
terinternalisasi dengan baik di setiap bidang,




Meskipun target yang ditetapkan belum terlampaui sepenuhnya
secara absolut, hasil ini menjadi fondasi yang sangat kuat bagi kami
untuk terus melakukan akselerasi perbaikan pada berbagai aspek
vang masih memiliki ruang pengembangan, terutama dalam
penguatan sistem pengukuran kinerja yang lebih real-time dan
berkualitas. Bapelitbang berkomitmen wuntuk menjadikan hasil
evaluasi tahun ini scbagai katalisator dalam meningkatkan cfcktivitas
program pada tahun mendatang. Dengen semangat perbaikan
berkelanjutan, kami optimis dapat mempertahankan serta
meningkatkan kualitas akuntabilitas ini demi mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang semakin kredibel, skurat, dan memberikan
dampak luas bag kesejahteraan masyarakat.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
ini dengan tahun lalu (kondisi awal)
Perkembangan capaian indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah
dapat dilihat pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19
Perkembangan IKU Nilai SAKIP Perangkat Daerah

3 i LE [ & ¥ | I RO=y 1]
Milai
SAKIP e

: gleat Nilai | 72,30 - 76,11 - {78.95| - 0053 | 77,02 | 97.22%
Daerah

Sumber: Perubahan PK Tahun 2025, Diolah 2026

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) di lingkungan Bapelitbang pada periode ini menunjukkan tren
pertumbuhan yang positil dan terukur. Berdasarkan tabel capaian
kinerja di atas, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah berhasil
mencatatkan realisasi sebesar 75,75 dari target Perjanjian Kinerja
tahun berjalan sebesar 76,11. Dengan tingkat capaian kinerja
tahunan scbesar 99,53%, Bapelitbang secara konsisten mengukuhkan
posisinya pada Kategori BB (Sangat Baik). Hasil ini merupakan
perwujudan dari soliditas seluruh  lini  organisasi  dalam
mengimplementasikan manajemen kinerja yang akuntabel, di mana
setiap program kerja telah disinergikan dengan prinsip efisiensi dan
efektivitas anggaran.

Jika ditinjau secara historis terhadap kondisi awal (Tahun 2024)
yang berada pada angka 72,30, terdapat kenaikan signifikan sebesar
3,45 poin. Lonjakan kualitas ini mencerminkan keberhasilan langkah-
langkah perbaikan berkelanjutan yang dilakukan Bapelitbang, mulai
dari sinkronisasi perencansan hingga penguatan sistem pelaporan
yang lebih transparan. Kenaikan nilai ini juga menandakan bahwa
budaya kerja berorientasi hasil telah terinternalisasi dengan bailk,




melampaui standar administratif menuju tata kelola pemerintahan
vang lebih profesional dan kredibel.

Lebih jauh lagi, apabila realisasi saat ini dikomparasikan
dengan Target Akhir RPJMD/Renstra sebesar 77,92, maka progres
capaian strategis Bapelitbang telah menyentuh angka 97,22%. Angka
ini memberikan sinyal optimisme yang kuat bahwa target akhir
periode perencanaan akan dapat tercapai secara paripurna sebelum
masa Renstra berakhir. Meskipun terdapat selisih tipis (0,47%) dari
target tahunan, hal ini tidak mengurangi kualitas performa organisasi
secara  keseluruhan, melainkan menjadi titlkk evaluasi untuk
melakukan akselerasi pada aspek-aspek yang masih memiliki ruang
pengembangan.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional/ provinsi/kabupaten/kota

Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan tolok ukur
formal vang standarnya ditetapkan secara nasional oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-
RB) melalui PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021. Standar ini
berlaku seragam di seluruh tingkatan pemerintahan, baik di tingkat
Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sebagai parameter akuntabilitas
dan efisiensi birokrasi.

Berdasarkan standar terscbut, realisasi Nilai SAKIP Bapelitbang
sebesar 75,75 menempatkan organisasi pada predikat Kategori BB
(Sangat Baik). Secara nasional, kategori ini merepresentasikan
instansi pemerintah vang memiliki sistem manajemen kinerja yang
sangat andal, perencanaan yang selaras, serta penggunaan anggaran

vang sudah menunjukkan tingkat cfisiensi tinggl terhadap pencapaian
hasil.

Jika dikomparasikan dengan standar dan target yang berlaku,
posisi capalan Bapelitbang dapat dianalisis sebagai berikut:

Tabel 3.20

Perbandingan Nilai SAKIP Bapelitbang, Kabupaten Solok, Provinsl Sumatera
Barat dan Rata-Rata Nasional

i ¥ x + 1 &
! I. | Nilai SAKIP Perangkat Dasrah Wilai 68,74 ' 78,85 64,89
Surmber KemenpankB 2025

: Berdasa:‘kan data pada Tabel 3.20, terlihat posisi capaian
kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bapelitbung yang sangat kompetitif
dan berada di atas rata-rata nasional. Realisasi Nilai SAKIP
Bapelitbang yang mencapai 75,75 secara signifikan telah melampaui
rata-rata Kabupaten/Kota secara nasional yvang berada pada angka
64,89, serta berada di atas capaian nilai Akuntabilitas kinerja
Pemerintah Kabupaten Solok secara keseluruhan vaitu 68,74,




Meskipun nilai Bapelitbang saat ini masih berada sedilit di
bawah nilai Akuntahilitas kinerja Provinsi Sumatera Barat vang telah
menyentuh angka 78,85, namun tren pencapaian ini menunjukkan
bahwa Bapelitbang Kabupaten Solok telah menjadi salah satu motor
penggerak akuntabilitas di dacrah. Keberhasilan menembus angka di
atas rata-rata nasional dan kabupaten membuktikan bahwa sistem
manajemen kinerja di Bapelitbang sudah berjalan pada jalur yang
benar dan memiliki standar kualitas yang melampaui ekspektasi rata-
rata instansi sejenis di tingkat lokal maupun nasional.

Kondisi ini memberikan penegasan bahwa Bapelitbang memiliki
kredibilitas yvang kuat dalam mengelola perencanaan dan angpgaran
yang berorientasi hasil. Posisi yang berada di atas rata-rata nasional
ini harus dijadikan motivasi untuk terus melakukan akselerasi
perbaikan, khususnya dalam mengejar standar capaian Provinsi
Sumatera Barat, guna memastikan tata kelola pemerintahan di
Bapelitbang tidak hanyva unggul di tingkat kabupaten, tetapi juga
mampu bersaing di tingkat regional dan nasional.

- Analisa penyebab keberhasilan kinerja

Capaian nilai 75,75 (BB) merupakan lompatan signifikan dari
kondisi awal 72,30. Keberhasilan ini didorong oleh beberapa faktor
kunci:

» Adanya keterlibatan aktf Kepala Badan dalam sctiap tahapan
reviu berjenjang, mulai dari penyusunan pohon kinerja (cascading)
hingga monitoring capaian secara berkala;

« Bapelitbang telah berhasil melakukan penyelarasan target antara
dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja (PK], hingga sasaran kinerja
pegawai. Hal ini memastikan setiap sub-kegiatan berkontribusi
langsung pada pencapaian indikator utama;

+ Penggunaan aplikasi silakip yang lebih disiplin dalam penginputan
data capaian kinerja secara triwulanan;

¢ Terjalin komunikasi vang efektif dengan Tim evaluasi internal
(inspcktorat/Tim SAKIP PD), sehingga dokumen pendukung
(evidence) yang diperlukan untuk setiap indikator penilaian
terkumpul dengan lengkap dan valid.

Meskipun mencapai 99,53%, terdapat deviasi sebesar 0,.47%

(0,36 poin) dari target 76,11. Analisis terhadap selisih ini
mengidentifikasi beberapa tantangan:

* Terdapat beberapa sub-kegiatan yang mencapai target fisilke 100%,
namun serapan anggarannya masih menyisakan sisa lebih yang
cukup besar tanpa ptm:lasﬁn efisiensi yang detail. Evaluator
SAKIP menilai hal ini sebagai ketidakakuratan perencanaan

EELEEATATLE,




« Masih terdapat beberapa rekomendasi dari hasil evaluasi tahun

sebelumnya yang pelaksanaannya sudah dilakukan, namun
pendokumentasian bukti tindak lanjutnya belum terstruktur

dengan sempurna sesuai standar KemenPAN-RB.

5. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pencapaian Nilai SAKIP sebesar 75,75 (Kategori BB) dengan
tingkat capaian 99,53% menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan
sumber daye vang sangat memuaskan di lingkungan Bapelitbang.
Efisiensi ini diukur melalui korelasi antara penyerapan anggaran
dengan output kinerja yang dihasilkan, di mana organisasi mampu
mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target
strategis secara maksimal.

Adapun rincian analisis efisiensi sumber daya Bapelitbang
tahun ini adalah scbagai berikut:

a) Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Capaian kinerja yang hampir menyentuh 100% dengan kondisi
keterbatasan personil menunjukkan peningkatan produktivitas kerja.
Bapelitbang telah menerapkan strategi multi-tasking dan penguatan
koordinasi lintas bidang, sehingga proses pengumpulan bukti kinerja
(evidence) dan pelaporan SAKIP tidak lagi membebani satu unit kerja
saja, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif yang terintegrasi,

b} Efisiensi Belanja Operasional (Anggaran)

Analisis efisiensi merupakan instrumen krusial dalam
mengukur scjauh mana Bapelitbang mampu mentransformasikan
sumber daya finansial menjadi hasil kinerja yang nyata. Pada tahun
anggaran 2025, Bapelitbang didukung oleh alokasi anggaran APBD
schesar Rp. 8.185.418.940,- (Delapan miliar seratus delapan puluh
lima juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh
rupiah). Dari total pagu tersebut, porsi utama dialokasikan untuk
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
?e:nggnma:lgrgamn sebesar Rp. 5.105.762.224,- (Lima miliar seratus
oma ]
n.p;aﬁ. fuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat

Pagu anggaran pada program penunjang ini didistribusikan
sccara strategis ke dalam 7 (tujuh) kegiatan dan 19 (sembilan belas)
sub kegiatan vang dirancang untulk memperkuat tata kelola internal
dan pelayanan publik. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi
keuangan tercatat scbesar Rp. 4.638.472.906,- atau setara dengan
90,85%. Kondisi ini mencerminkan adanya efisiensi penggunaan
anggaran sebesar Rp. 467.289.318,- (9,15%).

. Pant'llng untuk ditegaskan bahwa efisiensi ini merupakan hasil
dari manajemen belanja yang disiplin dan selektif, bukan akibat dari
a::!m?ya program yang tidak terlaksana. Efisiensi tersebut secara
Slgl'l.lﬁ_kﬂn bersumber dari penghematan pada beberapa komponen
belanja utama, antara lain Optimalisasi Belanja Pegawai, Pengetatan




pada belanja barang pakai habis, belanja jasa kantor, serta belanja
perjalanan  dinas yang dilakukan secara selektif dengan
memprioritaskan urgensi dan manfast langsung terhadap sasaran
kinerja dan Melalui proses pengadaan yang transparan dan kompetitif
sehingga diperoleh harga perolehan aset yang lebih ekonomis tanpa
mengurang spesifikasi teknis yang dibutuhkan.

Keberhasilan manajemen sumber daya ini tecermin secara
nyata melalui Tingkat efektivitas nilai SAKIP perangkat daerah.
Dengan membandingkan persentase capaian kinerja (99,53%)
terhadap persentase capaian keuangan (90,85%), dipercleh angka
efeltivitas sebesar 109,56%. Hasil di atas 100% ini menjadi indikator
kuat bahwa Bapelitbang telah mencapai tingkat produktivitas yang
luar biasa; mampu menghasilkan output dan outcome kinerja yang
hampir sempurna meskipun dengan penyerapan sumber daya yang
lebih hemat.

Tingkat efektifitas dan efisiensi nilai SAKIP perangkat daersh
dapat dilihat pada Tabel 3.21 berikut:



Meningkatnya
Aluntabilitas
Kinerja OPD

Nilai SAKIP

Daerah

Tabel 3.21
Tingkat Efektifitas dan Efislensi IHU

Mitai | 76,11 75,73

09,53

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Draerah
Kabupaten/
Kota

5.105.762.224 -

G 638472906, -

90,85

RATA-RATA CAPAIAN

99 53

TOTAL PER
BASARAN

5.108.762.224,-

4.638.472.906,-

TINGEAT EFISIENSI = 100% - 90,85% = 9,15%

TINGEAT EFEKTIFITAS =

19535
sanss ¥ 100% = 109, 56%

Burmiber : Perubahan PK 2025, Malak 2026

Berdasarkan data pada Tabel 3.21 dibawah, mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi Indikator Kinerja
Utama (IKU), pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD pada Bapelitbang Kabupaten
Solok Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif. Hal ini tercermin dari realisasi nilai SAKIP Perangkat
Daerah vang mencapai angka 75,75 dari target yang ditetapkan sebesar 76,11, Secara persentase, capaian kinerja
fisik tersebut menyentuh angka 99,53%, vang mengindikasikan bahwa target kinerja telah dilaksanakan hampir
secara optimal sesual dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Dari sisi dukungan anggaran, sasaran ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemermtahan Daerah
Kabupaten/Kota dengan alokasi pagu sebesar Rp 5.105762.224,- dan telah direalisasikan sebesar Rp
4.638.472.906,- atau setara dengan 90,85%. Kondisi ini mencerminkan adanya penghematan anggaran atau
tingkat cfisicnsi sebesar 9,15%, yang menunjukkan bahwa instansi mampu mengoptimalkan sumber daya

keuangan untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan.




Secara keseluruhan, analisis terhadap kinerja dan keuangan ini
menghasilkan tingkat efektifitas organisasi sebesar 109,56%. ﬁngls:a.
tersebut diperoleh dari perbandingan antara persentase capaian
kinerja fisik dengan capaian realisasi anggaran. Dengan demikian,
akuntabilitas kinerja Bapelitbang Kabupaten Solok pada Tahun 2025
berada pada kategori yang sangat efektif, di mana pencapaian output
kinerja melampaui proporsi penycrapan anggarannya, yang sckaligus
membuktikan penguatan tata kelola pemerintahan yang semakin
akuntabel.

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang
keberhasilan pencapaian target kinerja

Pencapaian target kinerja pada indikator Nilai SAKIP Perangkat
Daerah tidak terlepas dari peran strategis fungsi kesckretanatan
sebagai unit pendukung utama organisasi, Sekretariat memegang
tanggung jawab sentral dalam mengintegrasikan seluruh elemen
manajemen kinerja mulai dari perencanaan dokumen stratems,
pengelolaan tata usaha, manajemen kepegawaian, hingga
penatausahaan keuangan yang akuntabel.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan olch sekretariat
merupakan motor penggerak terciptanya tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance] di internal Bapelitbang. Melalui
dukungan program penunjang rutin, Bapelithang mampu memastikan
bahwa setiap proses bisnis organisasi berjalan sesuai dengan standar
operasional vang ditetapkan. Hal ini mencakup ketersediaan data
kinerja yang valid, ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan, serta
pemenuhan sarana dan prasarana kerja vang mendukung
produktivitas aparatur. Efektivitas koordinasi yang dijalankan oleh
sekretariat terbukti mampu menyelaraskan target-target kinerga di
sctiap bidang dengan tujuan strategis organisasi. Dengan ketersediaan
sumber daya yang dikelola secara efisien, sekretariat berhasil
memfasilitasi pelaksanaan evaluasi internal secara berkala, yang
menjadi faktor kunci dalam mempertahankan dan meningkatkan
kualitas akuntabilitas kinerja Bapelithang.

Secara lebih terperinci, dukungan alokasi anggaran yang
Iknﬁtl‘;.ﬂ&kup pagu dan realisasi pada program, kegiatan, serta sub-
Cglatan rutin yang menunjang keberhasilan pencapaian Nilai SAKIP
tersebut dijabarkan pada Tabel 3.22 berikut:




Tabel 3.22

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung [KU
Nilai BAKIP Peranghkat Daerah

Sub Kegiatan 43.085.562,- 40.106.724.- 03,00

[ Sub Kegliatan 2.463.867 .- 1.853.515.- | 75.23

Sub Kegiatan 36.5944.425,- 30.264.374,- 82,14

Sub Kegiatan 3.656.975.88] - 3.442 844,792 - 04,14
Penyediaan Gaji

dan Tunjangan
ABN

Sub Kegiatan 136.710.632,- 131.780.049 - Ty, 349
| Pelaksanann
Penatausahaan
dan
Pengujian / Verifika
=1 Keuangan SKPD

Sub Kegiatan 7.828.286,- T.512.438- 9
Koordinasi dan e
Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

Sub Keglatan 34945364 - 21.066.027 .- 60,28
Koordinas: dan ' 2 Y
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 51.986.280,-

62.806.966,-

51.986.280,-

82,77

21.800.000,-

18.950.004, -

86,93

693.579.714,-
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103.677.725,-

97.305.150,-

93,85

31.822.224,-

27.897.450,-

87,67

17.450.265,-

14.678.873,-

B4,12

530.605.000,-

461.448.816,-




Sub Kegiatan 2,000.000,- 2.000.000,- 100
Penyvediasn Jasa
Surat Menyurat

| Sub Kegiatan 32.294.432,- 19.502.352,- | 60,39
Penvediaan Jasa
Komunikasi,

Sumber Daya Air
dan Listrik

s

Sub Kegiatan 261.168.809,- 169,373,584, - &4, B5
Fenyedigan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,

Sub Kegiatan 95.058.386,- B0.354.682,- 84,53

Sub Kegiatan 18,200,000, 9.913.000,- | 54,47

Prasarana Gedung
Kanlor atau

Bangunan Lainnys
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Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara keseluruhan
EEHL mendukung pencapaian indikator Nilai SAKIP Perangkat
rah,




7. Rencana tindak lanjut perbaikan

Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan indikator strategis
yang memotret kualitas selurubh sistem manajemen kinerja di dalam
organisasi, mulai dari aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan,
hingga evaluasi internal. Meskipun saat ini Bapelitbang telah
mencapai Kategori BB (Sangat Baik) dengan nilai 75,75, organisasi
tetap berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan guna
mencapai nilai maksimal dan mewujudkan tata kelola pemerintahan
vang berkelas dunia,

Sebagai langkah konkret untuk meningkatkan nilai indikator ini
di masa mendatang, Bapelitbang akan memprioritaskan transformasi
digital melalui berbagai inovasi pelayanan internal. Rencana strategis
tersebut meliputi:

« Optimalisasi perencanaan dengan melakukan cascading kinerja
hingga ke level individu secara real-time. Hal ini bertujuan untuk
memastikan setiap aktivitas pegawai selaras dengan pencapaian
target strategis organisasi dan memudahkan pemantauan capaian
kinerja secara periodik (triwulanan);

» Menmmplementasikan sistem tata kelola administrasi perkantoran
berbasis aplikasi untuk menmmgkatkan kecepatan distribusi
informasi, koordinasi antarbidang, serta akurasi pendataan rekam
jejak kinerja pegawai;

* Melakukan monitoring anggaran yang terintegrasi dengan capaian
fisik (kinerja), schingga sctiap sen anggaran yang terserap dapat
dipertanggungjawabkan outputnya secara transparan.

Melalui serangkaian inovasi dan perbaikan sistem ini,
Bapelitbang optimis dapat menutup celah yang masih ada,
meningkatkan poin pada setiap komponen penilaian SAKIP, dan pada
akhirmya mampu mengakselerasi pencapaian target akhir Renstra
dengan predikat yang lebih tinggi.

3.2 REALISASI ANGGARAN
Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan

pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran Bapelitbang Tahun 2025
dapat dilihat pada Tabel 3.23. .



Tabel 3.23

Relapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Bapelitbang Tahun 2025

&
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Yang Aplikatif

2.482.709.184,

2.093.951.444 -

84,34

506,947,532, -

398.051,084
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2.093.951.444 -

596,947,503,
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7.130.475.434,-

87,11

Rata-Rata Capaian Basaran Birategls Tahun 2025

87,11%

Sumnber; Laporan Fiaik Bapelitbang Desember 2025




Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran
Bapelitbang Kabupaten Sclok Tahun 2025, secara keseluruhan
penyerapan anggaran menunjukkan kinerja yang culup baik dengan
rata-rata capaian sasaran strategis mencapai 87,11%. Dari total pagu
anggaran scbesar Rp 8.185.418.940,-, instansi berhasil merealisasikan
belanja sebesar Rp 7.130.475.434,-. Capaian ini merupakan alumulasi
dan pelaksanaan berbagai program yang mendukung tujuan utama

isasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
daerah berbasis riset dan inovasi yang aplikatif.

Dilihat dari sasaran ﬁt.ral;egmnya, upaya untuk meningkatkan
integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah
memiliki alokasi anggaran terbesar, yaitu Rp 2,482.709.184,- dengan
realisasi sebesar Rp 2.093.951.444,.- atau setara dengan 84,34%.
Sementara itu, dukungan terhadap peran riset dan inovasi melaloi
kebijakan berbasis bukti terealisasi sebesar 66,68% dari pagu Rp
596.947,532,-, Di sisi lain, kinerja tertinggi dicatatkan pada sasaran
meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD, di mana realisasi anggaran
mampu menyentuh angka Rp 4.638.472.906,- dari pagu Rp
5.105.762.234 -, vang mencerminkan tingkat efektivitas penyerapan
sebesar 90,85%.

Capaian kinerja anggaran ini mencerminkan komitmen
Bapelitbang Kabupaten Solok dalam mengelola sumber dayva finansial
secara bertanggung jawab guna mendukung indikator kinerja utama,
mulai dari indeks perencanaan hingga nilai SAKIP perangkat daerah.
Meskipun terdapat variasi persentase realisasi antar sasaran, total
serapan yang mendekati angka 90% ini menjadi fondasi penting dalam
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk
menggambarkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam
mencapai target-target pembangunan daerah vang telah ditetapkan.




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok Tahun 2025 merupakan
pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang
telah dilaksanakan. LKjIP ini dapat menggambarkan kinerja Eapehtbang
dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja
program, maupun kinerja sasaran. Selain itu juga dilaporkan analisis
kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan,

Bapelitbang mempunyai 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator
sasaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun rincian
nilai capaian kinerja masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

# Indikator 1 dengan capaian Kinerja NA;

# Indikator 2 dengan capaian kinerja 82,68% atau kategori Tinggi;

# Indikator 3 dengan capaian kinerja 100% atau kategori Sangat Baik;
# Indikator 4 dengan capaian kinerja 100% atau kategori Sangat Baik.

¥’ Indikator 5 dengan capaian Kineérja 99,53% atau Kategori Sangat
Baik.

Penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari
masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah ditindaklanjuti dengan dokumen
penetapan kinerja Tahun 2025 dengan rata-rata kategori SANGAT BAIK
dan rata-rata kinerja sebesar 95,55%. Secmoga LKJjIP ini dapat
memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu
peningkatan kinerja aparatur Bapelitbang pada tahun-tahun berikutnya.
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PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Komoled Santaniomt Sube Sodok

Jeian Raya Solok-Fecang KM, 20 Arosuks Kode Pos 27304 Provinsi Sumatens Barsl

Memmbang

Mengingat

Tedapon - (0755) 31161 - Faxs - | O755) 31181

KEPUTUSAN KEPALA BAPELITBANG
NOMOR: 050/ fis /Bapelithang-2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN

E0OLOK TAHUN 2028-2029

KEFALA BADAN,

bahwa untuk melnksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal
4 ayat (3} Peraturan Menterl Pendaysgunaan Aparmtur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/53/2007 tentang Pedoman
Umuin Penetapan Indiketor Kinerje Utama di Lingkungan
Instansl Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib
menetapkan Indikator Kinerja Utama di  Lingkungan
masing-masing vang ditetapkan dengan RKeputusan
Bupati;

bahwa dalam rmangks pengukuran dan  peningkatan
kKinerje  instensd pemerintah  serta untuk  Erarshnve
Perencanean Program  dan  Kegiatan  Pemerintah
Kabupaten Solok Tahun 2025-2020, maka periu
menetapkan  Indikator Kinerja Utsma di  Bsadan
Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan:

bahwa berdasarkun pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf & perlu menewpkan Keputusan Bupati

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Solok Tahun 2025-2029;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Deerah’  (ronom Kabupaten Dalam
Lingkungsn Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Deerah sebagaimana  telah diubak



Menctapkan
RESATL

beberapa kall terakhir dengan Undang: Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerinmmh Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Pemindahan lbukota Kebupaten Solok dari Wilayah Hota
Solok ke Kayu Aro-Sukerami (Arosuka) di Wilayah
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Salok;

4. Peraturan Pemerintah Nomor B8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5 Peraturan Pemerinidh Nomor 12 Tahun 2019 lentang
Pengendaliang Keuangan Daerah;

6. Permituran  Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara
Nomor 00/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum
Penietapan  Indikator Kinege Utama di  Lingkungan
Instansi Pemerintah:

7. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negars
Nomor 20/M.PAN/ 11 /2008 tentang Pedoman
Pervusunan Indikator Kinerja Utama;

R. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Care Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Dacrsh, Tata Cara Evaluasi
Rancangun  Perdturan  Daerah  tentang  Rencana
Pembangunan Jungks Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengih Darrah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunun Jangks Panjang
Daersh, Rencana Pembangunan Jangks Menengah
Dacrah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Sclok Nomor ... Twhun ... teniEng
Rencana Strategis Perangkat Dacrah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

! Menetapakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah KEabupaten

Solok Tahun 2035-2029 dengan rincian scbagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupskan bagian tidak
terpigsahknn dort Keputusan Bupati ini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

+ Tujuan dar Penetapan Indikator Kinerja Utama di Badan

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025-2029
adalah:

a. untuk memperoleh informasi kinerja vang penting dan
diperiukan dalam menyelenggarakan manajemen kineria
sccare baik: dan

b. uniuk memperolell ukuran keberhasilan dan pencapalan
suatu (ujuan dan sasaran strategl orgenisasi  yang
dipunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.

. Indikator Kinerja Utama schagamana dimaksud dalam

Diktum Kesam digunaksn untuk beberapa dokumen, yaitu:

perencanaan jangks menengah:
perencanaan tahunan:

PErENCANAET ENGEEran;

penvusunan dokumen perjanjian kinerja,

pengukiuran kinerja;

pelaporan kinerjn;

evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan

Pemantauan dan pengendalisn kinena pelaksanaan
program dan kegistan.

F® S8 A P

- Segala biaya yang tmbul akibat ditetapkannyan Keputusan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Solok.

¢ Reputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan  ketentuan apabila dikemudian  har terdapat

kekeliruan dalam penetapan inl, maka akan diperbaiki
sebagaimana mestiny.




LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPELITBANG

NOMOR : 050/ fio /Bapelitbang-2025
TANGGAL : 17 September 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025-2029
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dokumen tersebut dalam Kurun waktu
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elektivitas dan efislensi proses
perencanain

Penilainn dilakulean provins yang meliputi:
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Inovasi Daeraky
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penerspan inovas: penyelengparssn
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integrasi, Keselarnaan perencanaan RAIMD dengan REPD, : RAIMD  Keselarasan
sinkronisasi | dokumen RRUMD dengan Renstra PD, dan RKpp | " BAD - Hosimmn FAORR - Restinost E0
dan sinerg perencanann dengan Renja-PD selaras dan konsisien Sengnn EXFD u"
perencanaan satu sama lain dalim mencapal (ujusn 3
pembangunan dan sasaran pembangunan daerah
dacrah
Meninghatnya | Persentase Indikator ini mengukur sejauh mina
peran riset dan | kebijakan kebijakan yang dihssilkan oleh
inovasi dalam | berbaxis bukti | pemerintah daerah vang disusun dan
mendukung ditetapkan berdasarkan data, hasil
pembangtinan penelitinn, analigis ilmdah, dan bukt
duerah empirik lainnya
Meningkatnya | Nilai SAKIP Skor atau peringkat yang diberikan Evalunsi dilukukan aleh Inspekiorat Dacrah
skuntabilitas | Perangkat kepada suatu perangkat daerah yvang berpedomin pada Permenpan RB
kineria OPD | Daerah berdasarkan penilaian terhadap seluruh | Nomor 88 Tahun 2021 tenteng Evaluas:
sistem akuntabilitas kinerjanya dan Akuntubilitax Kinerja Instansi pemerintah,
mengukar elektivitas dan komponen yang diniai:
efisiensi dalam mencapai tujuan Perencanaan Kinerjo (30%)
ofgunisas Pengukuran Kinera (30%)

Polaporan kinerja {15%)
Evaluas Akuntabilitns Kinera Internal

[25%)




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

hawrah ini:
Nama : NAFRI, 8T. MT. M.Sc
Jabatan . Plt. EEPALA BAPELITEANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JON FIRMAN PANDU, 8H
Jabatan : BUPATI SOLOK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang ielah ditctapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capalan kinerja dari perjanjan ini dan mengambil tindakan
yvang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amsuk& 2 Dktuhf:r 2025
Pihak Kedua,
BUPATI SOLOK

/”7

JON FIRMAN PANDU, 8H
NIP. IMIT 200501 1 008




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No TUJUAN / SABARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
STRATEGIS
) & # i
1 |Meningkatkan kualitas 1.1 Indeks Perencansan Pembangunan 75
perencanaan pembangunan Daerah
daerah berdasarkan riset
dan inovasi yang aplikatif 1.2 Indeks Inovasi Daergh B0
2 |Meningkatnya integrasi, Cakupan Keselarasan Dokumen 100%
sinloonisasi dan sinerg Perencanaan
percncanaan pembangunan
dacrah
3 |Meningkainya peran riset Persentase Kebijakan Berbasis Bukt 20%
dan inovasi dalam
mendukung pembangunan
daerah
4 | Meninglatnya Nilai SAKIP Peranglat Dasrsh a1
Akuntanbilitas Kinerja
Peranghkat Daerah
No PROGRAM ANGGARAN KET
iy fa y )
1 |Peounjang Urusan Panerintahan Dacrab Rpg. 5.105.762.225 AFDD
Kabupaten /Kota
2 | Perencaenaan, Pengendalian dan Evaluas Rp. 1.509.105.249 APED
Pembangunan Daerah
3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Rp. 973.603.934 APBD
Pemhanoinesn Naesrah
4 |Penelitian dan Pengembangan Rp. 596.947.532 AFBD
TOTAL Rp. 8.185.418.940

Arosuka, 2 Olktober 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
BUPATI BOLOK
/.’-"/7 i
-~
JON FIRMAN PANDU, 8H BT

NIP. 1m11: 200501 1 008




PERSENTASE KESELARASAN RPJMD DENGAN RKPD

1. Realisasi Target Tahun 20256

Rumus = Tahunn » 100%
Jumlah Pmg. RPJMD Tahun n

= 137 x100%
137

= 100%

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN FENDIDIKAN

FROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENCHDIKAN |PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN [PROGRAM PENGENDALIAN FERIZINAN PENDIDIKAN

& |PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA [PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SAETRA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA PROGRANM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING
& SAING KEPEMLUDAAN KEPEMUDAAN
2 PROGRARM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAY A PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING
GAING KEOLAHRAGAAN KEOLAHRAGAAN
8 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PFROGRAM PENGEMBANGAMN KAPASITAS
KEPRAMUKAAN KEPRAMUKAAN
o S T T T T T 1 F e
L Pl = ] ] B2 e, e O W
PROGRAM PEMEMIUIHAN LIPAY A KESEHATAMN
o | At D IRV LR N PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT FERORANGAN DAMN UPATA KESEHATAN MASYARAKAT
1o |FROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER |pnn-sn.nn.| PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
DAY A MANUSIA KESEHATAMN BANUSIA EESEHATAN
4y |PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN  [PROGRAM SEDIAAN FARMAS!, ALAT KESEHATAN DAN
DAN MAKANAN MINUMAN MAKANAN MINUMAN
13 |PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG [PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN KESEHATAN
3, |sATUAN IG5 PRALA DAN PEMADAM KEBAKARAN i
13 PROGRAM PEMINGKATAN KETENTERAMAN DAN PROGRAM PEMINGKATAN KETENTERAMAN DN
KETERTIBAMN UMLINM KETERTIBAN LIMLUA
PROGRAM PEMCEGAHAN, PENANGGLILAMGAN, PROGRAM PEMCEGAHAN, PEMAMNGGUILANGAN,
14 |PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NON KEBAKARAN NON KEBAKARAM




FHELIJ#HGA SEJAHTERA (K5)

4. |pinas soSIAL

15 | PROGRAM PEMBERDAYALN SO1514]1 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

16 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM REHABILITAS SO51AL

17 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SQSIAL |PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

18 |PROGRAN PENANGANAN BENCAMA PROGRAM PENANGANAN BENCANA

15 FROGHAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PROGRAM PENGELDLAKN TARMAN MAKANM
PAHLAWAMN PAHLAWAMN

l -. ._ "I...._ . " il 1

' 26 PROGRAM FENGARUSUTAMAAN GENMDER DAN FROGRAM PENGARUSUTAMAAN GEMDER DAN

FEMBERDAYAAN PEREMPLIAN PEMEBERDAYAAN PEREMPLIAN

M |PROGR&M PERLINDUNGAN PEREMPLIAN PROGRAM PERLINDUNGAN PERERIPLIAN

21 [PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

23 |PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK [PHA) PROGRAM PEMENUHAN HAE ANAK (PHA)

24 |PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSLUS ANAK PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSLUS ANAK

5 |PROGRAM PENGENDALLAN PENDUDUK PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUE

il
7 :'mt;‘ﬁ RaM PEMBINAAN KELUARGS BEREMNCAMNA PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB}
37 PROGRAM PEMBERDAYAAMN DAMN PEMNINGKATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGEATAN
v

KELLARGA SEIAHTERA (XS}

6. Immm DAN PENCATATAN SIPIL

78 |PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK PROGRAM PENDAFTARAN PENOUDUK

29 |PROGRAM PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENCATATAN SIPIL

% |PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI PROGRAM PENGELOLAANM INFORMASI ADMINISTRASI
ADMINISTRAS! KEPENDUDUKAN KEPENDUDLUKAN

31 |PROGRAM FENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN |PROGRAM PENGELDLAAN PROFIL KEPENDUDUKAM

7. |DINAS PEMBERDAVAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

32 | PROGRAMN PENATAAN DESA PROGRAM PENATAAN DESA

313 |PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA PROGRAM PENINGKATAN KERIA SAMA DESA

34 |PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA  |PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
PROGRAM FPEMBERDAYAAN LEMBAGA PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA

35 [KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

8. |DVNAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN




36 |PROGEAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PROGRAN PEMBINAAN PERPLSTAKAAN
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKS! NASIDNAL DAM  [PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN
i MNASKAH KELING MNASKAH KUND
58 |PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
FROGRAM PFERLINDUMNGAN DAN PENYELAMATAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAMN PENYELAMATAN
3 |amsip ARSIP
8. |SEXRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEIAHTERAAN |PROGHAM PEMERINTAHAN DAN KESEIAHTERAAN
¥ Inakvat InakyaT
41 |PROGRAM PEREKDNOMIAN AN PEMBANGLUNAN [PROGRAM PEREKCNOMIAN DAMN PEMBAMNGUMAMN
i
PROGRAMN DUKLUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN [PROGRAM DUEUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN
| UNGSE DPRD FUNGS! DFRD
PROGRAM PERENCANAAN, PEMGENDALIAN DIAM FROGRAM PERENCAMAAKN, PENGENDALIAN DAMN
4 EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH EVALUAS PEMBANGLMAN DAERAH
P PROGRAM KOORDIMAS| DAN SINKRONISAS PROGRAM EOORDINAS DAM SINKROMISAS]
* PEREMCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEREMNCAMAAN PEMBANGLINAN DAERAH
4 PROGRANM PENELITIAN DAN PERGEMBANGAN FROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3 |nacRAH DAERAH
45 PROGRAM PEMNGLUATAN IDECLOG] PANCASILA DAN |PROGRAM PEMNGUATAN IDECLOGI PANCASILA DAN
KARAKTER KEBANGSAAN KARAKTER KEBANGSAAN
PROGRAM PENINGEKATAN PERAN PARTAI POLITIE PROGRAM PENIHGKATAN PERAN PARTAI PO A
47 AN LEMB&GA PENDIDIEAN MELALL PENDIDIKAN LE B 7 TAI POL
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA . AT;E;T E::D'D":” Mi':m PENCIDIKAN POLITIK
BUDAYA POLITIK [z BAMGAN ETIKA SERTA BLUDAYA POLITIE
48 PROGRAM FEMBERDAYAAMN TuAN PEMNGAW ASLN PROGRAMN PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN
ORGANISAS! KEMASYARAKATAN ORGANISAS! KEMASYARAKATAN
49 PROGRAM PEMBINAAN DAK PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBINAAN DAN FENGEMBANGAN
KETAHANAN ENDMOMI, SOSIAL, DaN BUDAYA EITAHAMNAN EKOMNDML, SOSIAL, DAN BUDAYA
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL
S0 NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI
FASILITASI FENANGANAN KONFLIK 50SIAL PENANGANAN KOMELIK SOSIAL
13, KEUANGAN DAERAH
51 |PROGRAM PENGELOLASN KEUANGAMN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
52 [PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  |PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
14, [BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
54 PROGRAM PENGEM BANGAMN SUMBER DAYA

P ANILISLA

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,




55

PROGRAM PERUMUSAMN KEBLAKAN,

PROGRAM PERUMUSAN KEBUAKAN, PENDAMPINGAN

PENDAMPINGAN DAN ASISTENS! DAN ASISTENSI

56 |PROGRAM PENYLLENGGARAAN PENGAWASAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

5y PROGRAM PENUNIANG URUSAN PEMERINTAHAN  |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA DAERAH KABUPATEN/KOTA

£n PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  [PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
DAN PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK

i9 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  |PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
DAN KELURAHAN KELURAHAMN

- PROGRAM KOORDINASE KETENTRAMAN DAN PROGRAM KOORDIMASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN LIMUM KETERTIBAN LIMUM

Ex PROGRAM PENYELENGGARAAN URLSAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LURUSAN
PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN UMUM

= PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PCNGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA PEMERINTAHAN DESA

17 |DPUPR

63 |Program Pengeloizan Sumbar Daya Air Frogram Fengelolaan Sumber Daya Alr

B4 Program Pangeloiaan dan Pengambangan Frogram Pengelolaan dan Pengembangan
Sistern Panyediaan Alr Minum Sistem Penyediaan Air Minum

a5 Program Pengembangan Sistam dan Program Pengembangan Sistem dan
Pengelolaan Persampahan Regional Pengelolaan Persampahan Regional

an Program Pengelolaan dan Pengembangan Program Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Alr Limbah Sistem Air Limbah
Program FPenataan Bangunan dan

B7 Lingkurgaanya g Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

68 |Program Panyalenpgaraan Jalan Program Penyelenggaraan Jalan

69 |Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program Pengembangan Jasa Konstruksi

70 |Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

7 Program Penunjsng Uruean Pemerintahan Program Penuniang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupater/ats Casrah Kabupaten/Kota

18

72 |Program Pengembangan Perumahan Program Pengembangan Perumahan

73 |Program Kawssan Pemukiman Program Kawasan Permukiman

74 |Program Peningkatan PSU Program Peningkatan PSU

5 {Program Penunjang Urusan Pemerintahan Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupsten/ota

- |Frogram Penyelesaian Sengketa Tanah
Garapan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

77 |Program Penatagunaan Tanah Program Penatagunaan Tanah

19 |DISKOMINFO

78 |Program Informasi dan Komunikasi Publik Frogram Informasi dan Komunikasi Publik




Indusiri

72 |Program Pengelolaan Aplikesi Informatika Program Pengeloiaan Aplikasi informatika
a0 Program Penunjang Urusan Pemearintahan Frogram Penunjang Urusan Pemernntahan
Ciaerah Kabupatan/Kota Daerah Kabupaten/Kota
81 |Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral  |Program Penyelenggaraan Statistik Sekioral
82 Program Panyeienggaraan Parsandian untuk  |Program Penyelenggaraan Parsandian untuk
Pengamanan Infaormasi Pengamanan [nformasi
20 |DINAS PERHUBUNGAN _
83 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan {LLAJ) Angkutan Jalan (LLAJ)
&4 |Program Pengelolaan Pelayaran Frogram Pengelalaan Palayvaran
a5 Program Penunjang LUrusan Pemerintahan Program Penunjang Linsan Pemarintahan
Dasrah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
21 |DINAS PARMWISATA
B6 |Program Pengembangan Kebudayaan IF"ruuram Pengembangan Kebudayaan
87 |Program Pengembangen Kesenian Tradisional |Program Pengembangan Kesenian Tradisional
as Program Pelestarlan dan Pengelalaan Cagar Frogram Pelestarian dan Pengelotaan Cagar
Budaya Budaya
B8 |Program Pemasaran Parwisata Program Pemasaran Parwizata
50 Program Pengembangan Sumber Daya Program Pengembangan Sumber Daya
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
g1 Program Peningkatan Days Tarik Destinasi Program Peningkatan Daya Tarilk Destinasi
Panwisata Pariwisata
22 |DKUKMPP
gp |Program Pemberdayaan Usaha Menengsh,  |Program Pemberdaysan Usaha Menengah,
Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
83 |Program Pangembangan UMKM Program Pengembangan UMKM
B ig:g:;:l . dan fikeaan Frogram Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
85 Eﬁm tan:dan Latihan Program Pandidikan dan Latihan Perkoperasian
g |Program Pemberdayaan dan Perindungan Program Pemberdayaan dan Perlindungan
Hn%mﬁ Koperasl
o7 | "‘"l e i Program Penilaian Kesshatan KSP/USP Koperssi
o8 Program Peningkatan Sarana Distribusi Program Peningkatan Sarana Distribusi
Perdagangan Perdagangan
68 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan  |Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting Pokok dan Barang Penting
100 |Pragram Pangembangan Ekspor Program Pengembangan Ekspor
101 Program Standardisasi dan Perindungan Pregram Standardisasi dan Perlindungan
Konsumen Kansumen
107 Program Penggunaan dan Femasaran Produk |Program Penggunaan dan Pemasaran Produk
Datam Megeri Dalam Megeri
103 gram Parencanaan dan Pembangunan Program Perencangan dan %ngumn

Industi




104

105

106

Program Pengendalian Izin Usaha Industri Program Pangendalian lzin Usaha Industri
Frogram Fangelolaan Sistem Informasi Industn |Program Pangelolaan Sistem Informasi Indust
Nasional |Nasional

Program Perencanaan Tenaga Kerja Frogram Perencanaan Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja dan Froduktivitas

Frogram Felatinan Kera dan Produktivitas

|

i Tenaga Kerja Tenaga Kerja
108 |Program Penampatan Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja
108 |Program Hubungan Industrial Program Hubungan Industrial

110

Program Pengembangan (klim Penanaman
Modal

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

111

Program Froimos Pangnaman Modal

{Program Fromosi Penanaman Modal

112

Program Pelayanan Penanaman Modal

Frogram Pelayanan Penanaman Modal

113

Program Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal

Frogram Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modat

114 |Prearam Pengelolaan Data dan Sistem Program Pengelolaan Data dan Sistem informasi
Informasi Penanaman Modal Penanaman Modal
24 |DINAS PERTANIAN

115

Frogram Penyediaan dan Pengembangan
Sarana Penanian

116

Program Penyediaan dan Pengembangan
Frasaiana Perlanizn

Program Penyediaan dan Pengambangan

Prasarang Perlanian

117

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veateriner

Program Pengendalian Keseahatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veterinar

118

Program Pengendalian dan Penanggulangan
Bancana Pertanian

Program Pengendalian dan Penanggulangan
Bencana Pertanian

119 |Program Penyuluhan Pertanian Program Panyuluhan Pertanian
25 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP
120 |Program Parencanaan Lingkungan Hidup Program Perencanaan Lingkungan Hidup

121

Program Pangendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan/etau
Karugakan Lingkungan Hidup

122

Frogram FPenpelolaan Keanekaragaman Hayati
{(Kehati)

Frogram Pengeiolaan Keanekaragaman Hayati
{Kehati)

123

|Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan

Baracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (Limbah B3)

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan
Baracun (B3) dan Limbah Bahan Barbahaya dan
Beracun (Limbah B3}

124

Frogram Pamoiraan aan Pengawasan
Terhadap lzin Lingkungan dan izin
FFriindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap
lzin Lingkungan dan lzin Parlindungan dan
Pengelofaan Lingkungan Hidup (FPLH)

126

Togranm i idikan, an
dan Penayuluhan Lingkungan Hidup urtuk

Masyarakal

Program Peninghatan Pendidikan, Pelaihan, dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat




Program Penghargaan Lingkungan Hidup

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk

125 |tk Masyarakat Masyarakat o

127 F"mnram l'f'annnganm Pengaduan Lingkungan |Program Penanganan Pengaduan Lingkungan
Hidup Hidup

128 |Program Pengelolaan Persampahan Program Pangalolaan Parsampahan

26 (BPBD

128

Program Penanggulangan Bencana

Program Penanggulangan Bencana

130 |Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

131 (Program Pengelolaan Perkanan Tangkap Program Pengelolaan Parikanan Tangkap

yag Frogram Fengawasan Sumber Daya Kelautan |Program Pengawasan Sumbear Daya Kalautan
Dan Perikanan Dan Perikanan

133 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Frogram Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan Ferikanan

134 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi  [Program Pangalolaan Sumber Daya Ekonomi
Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan  |Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

136 Program Peningkatan Diversifikasi dan Program Peninghkatan Diversifikasi dan
Katahanan Pangan Masyarakat Ketahanan Pangan Masyarakat

138 |Program Penanganan Kerawanan Fangan Program Penanganan Kerawanan Pangan

137 |Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan




PERSENTASE KESELARASAN RPJMD DENGAN RENSTRA PD

1. Realisasi Target Tahun 2025

Rumus
Jumiah Prog. RPJMD Tahun n
= 137 x100%

137

100%

Jumiah Prog. Renstra Tehunn  x 100%

- PROGRAR PEMGELOLAAN PENDIDRAM PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIEAMN
2 |PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULLIM
3 PROGRAN PEMNDIDIE AN TENAGA KEPENDIDIKAN (PROGRANM PENDIDIE DAMN TENAGA KEPENDIDIKAN
4 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PEMDIDIKAN | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDHCAN
5 |PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA |PROGRAM PENGEMBANGAMN BAHASA DAN SASTRA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING
6 |SAING KEPEMUDAAN KEPEMUDAAN
, [PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING
SAING KEOLAHRAGAAN KEQLAHRAGAMLM
g PROGERAM PENGEMBANGAMN EAPASITAS PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
KEPRAMUKAAN KEPRAMNLIKAAN
X ]mumm
1F‘F.EGMM PEMEMUHAN LIPAYS KESEHATAN
9 [PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM PEMEMUHAN LIPAVA KESEHATAN
MASYARAKAT PFERDRANGAN DAN LUPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
10 PROGRAM PEMINGEATAN KAPASITAS SUMBER PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
DAYA MANUSLA KESEHATAN MANLISIA KESEHATAN
q |PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEMATAN DAN
DAN MAKANAN MINLIBAN MAKANAN MINUMAN
|PROGRANM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG |PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN KESEHATARN
13 PROGRAM PEMINGEATAN KETENTERAMAN AN PROGRAM PENINGKATAN RETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UL KETERTIBAMN LIMUM
PROGRAM PEMCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
14 |PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN [PEMYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
MON KEBAKARAN NON KEBAKARAN




4. |DINAS 505IAL

15 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

16 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

17 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN S05IAL

18 |PRDGRAM PENANGANAN BENCANA PROGRAM PENANGANAN BENCAMA

1g |PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
PAHLAWA, PAHLAWAN

= hiailt SENDUDON RENZANA, PEMBERD:

: N ANAK

i PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPLIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

21 |PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPLAN PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPLAN

22 |PROGRAM PENINGEATAN KUALITAS KELUARGA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

23 [PROGRAM PEMENLHAN HAK ANAK (PHA) PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

24 |PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSLIS ANAK

15 |PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
PRO NAAN K NCAN

26 {H]EMM itz i A |PROGRAM PEMBINAAN KELLIARGA RERENCANA (KB)

5 |PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN  |PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN

KELLIARGA SEJIAHTERA (K5) KELUARGA SEJAMTERA, (K5

6. |[DINAS ADMINISTRAS! KEPENDUDLUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

28 |PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

29 |PROGRAM PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENCATATAN SIPIL

3 |PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI PROGRAM PENGELOLAAN INFORMAS! ADMINISTRAS|
ADMINISTRAS! KEPENDUDLIKAN KEPENDUDLIKAN

31 |PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN |PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

32 | PROGRAM PENATAAMN DESA PROGRAM PENATAAN DESA

33 |PROGRAM PENINGKATAN KERIA SAMA DESA PROGRAM PENINGKATAN KERIA SAMA DESA

34 |PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA  |PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA

35 |KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN EEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKLIM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

8. |DINAS PERPUSTANKAAN DAN KEARSIPAN




I |PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAEAAN PROGRAMN PEMBINAGN PERPLUSTAKAAN
PROGRAM PELESTARIAN NOLEKS! NAGIONAL DAN  |PROGRAM PELESTARIAN KOLEKS! NASIOMAL DAN
37 MASKAH KUMNC NASKAH KUND
38 |PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP PROGRAM PEMGELOLAAN ARSIP
PROGRAN PERLINDUMGAN DAN PENYELAMATARN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAM
1 Lansie ARSIP
9. |SEKRETARIAT DAERAM
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEIAHTERAAN |PROGRAM PEMERINTAHAN DAN EESEJAHTERAAN
0 lpakvat RAKYAT
41 |PROGRAR PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN [PROGRAM PEREKCNONMIAN DAN PEMBANGILIMNAN
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN |PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN
* | runesi prrD FUNGS| DPRD
PROGRAM PEREMCAMNAAN, PENGENDALIAN DraM FROGRAM PERENCANASN, PENGENDALLAN DAN
43 | U ALUASI PEMBANGUNAN DAERAH EVALLIASI PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM KOORDIMAS] DAN SINERONISAS PROGRAM KEOORDNINASI BAMN SINEROMESAS]
. PEREMCAMNAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCAMAAMN PEMBANGUNAN DAERAH
xc |PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAERAH

DAERAH

PROGRAM PENGLATAN IDECLOG! PANCASILA OAN
EARAKTER KEBANGSAAN

PROGRARM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAMN
KARAKTER KEBANGSAAN

a7

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK
DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALLI PENDIDIKAN
POLITIE DAN PENGEMBANGAMN ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK

PROGRAM PENINGEATAN PERAN PARTAI POLITIE DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK
DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

LY

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN
DRGANISAS] KEMASYARAKATAN

49

PROGRAM PEMBERDAYARN DAN PENGAWASAN
[ORGANISASI KEMASYARAKATAN

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KETAHAMAMN EKOMOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KETAHANAMN EKONOMI, SO5IAL, DAN BUDAYA

50

PROGRAM PEMINGKATAN KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENINGEATAN KUALITAS DAN
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL
DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI
PEMANGANAN KONFLIK SOSIAL

BADAN KEUANGAN DAERAH

51

PROGRAM PENGELOLAAN KELUANGAN DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAMN KELANGAN DAERAH

52

FROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

14, | BADAN KEPEGAWALAN DAN PENG | |m > ”
53 |PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH EPH&EMM KEPEGAWAIAN DAERAH

PROGRAM PENGEMBAMGAN SUMBER DAYA
S PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANLISIA

MANLISIA




55

PROGRAM PERUMUSAN KEBUAKAN,

PROGRAM PERUMUSAN KEBUAKAN, PENDAMPINGAN

PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI DAN ASISTENSI
56 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
16, \TA!
i PROGRAM PENUNIANG URLSAN PEMERINTAHAN |PROGRAM PEMUBIANG URUSAN PEMERINTAHAM
¥ DAERAH KABUPATEN/KOTA DAEAAH KABUPATEN/KOTA
i PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  |PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
s DAN PELAYANAN PUBLIK [PELAYANAN PUBLIK
g PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA FFHDERAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
DAMN EELURAHAN KELLIEAHAN
80 PROGRAM KEODRDINASI KETENTRAMAN DAN PROGRAM KDOORDINASI KETENTRAMARN DAN
KETERTIBAN UMUM KETERTIBAN UMUM
61 PROGRAM PENYELENGGARAAN URLISAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN LR UM PEMERINTAHAN LIMLUR
- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PERMERINTAHAN DESA PEMERINTAHAN DESA
17 |DPUPR
B3 |Program Pengelolaan Sumber Daya Alr Frogram Pengelolaan Sumber Caya Air
54 Frogram Pengelolaan dan Pengembangan Frogram Fengelofaan dan Pengembangan
Sigtam Panyediaan Air Minum Sistam Penyediaan Air Minum
- Program Pangembangan Sistem dan Frogram Pengembangan Sistem dan
Pangelolaan Persampahan Regional Pengelolaan Persampahan Regional
BB Program Pengealolaan dan Pengambangen Pragram Pangealalaan dan Pengembangan
Sistem Air Limbah Sistem Alr Limbah
57 m an gunan dan o F'_ -
Ling} Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
68 |Program FPenyelenpgaraan Jalan Program Panyelenggaraan Jalan
62 |Program Pengembangan Jasa Konstruksl Program Pengembangan Jasa Konstruksl
70 |Program Penyelenggaraan Penataan Ruang  [Program Penyelanggaraan Penataan Ruang
741 |Program Penunjang Urusan Pemerintahan Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten®ots Daarah Kabupaten/®ota
18 X
73 |Program Kawasan Permukiman Program Kawasan Permukiman
T4 F'I'I}HFIITI F"ﬁn.lngkal:nn- PSL Flm.nram Pﬂnlnﬂkﬂmﬂ FSL
Program Penunjang Urugan Pemerintahan i
7 Program Penuniang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelesaian Sengketa 1 anan
77 |Program Penatagunaan Tanah Program Penatagunaan Tanah
18 |DISKOMINFO
78 |P i i ikasi
rogram Informasi dan Komunikasi Publik Program Informasi dan Komunikasi Publik
78 |Program Pengelolaan Aplikasi Informatiks

Program Pangelolaan Aplikasi Informatiks




Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

%0 |Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota

81 |Program Penyelenggaraan Statisifk Sekforal  [Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Program Penyslenggaraan Parsandian untuk  |Program Penyelenggaraan Persandian untuk

= Pangamanan Informasi Pengamanan Informasi

20 |DINAS PERHUBUNGAN

83 I-F;'rggram Paﬁfalnnggaraan Lalu Lintas dan

Program Penyelangparaan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (LLAJ) Anghkutan Jalan (LLA.J)

B4 |Program Pengelolaan Pelayaran Program Pengelolaan Palayaran

a5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota {Daerah Kabupaten/Kota

21 |DINAS PARIWISATA

86 |Program Pengembangan Kebudaysan ingrlm Pengembangan Kebudaysaan

A7 |Program Pengembangan Kesenian Tradisional |Program Pengembangan Kesenian Tradistonal

a5 Program Pelestarian dan ﬁangﬂinla:n Cagar |Pragram Pelestarian dan Pengelolaan Cagar
Budaya Budaya

82 |Program Pemasaran Parwisata Program Pemasaran Pariwisata

i Program Pengembangan Sumber Daya Frograrm Pangembangan Sumber Days
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pariwisata dan Ekonoml Kreatif

81 Program ﬁarﬂnghatan Daya Tarik Destinasi Frogram Paningkatan Diaya Tark Destinasi
Pariwisata Parawisats

22 |DHUKMPP

oy Program Pembeardayaan Usaha Menangah, Program Pembardayaan Usaha Manangah,
Usaha Kecll, dan Usaha Mikro (LIMEM) Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

83 |Program Pengembangan UMKM Program Pengembangan UMKM
F FPengawasan dan P
H:Jm - LS S Frogram Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Program Pendidikan dan Latihan oy
Perkoperasian Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

o6 F'I-‘DEI'IIITF_ Pemberdayaan dan Pedindungan Program Pamberdayaan dan Parindungan
Koperasi Koparasl

o7 Program Penilaian Kesehatan KSPUSP B
Koperasi Frogram Penilaian Kesshatan KSP/USP Koperasi
Program Peningkatan Sarana Distribusi Program Peningkatan Sarana Distribusi

- Eﬂwﬂﬂl“ Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan |Pro Stabilisasi

a8 : gram sasi Harga Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting Pokok dan Barang Penting

100 (Program Pengembangan Ekspor Program Pengembangan Ekspor

101 Program Standardisasi dan Parlindungan Program Standardisasi dan Perlindungan
Kﬂﬂﬂuman Kﬂnmmn

102 Program Fenggunaan dan Pemasaran Produk | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk
Dalam Neger Dalam Megeri

103 Program Perencanaan dan Pembangunan Program Perencanaan dan Pembangunan

Indusirl

Industri




104 |Program Pengendalian lzin Usaha Industri

Program Pengendalian izin Usaha Industr

105 |\gsional

Program Pengelalaan Sistem informasl Industn

Program Pengelolaan Sistem informasi Irdustri
Masional

106 |Program Perencanaan Tenaga Kesja

Program Perancanaan Tenaga Kerla

Program Pelatihan Kera dan Produktivitas

Program Pelatihan Keria dan Produktivitas

197 Tenaga Kerja Tenaga Kerja
108 |Program Penempatan Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja
109 |Program Hubungan Industrial Program Hubungan industrial
110 Program Pengembangan (klim Fenanaman Pragram Pengemuangan lklim Penanamarn Modal
Modal
111 |Program Promos| Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal
112 |Program Pelayanan Penanaman Modal Program Peiayanan Penanaman Modal
Program Pengendalian Palaksanaan Program Pengendalian Pelaksanaen Penanaman
113 Penanaman Modal Modal
Program Pengeiolaan Data dan Sistem Program Pengelolaan Data dan Sistem infarmasi
144 Informasl Penanaman Modal Pananaman Modal
24 |DINAS PERTANIAN
145 Program Penyediaan dan Pengembangan
Sarana Pertanian
|Program Penyediaan dan Pengembangan Program Panyudi:_uan dan Pengeambangan
1% |pragarana Pertanian Prasarana Pertanian
Program Pengendalian Kesahatan Hewan dan |Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan
ey Kesehatan Masyarakat Veteriner Kesehatan Masyarakat Veterinar
118 Program Pengendalian dan Penangguiangan |Program Pengendalian dan Penanggulangan

Bencana Pertanian

Bencana Pertanian

118 |Pragram Penyuluhan Pertanian

Program Panyuluhan Partanian

25 Mmm

120 1an:uram Parencanaan Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan/atay

el Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengandalian Pencemaran dan/stau
Kerusakan Lingkungan Hidup

122 | e ahati)

|Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayat

FProgram Pangelolaan Keanekaragaman Hayati
(Kehati)

Frogram Pangendalian Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya
dan Baracun (Limbah B3)

123

Program FPengendalian Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) dan Limbah Bahan Barbahaya dan
Baracun (Limbah B3}

Program Pembinaan dan Pengawasan

124 Terhadap Izin Lingkungan dan Izin
{Perlindungan dan Pangelolaan Lingkungan

Hidup (PPLH)

Program Fembinaan dan Pengawasan Terhadap
lzin Lingkungan dan Lzin Perlindungan dan
Pangelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program Peningkatan Pendidikan, Palatihan
125 |dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk
Masyarakat

Program Peningkatan Pendidikan, Pelaihan, dan
Panyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat




128

Frogram Penghargaan Lingkungan Hidup
Untuk Masyarakat

Pragram Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk
Masyarakal

127

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan
Hidup

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan
Hidup

128 |Program Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan Persampahan
!: °} - |
128 Ingﬂ!m Penangguiangan Bencana Program Fenanggulangan Bencana

ﬂ

130

IFrmram Pangelolaan Pertkanan Budidaya

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

131

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Pengelolaan Perlkanan Tangkap

132

Program Pengawasan Sumber Daya Keleutan
Dan Perikanan

Program Pengawasan Sombar Daya Kalautan
Dan Perikanan

133

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Ferikanan

134

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi
Uniuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program Pengalolaan Sumber Daya Ekonomi
Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

135

Program Peningkatan Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan Masyarakat

Program Peningkatan Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan Masvarakat

136

Program Penanganan Kerawanan Pangan

Frogram Fenanganan Kerawanan Pangan

137

Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program Pengawasan Keamanan FPangan




PERSENTASE KESELARASAN RKPD DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

1. Realisasi Target Tahun 2025

||

Rumus

x 100%

o] PROGRAM RENJA PERUBAHAN 202¢

......

“lumish Prog. RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun n

SANET ¢ dan o 100%

T AW PD PERUBAHAN 20°
ROGRAN RIFL O e

1 |Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Pragram Pengelolaan Sumber Daya Air

Program Pengelolaan dan Pengembangan
Sistam Penyediaan Air Minum

Program Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum

Pregram Pengembangan Sisiem dan

Program Pengembangan Sistern dan

olaan Persampahan Regional Pengelolaan Persam Regional
4 Program Pangelolaan dan Pengembangan Program Pengeloiaan dan Pengembangan
Sistem Air Limbah %@m Alr Li%
"l onElaan Dangunan oan TIrogram | Enaian Dangunan Ger
| inpkunasnnys
B |Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Jalan
7 |Program Pengembangan Jasa Konstruksi Pregram Pengembangan Jasa Konstruksi
8 |Program Penyelenggaraan Penataan Ruang |Program Penyeienggaraan Penataan Ruang

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

. Daerah Kabupaten/Kola Daerah Kabupaten/Kota
2. |DPRKPP
10 | Program Pengembangan Perumahan Program Pengembangan Perumahan
11 |Program Kawasan Permukiman Program Kawasan Permukiman
12 | Program Peningkatan PSU Program Peningkatan PSU
(3 Program Penuniang Urusan Pamariniahan Program Panuniang Urusan Pemarintahan
Caerah Kabupalen/Kola Casrah Kabupaten/kKota
14 |Frogram Penyelesaian Sengketa Tanah Program Penyelesaan Sengkela 1anah
Garapan Garapan
15 |Program Penatagunaan Tanah Program Penatagunaan Tanah
3
16 |Program Informasi dan Komunikasi Publik Program Informas! dan Komunikasi Publik

17 [Program Pengelolaan Aplikas: Informatika

|Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

“mwuﬂm
Kabupatenola

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
|Daerah Kabupaten/Kota




18 |Program Penyelenggaraan Statistik Saektoral

Program Penyelenggarsan Statistik Sekioral

Program Penyalenggaraan Parsandian untuk

Program Panyelenggaraan Persandian untuk

* Pengamanan Informas Pengamanan Informasi

21 Program Penyelenggarasn Lalu Lintas dan | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (LLAJ) Angkutan Jalan {LLAJ)

22 |Program Pangelolaan Pelayaran Program Pengelolaan Pelayaran

Program Penunjang Urusan Parmenntahan

a9 Caerah Kabupalen/Kola

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota




PERSENTASE KESELARASAN RKPD

DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

1. Realisasi Target Tahun 2025

Rumus

= Ny

w1000

52

Jum#ah ng FEKF'D B.dﬂng Inﬂas:mmr dan Hawﬂayahan Tahunn

f;_ mmﬁl

1 |Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kebudayaan
Program Pengambangan Kesenlan . g )

2 Tradisional Program Pengembangan Kesenian Tradisional

3 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar [Program Pelestarian dan Pengelclaan Cagar
Budaya Budaya

4 |Program Pemasaran Panwisata Program Pemasaran Pariwisata

5 Program Pengembangan Sumber Daya Program Pengembangan Sumber Daya
Pariwisata dan Ekonomi Hmﬂ Parwisata dan Ekonomi Kreatif

& Program Peningkatan Daya Tarik Destinas! |Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi
Parwisata Pariwisata

2 P

- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, |Program Pemberdayaan Usaha Menangah,
Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMEM)

B Fmgrmﬁ Pangnmhangnn UMEM Frogram Pengembangan UMEM

q A5 STVErk am Fang maJan =F]
Koparas] Konaras
Program Pandidikan oan | Atihan Program Pendidikan dan Latihan

e Perkoparasian Perkoperasian

1

Frogram Pemberdayaan dan Perlindungan

12

Kogerasi

b am FenTsET REsaNaETRSFIOSF |

Program Pemberdayaan dan Perlindungan
Koparasi
Program Peniiaian Resehatan RePIUsE

KOonarasi

13

Program Peningkatan Sarana Distribusi
Pardagangan

Program Peningkatan Sarana Distribusi
Perdagangan

14

Program Stabilisasi Harga Barang
Kabutuhan Pokok dan Barang Penting

Program Stabilisasi Harga Barang Kabutuhan
Pokok dan Barang Penting

15

Program Pengembangan Ekspor

Program Pengembangan Ekspor

16

Program Standardisas) dan Ferindungan
Konsumen

Program Standardisasi dan Perlindungan
Konsumen




17

Program Penggunaan dan Pemasaran
Produk Dalam MNegern

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

18

Program Perencanasan gan Fambangunan
Industri

Program Perencanaan dan Pembangunan
i

16 |Program Pengeandalian lzin Usaha industi  |Program Pengendalian 1zin Usaha Industn

20 Program Pengeloiaan Sistem Informasi Program Pengelolaan Sistem Informasi
Industri Nasional Industri Nasional

21 |Program Perencanaan Tenaga Kerja Program Perencanaan Tenaga Kera

99 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas
Tenaga Kerja Tenaga Kerja

23 |Program Penempatan Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja

24 |Program Hubungan Industrial Program Hubungan Industrial

o5 Program Pengembangan Ikiim Penanaman | Frogram Pangambangan lklim Penanaman
Modal Modal

26 |Program Promosi Penanaman Modal Program Promaosi Penanaman Modal

27 |Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal

28 Program Pengendalian Pelaksanaan Program Pengendalian Pelaksanaan
Pananaman Modal Penanaman Modal

29 Program Pengelolaan Data dan Sistem Program Pengelolaan Data dan Sistem
informasi Penanaman Modal Informasi Penanaman Modal

4. | DINAS PERTANIAN

10 Program Penyediaan dan Pengambangan
Sarana Pertanian

a4 Program Penyediaan dan Pengembangan  |Program Penyediaan dan Pengambangan
Prasarana Pertanian Prasarana Pertanian

32 Program Pengendalian Kesehatan Hewan  |Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner

99 Program Pengendalian dan Penangguiangan |Program Pengendalian dan Pananggulangan
Bencana Pertanian Bencana Pertanian

34 |Program Penyuluhan Pertanian Program Penyuluhan Pertanian

5. |DINAS LINGKUNGAN HIDUP

35 |Program Perencanaan Lingkungan Hidup  |Program Perencanaan Lingkungan Hidup

36 Program Pengendalian Pencemaran

danfatau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan Keanekaragaman
Hayatl (Kehati)

Program Pengelolaan Keanekaragaman
Hayati (Kehati)

Hrogram Fengendaiian Hahan Hernanays
dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program Pengendalian Bahan Berbanaya dan
Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun (Limbah B3)




Terhadap lzin Lingkungan dan [zin
Ferindungan dan Pengelo@an Lingkungan

ra Mok n
Tarhadap lzin Lingkungan dan izin
Hermndungan dan Fengaiolaan Lingkungan

n

ngratan W&, n [Program Peningkatan Fendidikan, an,
40 |dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk
; masvarakal
44 Program Penghargaan Linglkungan Hidup Program Penghargaan Lingkungan Hidup
" {Unituk Masyarakat Untuk Masyarakal
43 Program Penanganan Fengaduan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan
Lingkungan Hidup Hidup _
43 |Program Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan Persampahan
5. |BPBD
44 |Program Penanggulangan Bancana Program Penanggulangan Bencana
45 |Program Pengelolaan Perikanan Budidaya |Program Pengeloiaan Perikanan Budidaya

Program Pengelofaan Perikanan Tangkap

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Pengawasan Sumber Daya
Kelautan Dan Perikanan

Program Pengawasan Sumber Daya Kalautan
Dan Perkanan

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Parlkanan

Program Pengoclahan dan Pemasaran Hasi
Parikanan

P

Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kamandirian
Bonman

Program Pengeloiaan Sumber Daya Ekanomi
Untuk Kadaulatan dan Kemandinan Fangan

Program Peningkatan Divarsifikasi dan
Ketananan Pangan Masyarakat

Program Peningkatan Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan Masyarakat

5l

Frogram Penanganan Kerawanan Fangan

Frogram Penanganan Kerawanan Fangan

52

Program Pengawasan Keamanan Fangan

Program Pengawasan Keamanan Pangan




PERSENTASE KESELARASAN RKPD DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

1. Realisasi Target Tahun 2025

Rumus = Jumiah Prog Renja Bigang PPM Tahun n x 100%
Jumiah Prog. RKPD Bidang PPM Tahun n

= T7 » 100%
Tr

-..-I-.p. e 'l--ﬁ'-';ﬂ' KT
-km;_n. AT, e él:'u."'-u:-ﬂ.-i'.r"ﬂ&nmﬁ.

L
PROGRAM PENUNIANG URUSAN
1 PEMERINTAHAN DAERAH KABLIPATEN/KOTA DAERAH KABUPATEN/KOTA
7 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
3 |PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
FHUGHAM FENLILIR AN | ENAGA
4 e PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
: PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN
PENDIDIKAN PENDIDIKAN
; PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN
SASTRA SASTRA
PROGRAM FENGEMBANGAN HAPASITAS DAYA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA
7 |SAING KEPEMUDAAN SAING KEFEMUDAAN
8 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA
SAING KEQOLAHRAGAAN SAING KEOLAHRAGAAN
& PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
KEPRAMUKAAN KEPRAMUKAAN
2. |DINAS KESEHATAN
10 PROGRAM PENUMNIANG URUSAN PROGRAM PENUNIANG URUSAN PEMERINTAHAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAFRAH KABUPATEN/KEOTA
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
11 |PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT MASYARAKAT
.. |PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER  |PROGRAM PENINGEKATAN KAPASITAS SUMBER
= |DAYA MANUSIA KESEHATAN DAYA MANUSIA KESEHATAN
i3 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN |PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN
DAN MAKANAN MINUMAN DAN MAKANAN MINUMAN




14

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN

15

PROGRAM PENUNIANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

16

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

17

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

1B

PROGRAM PENUNIANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

FROGRAM PEMUMNIANG LIRUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

19

PROGRAM PEMBERDAYAAN SO5IAL

PROGRAM PEMBERDAYAAN SO5IAL

20 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
AOGRAN PERLINDUNGARN e

21 ;::;:: AM PERLINDURGAI DAN JAMINAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

27 |PROGRAM PENANGANAN BENCANA PROGRAM PENANGANAN BENCANA

73 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN P PROGRAN PENGELOLAAM TAMAN el KA A
PAHLAWAN PAHLAWAN

5

g |PROGRAM PENUNIANG URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |DAERAH KABUPATEN/KOTA

2 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GEMDER DAMN PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER AN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

26 |PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

|PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

28

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSLIS ANAK

30

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

31

FROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA
(KB}

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA
(KB

32

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN
KELUARGA SEJAHTERA (K5}

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN
KELUARGA SEJIAHTERA (K5

PROGRAM FENUNJANG URUSAN
PEMERINT ArAN DAERAH RABUPATEN/ROTA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA




34 |PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUEK

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

35 [PROGRAM PENCATATAN SiPIL

PROGRAM PENCATATAN 3IPIL

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI

36 | s DMINISTRAS! KEPENDUDUKAN

fFHEEH.ﬂ-M PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL

- KEPENDUDLUKAN

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL
KEPENDUDUKAN

PROGRAM PENUNIANG URUSAN

38 | o e MERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PEMNUMIANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

39 | PROGRAM PENATAAN DESA

PROGRAM PENATAAN DESA

40 |PROGRAM PENINGKATAN KERIA SAMA DESA

PROGRAM PEMINGKATAN KERIA SAMA DESA

41 |PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
42 |[KEMASYARAKATAM, LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN
| MASYARAKAT HUKUM ADAT

8. |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

= PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

44 |PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

e MASKAH KUNO

PROGRAM PELESTARIAN KOLEKS!I NASIONAL DAN

PROGRAM PELESTARIAN KOLEKS| NASIONAL DAN
NASKAH KUNO

46 |PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIF

- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN

PENYELAMATAN ARSIF ARSIP
a8 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DAERAH KABUPATEN/ROTA

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN

= KESEJAHTERAAN RAKYAT

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEIAHTERAAN
RAKYAT

PROGRAM PEREKONCMIAN DAN

0 pEMBANGUNAN

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGLUNAN

10. |SEKRETARIAT DPRD

PROGRAM PENLIMIANG URLISAN

i PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS

5 DAN FUNGSI DPRD

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS
DAN FUNGSI DPRD




o4 \FH!}G RAM PENUNJANG URLISAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA

- PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN |PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALLASI PEMBANGUNAN DAERAH EVALUASI PEMBANGLUMNAN DAERAH

" rpnﬂanm KOORDINASE DAM SINKRONISASI PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  |PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH DAERAH

T PROGRAM PENUNJANG URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAERAH KABUPATEN/KOTA

i PROGRAM PENGUATAN IDECLOG! PANCASILA - |PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA
DAM KARAKTER KEBANGSAAN DAN KARAKTER KEBANGSAAN
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAL POLITIK [PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK

o DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN

¥ |PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA

ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK BUDAYA POLITIK

& PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN |PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN
ORGANISAS) KEMASYARAKATAN ORGANISAS] KEMASYARAKATAN

= PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN  [PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KETAHANAN EXONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA  [KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN PROGRAM FENINGKATAN KEWASPADAAN

62 INASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN  |NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN
FASILITAS| PENANGANAN KONFLIK SOSIAL FASILITAS! PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

13. | BADAN KEUANGAN DAERAH

c3 |PROGRAM PENUNIANG URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAERAH KABLIPATEN/KOTA

&4 |PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH|PROGRAM PENGE LOLAAN PENDAPATAN DAERAH

&5 |PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH |PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

66 PROGRAM PENUNIAMG LRUSAN PROGRAM PENUNIANG URUSAN PEMERINTAHAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAERAH KABUPATEN/KOTA

67 |PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

o [PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
PANLISIA MANLISEA,

a PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KCTA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA
7o |PROGRAM PERUMUSAN KEBUAKAN, PROGRAM PERUMLISAN KEBUIAKAN,
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

71 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN FENGAWASAN




PROGRAM PENUNJANG URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

72 | MERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN |PROGRAM PENYELENGGARAAN PEME RINTAHAN

73 | DAN PELAYANAN PUBLIK DAN PELAYANAN PUBLIK

[PROGRAM PEMBERDAYARN WASYARAKAT DESA.[PROGRAN PEMBERDATAAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN DAN KELURAHAN

 [PROGRAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN [PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
EETERTIEBAN LIMLM KETERTIBAMN Lk LI

[ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN LINUM PEMERINTAHAN LIKILIM

— [PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN [PROGRAM PEMBINARN DAN PENGAWASAN

PEMERINTAHAN DESA PEMERINTAHAN DESA




[ SALINAN

L

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEOGERI
NOMOR 400.10.11 - 6097 TAHUN 20235

TENTANG

INDEKS INOVASI DAERAH

PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

MENTERI DALAM NEGERI,

a. Bahwa dalam rangka melaksansakan Pasal 24 ayat [4)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan
penilaian terhadap laporan penerapan inovasi dacrah
dan mengusulkan calon penerima penghargaan inovasi
daerah;

 Bahwa untuk melakukan kegiatan scbagaimana

dimaksud dalam huruf a, periu dilakukan pengukuran
indeles inovasi daerah;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu menetapkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks [novasi
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negera [Lembaran Negars Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indencsia Nomor 4280},

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), schagaimana
telah  diubah beberapa  kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Pernturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 6856);




Memperhatikan :

Menctaphkan

KESATU

7.

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraarn
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
{ndonesia Tahun 2017 Nomer 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia
whun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 8123);

Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang
Kementerian Dalam Negeri {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2024 Nomor 343}

Penghargaan dan atau insentil Daerah (Berita Negara
Repuhl.fhmdﬂnnﬁa'rnhun 2018 Nomor 1611);

Pmmmnhimturinallmﬂ#ﬂﬂumnrgﬁlhm 2025
temitang Orgenisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri [Berita Negara Repuhblik Indonesia Tahun 2025
Momor 333);

Daftar Isian Pelaksansan Anggaran Badan Stratcgi
Kebijukan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negen
Tahun Anggaran 2025 Revisi Ke-9 {Sembilan) Nomor SP
OIPA-010.11.1.403222/2025 tanggal 17 November 2025;

Berita Acara Hasil Validasi dan Quality Contrel Inovast
Urusan Pemerintshan Dalam Negeri Prioritas I
Tahun 2023 MNomor 000.10/4351/BSKDN tanggal
23 Oktober 2025;

Berita Acara Hasil Validasi dan Quality Control Inovasi
Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Priontas i
Tahun 2025 Nomor 000.10/4488/BSKDN tanggal
29 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN:

. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG INDEKS

INOVASI DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN 2025.

. Mclakukan pengukuran Indeks Inovasi Daerah Provinsi,

Knbupaten, dan Kota dengan cara menganalisis variabel dan
indikator Indeks Inovasi Daerah.




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan Yth.:

q

. Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun

2025 sehagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU r.i.l.l!h

Fﬂmﬂuﬂﬂlﬂdﬂﬂlwtﬂmmﬂlmmﬂm
dilakukan quality conirol oleh Badan Strategi Kebijakan
mmmmmmmmﬂth
Unitlinjll{humhhﬂmn&mﬁnguhdmnummht
(UKKPEM) Scientific Modeling, Application, Research, and
Training for City-Centered Innovation and Technalogy (SMART
CITY) Universitas Indonesia dan Direktorat Inovasi dan
Kekayaan Intelekiual Universitas Hasanuddin.

. Menetapkan Indeks Inovas: daerah Provinsi, Kabupaten, dan

Kota Tahun 2025 dengan kategori sangat il..'mlf. inovatif,
kurang inovatif dan tidak dapat dinilai, !EW
lercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggel

ditctapkan dengan ketentuan apabila d:k:mudmn hari
terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagumana
mestinya.

Ditetaplan di Jakarta

pada tanggal 9 Desember 2025

MENTERI DALAM NEGERI,

td

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

1. Presiden Republik Indonesia;

2. Wakil Presiden Republik Indonesia;

3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Lembags Administrasi Negara;

5. Kepala Badan Risct dan Inovasi Nasional,

&, Ketua Ombudsman;

T. Gubernur selurah Indonesia; dan
8. Bupati dan Wali Kota scluruh Indoncsin.

Salinan sesuai dengan aslinya
ﬂlf_lﬁﬂll Biro Umum
. ML S
Madya (IV/d)




e

No Pemerintah Daerah Im Predikat
36. | Provinsl Papua Barat == :__-11.14’ Kurang Inovatil |
37. | Provinsi Papua Pegunungan 380 | Kurang Inovatil |
| 38, | Provinsi Papua Barat Daya 120 | Kuranginovatil
B. Kategori Kabupaten
Rekapitulasi:
1) Sangat Inovatif 69 Kabupaten
2} Inovatil 1231 Kabupaten
3} Kurang Inovatif - 100 Kabupaten
4) Tidak Dapat Dinilai (Disclaimer) ‘15 Kabupaten
n Shor !
Mo Pemerintah Daerah a Indeks Predikat
R TS T — DT
2. | Kabupaten Lamongan 0523 | Sangatlnovatil |
3. | Kabupaten Banyuwangi 9484 |  Sangat Inovatil |
4. | Kabupaten Bogor = 94,40 Sangat Inovatil |
5. | Kabupaten Wonogiri 94,25 Sangat Inovatl
6. | Kabupaten Banglka 93,71 Sangat lnovatil
7. | Kabupaten Bangkalan 93,11 | Sangat novatd
B. | Kabupaten Tabalong 92,09 Sangat Inovatil
" 9. | Kabupaten Malang 91,70 | Sangat Inovatif
10, | Kabu Blora 91,68 Sangat [novatil
11, | Kabupaten Sidoarjo 91,54 Sangat novatil
12. | Kabupaten Sragen 51,11 |  Sangat Inovatif
13. | Kabupaten Boyolali Hl:?% Sangat Inovatif
14, | Kabupaten Sampang 8005 | Sangat Inovatl
15. | Kabupaten Temanggung 8,88 | Sangatinovatil
16. | Kabupaten Ngawi 88,58 | Sangat Inovatil
17. | Kabupaten Ogan Tir 88,22 |  Sangat [novatil
18, | Kabupaten Situbondo B6,65 | Sangat Inovatl |
19. | Kabupaten Magelang 86,15 Sanpat Inovatif
20. | Kabupaten Pamekasan 86,15 Sangat Inovatil |
| 21. | Kabupaten Bantul B354 | Sangal Inovetif |
23. | Kabupaten Mewuji 82,65 |  Sangat Inovatif
|_24. | Kabupaten Padang Pariaman 82,48 |  Sangat Inovatif
25. | Kabupaten Trenggalek 81,40 Sangat inovatif
26. | Kabupaten Tulungagung | 81,29 |  Bangat lnovatif
27. | Kabupaten Bu:m_‘_ﬁﬁlnl, BO.49 Sangat Inovaiil
_ 28, | Kabupaten Jember 8032 Sangat Inovatil
29. | Kabupaten Bandung 7983 |  Sangat Inovatil
30. | Kabupaten Pati 79 .60 Sangat Inovatif |
31. | Kabupaten Muara Emim 7945 |  Sangat Inovatif
32. | Kabupaten Lampung Utara 77,78 Sangat Inovatif
33, | Kabupaicn Tegal 77,59 | Sangat Inovatif
34, | Kabupaten Purworejo 7545 |  Bangat Inovatil
a5. _ 75,11 Sangat Inovatil
36. | Kabupaten Penulal Abab Lematang [lir 75,01 Sanpat Inovatil
37, | Ksbupaten Grobegan 74,76 |  Sungat Inovatil




No Pemerintah Daerah e Predikat
142. | Kabupaten Sumbaws Barat 5509 | Inovatif
143. | Kabupaten Tana Tidung 55,00 Inovatif -
144. | Kab Halmuhers Utara 54,91 inovatif
145, ten Demak 54,89 M[nﬁ‘# S
146. | Kabupaten Pesawaran 54,82 i
54,78 Inovatif
147, | Kabu M .
1“ mﬂlﬂﬂ Anahan _E*ETII S k aita!
'149. | Kabupaten Bircuen 54,54 Inovatil |
150. | Kabupaten Boalemo e | Enoyatit
151. | Kabupaten Seluma 54 41 novatif |
152. | Kabupaten Benglkulu Utara 54,37 Inovatil |
153, | Kabupaten Jepara o411 | Inovatif
154. | Kabupaten Wonosobo 53,90 .]l'“""'“"“ —
| 155. | Kabupaten Cianjur_ 53,04 __ Imovatif
'156. | Kabupsten Kotawaringin Barat _ﬁsﬁ hlﬁmt“m =
ll.g';  Kabupaten Indramayu - ﬂLTE R i =
Kabupaten Gayo Lues :
159. | Kabupaten Gunungkidul | 5278 lnovat
160. | Kabupaten Acch Singl = 73 Inovatif
161. | Kabupaten Kubu Raya 52, e
' 162. | Kabupaten Rembang 52,44 Inovatif
163, | Kabupaten Takalar Inovatil |
164. | Kabupaten Karawang . 52.11 Ingvstil
165, | Kabupaten Purbalinggs 52,01 Inovatif
166, | Kabupaten Sumbawa 51,98 Inovatil
167. | Kabupaten Tulang Bawang Barat 51,97 Ingvatil -
168. | Kabupaten Kaimana 51,80 Ingvatif
169. | Kabupaten Tojo Una Una _S1.78 Ingvatl
| 170. | Kabupaten Pidie 51,54 Inovatif
171, | Kabupaten Barito Kuala 51,38 Inavatil ]
| 172. | Kabupaten Konawe Selatan 51.35 Inevatif
173, | Kabupaten Flores Timur 51.33 Inovatif
174, | Kabupaten Pmnmg&_ 51,7 Inovatil
175. | Kabupaten Soppeng 51,09 Inovatif
176. | Kabupaten Ogan Komering Ul 50,96 Inovatif
177, | Kabupaten Tasikmalaya 50,78 Inovatif
178. | Kahupaten Kerinci 50,71 Inowalif
179. | Kabupaten Kanmun 50,70 Wionbil
180. | Kabupaten Bangla Barat 50,32 Inovatif
181. | Kabupaten Banto Utara 50,24 Inovatif
182. | Kabupaten Serang 50,10 Iowatit
183. | Kabupaten Ngada 49 97 Inovatif
1B4. | Kabupaten Salok Selatan 49 8 Inovatif
185. | Kabupaten Sanggau 49,78 Inovatif
186. | Kabupaten Nian 49,72 Inovatil
187, | Kabupaten Solok — 49,61 Inovaiif
188. | Kabupaten Purwakarta 49 60 Inovatif
18Y. | Kabupaten Luwu Utara 49 53 Inowatif
190. | Kabupaten Seram Bagian Barat < 40,46 lnovatf |
191. | Kabupaten Aceh Timur 49 42 Inovatil
192, | Kabupaien Serdang, Bedagai 49,36 Inewvatil
193. | Kabupaten Stidea 40,35 Inovatil




NOMOR : 700.1.2/9/INSP-DILHE/2025

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

TAHUN ANGGARAN 2026

EVALUASI



W PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

¥ INSPEKTORAT DAERAH
- o Barkanboran Eabupaton Solok
Jalan Aaya :i-ﬂnk“- e KM, 20 AmTE':nTme Provins! Sumaters Barat
Ermail: Wﬂmﬂm
Arosuka, Agustus 2025
Nomar 0012 NINSP-DILHER025
Sifat Fm‘tt;tng} s
R as )

H;Tp“n ! L::nr':n Hasll Eveluasl atas #.hu_nfmhmua

Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan Tahun 2023.

¥th. Bapak Bupati Solok
di
Arosuka

ini ' bilitas Kinerja Instansi Pemerintan
D ni kami sampaikan Laporan Hasi Evaluas| Akunia
(AKIP) psgﬁaldan Perencanaan Penalitian dan Pengemoangan Tahun 2025 dengan uraian sebagal

bhearikut
|. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi.
Evaluasi Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIF) Tahun 2025 dilaksanakan

berdasarkan: K.
2 Peraturan Pemarintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

i Pemerintah, _ T, _

b. m:mﬂlﬁmhhn Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah; .

c Peraturan Manteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peranjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laperan Kinerja Instansi Pemerintah,

d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas| Birckrasi Nemor 88
Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah,

e. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomar: 700.1.2/430/INSP-0/2025 tanggal 11 Juli 2025 dan
Nomor 7001, 2/520(NSP-DIMI2025 Tanggal 20 Agustus 2025

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah salu strategi yang dilaksanakan dalam rangka
mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersifat
akuntabel pemerintahan yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada
masyarakal. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan serta uniuk
mendorong peningkatan percepatan kinerfa yang tepat sasaran dan berorentasi hasil, maka
periu dilakukan evaluasi AKIF atas implementasi AKIP.

3. Tujuan Evaluasl.
Tujuan Evaluasi Akuntabiiitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah:
a. Mamperoieh Informasi tentang Implementasi AKIP;
b. Manilai tingkat Implementasi AKIP,
z. Menilal tingkat akuntabilitas kinerja; .
d. Membenkan saran perbaikan untuk peringkatan implementasi AKIF
& Memaonitor findaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penode sebelumnya

4. Ruang Lingkup.
Ruang lingkup Evaluas| Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) meliputt:
a. Penilaian kualltas perencanaan kinerja yang selaras;
k. Penilalan pengukuran kinerja berenjang dan berkelanjutan

Lapanva Foalina] Abustakiftar Kinaria BARELITHANG Fehiw 2025 I



d Peniiaian evaluasi akuntabiltas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak)

dalam peningkatan implementasi AKIF. :
e Penilaian capaian kinarja atas cutput maupun oulcome serta kinerja lainnya,

i Eﬂ:ﬂﬁm&mﬂ; Kinerja Instansi Pamarintah (AKIF) menggunakan teknik sebagei benkut:
a Pengumpulan data;
b. Analsis Dokumen;
c. Wawanaara:
d. Studi dokumentasi
6. Gambaran Umum Perangkat Daerah.

Tugas, fungsi dan struktur Badan Perencanaan, Paneliian dan Pengembangan (Bapelitbang)
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomer 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah.

Adapun tugas Bapelitbang adatah mermbanty  Bupati  dalam melaksanakan urnusan

pemerintahan bidang perencanaan sera bidang penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, dijabarkan dengan fungsi sebagal berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pemerintah di bidang perencanaan sarta bidang penelitian dan
pangembangan, N

2 Pelakeanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan
pengembangan,

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan [ugas dukungan teknis di bidang
persncanaan serta bidang penelitian dan pengembangar

4 Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di
bidang perencanaan sena bidang penelitian dan pengembangan; dan

5 Palaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesual dangan lugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bapeltbang didukung dengan aparatur

sebagai benkut:

» golongan| . 10rang
» golongan Il 8 Orang
» golongan Il 28 Orang

= golongan IV § Orang
Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja pada perangkal daerah Bapeliibang adalah sebagai

berkut -
Kepala Bapelitbang

Nama Ir. Desmalia Ramadhanur
MIP 10671203 199403 2 003
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda! IV.c
Sekrataris

MNama * Nafr, 8T MT M S¢

NIP 1 19790517 200501 1 008
PangkatfGolongan : Pambina/ IV.a

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Nama - Yulia Rahmadona, M.Km
NIP | 198207040200501 2 008

Pangkat/Gaolongan : Penata Tk.11.d
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Nama T H Vicelly Meriska, ST

MIF 19850712 200804 2 001
Pangkat/Golongan Penata Tk.WilLd

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Nama - Yoseph Walleska Sutikno, 3 5T Pa MM
NIP 16830121 200902 1 001
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Pangkat'Golongan ' Panata Tkl d

Kepala Bidang Perekonomian, sumber Daya Alam, Infrastrukiur dan Kewilayahan
Mama Salmi Sudiart
NIP 48740725 199803 2 003
Pangkal/Golongan . Penata Tk " d
i. Bapeltbang didukung dengan
Untuk mendukung pelaksanaan lugas pokok dan fungsi
anggaran belanja bersumoer dar Angaaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan
uralan sepagai benkut,

Anggaran Tahun 2024

1 Januari 5.d 31 Desember 2024 s Rp. E;-E??.E'EE.BED.D'U
Realizasi Belanja 1 Januari s.d 31 Desamber Rp. 7.262 422 684 00
Sisa P.ng;taranj Rp. 384,793 606,00
A aran Tahun 20235
.ﬁ.gggamn 1 Januari s.d 31 Desember 2025 Rp. E.EED.E&E.EE&&
Reglisasi Belanja 1 Januan §.d 30 Juni 2023 Rp. E,E?E,MU,B%:.W
Sisa Anggaran Rp. 5,042,351 682.

7. Tindaklanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

[ pelas) saran dan rekomendasi.
sarkan hasil evalugsi AKIP tahun 2024 terdapat 13 (tiga :
?::'rdp:dap :zhr.}mundnil tarsehut masih terdapal 2 rekomendasi yang belum ditincaklanjuti yaitu

a. Menyusun Pedoman Teknis Perencanaan Kinarja di Lingkungan Pemda Kabupaten Solok.
b Bukti implementasl pemberian reward dan punishment kepada paguwul yang dikaitkan
dengan keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinera pada Bapelitbang.
il, HASIL EVALUASI
1. Kriteria dan Predikat Penilaian

inerj kinerja dan

| dilaksanakan terhadap perencansan kinerja, penguxLiran kinera, pal_apmn _
E::IJ:::I akuntabilitas internal Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai. Adapun pradikat
nilat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagal berikut.

s

Kategori Nilai Angka Interpretasi s
h:ﬂ AR, l > nuﬂnﬁ Sangat Memuaskan _
2 A | >80-% | Memuaskan

.3 EE i | ; .?l.n‘ah—_- = 1o b E Eﬁh

4 B > 60-70 _ e

3 cc. | > 5060 . Cukup (memadai)

g ¥ >30-50 | _ Kurang

s 4 R __ Sangat Kurang

2. Uralan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan memperoleh skor 75.76

dari nilai maksimum 100 atau predikat Sangat Baik (BB). Pancapaian nilal Akuntabilitas
tersebut digambarkan pada tabel berkut ini:

No S b !
Bobot Nilai
1 | Perencanaan Kinera 30 22,50
2 | Pengukuran Kinerja 30 22.50
3 | Pelaporan Kinerja 15 12.00
4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25 1875
Jumlsh 75.75
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No wwm e -
Predikat Sangat Baik

Adapun hasil penilaian untuk masing-masing komponen dan sub kompanen akuntabilitas kinenja
adalah sebagai berikut;

Nilai
No Komponen/Sub Komponen Bobot|  Akuntabilitas
Kinetja
| ¥, Perencanaan Kinerja 30 22 50
| 1.8 | Dokumen Perancanaan kinerja telah tersedia, B BB 4.8

Dokumen Perencanaan kinera telah memenuhi standar
yang baik, yaitu untux mencapai hasil dengan ukuran
1b | kinerja yang SMART, manggunakan pwr_wahrasan 8 BB 7.2
(cascading) disetiap level secara logis, serta
memperhatikan kinerja bidang lain {crosscutting);

1 Perencanaan Kinerja Ielah dimanfaatkan  untuk) 4 8 10.5
“ | mewujudkan hasil yang berkesinambungan,
2, Pengukuran Kinerja a0 22,60
Z.a | Pengukuran Kinerja telah ditakukan, 5 BB 48
Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam
2 b | mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efislen dan telah| 9 =12] 7.2
dilakukan secara berjanjang dan l?_ark_alanjman;
Pangukuran  Kinera telah dijadikan dasar dalam
| 2.¢ | pemberian Reward dan Punishment. seria pemyesuaisn 15 B 10,5
sirategl dalam mencapal kinerja yang efektif dan efisien
1 | Palaporan Kinerja. 15 12,00
18 Tarlslﬂ':al Dokumen Laporan yang menggambarkan 5 BE 2 40
!Zilnlm.lrrt-ermI Laporan ‘Kinerja telah memenufi Standar
ib menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinefa |, ¢ BB 360

informasi  keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan' penyempumaannya,

Petaporan Kinerja telah membenkan damgpak yang besar
1.c | dalam penyesuaizn strategi/ kebijakan dalam mencapai 75 BB 800

kinerja berikulnya. .
4 | Evaluas| Akuntabllitas Kinerja Internal. 25 18.75
4a | Evaluasi Akuntabiltas Kinerja Internal telah dilaksanakan. | 5 _BB 4
ib ' Evaluas| Akuntablitas Kinerja Internal telah dilaksanakan 75 BE 8
‘secara berkualitas dengan Sumber Daya yang mamadaj, :
Implementasi SAKIP telah meningkal karena evaluas:
A Akuntabilitas Kinera Internal sehingga mambankan kesan 12 50 8 875

yang nyata (dampak) dalam efeklifitas dan efisiensi
Kinerja

i Nilai Akuntabilitas Kinerja

| 100 | BB | 7575

. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
Bardasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, dapat disimpuikan sebagal benkut

a. Perencanaan kinerja
Perancanaan kinerla memiliki skor sebesar 22.50 dari bobot 30,00. Hal ini disebabkan:
1)Dalam penyusunan anggaran (program kegiatan) pada DPA tahun 2025 belum
mempedomani anggaran hasil analisis kebutuhan tahun 2025 sebagsimana tertuang

— S—— — —
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dalam dokumen Renja tahun 2025 yang telah ditetapkan.

b, Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja memiilki skor sebesar 22,50 dar bobot 30,00 Hal ini disebablkan:
1)Hasll pengukuran kinerja belum digunakan sebagal dasar pamberian reward and
punisment
c. Pelaporan Kinerja
Pelaporan kinerja memiliki skos sabesar 12,00 dari bobot 15,00.

d. Evaluasi Kinerja
Evaluasi kingrja mamiliki skor sebesar 18.75 dari bobat 25,00. Hal ini disebabkan:
1) Seluruh rekomendasi atas hasll evaluasi akunieblitas kinerja internal telah ditindaklanjuti
gacara oplima,

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas Direkomendasikan kepada Kepala Bapelibang agar:

1) Datam menatapkan anggaran tahun 2025 (nilai anggaran pada masing-masing program di
DPA) agar mempedoman Renja tahun 2025 dan jika ada perubahan agar menyusun renja
revisi.

2y Hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar pemberian reward and punisment.

3} Menindaklanjull Seiuruh rekomendasi atas hasil svaluasi akuntablitas kinerja intarnal sacara
optimal guna parbaikan dan peningkatan akuntabiltas kinerja,

V. Penutup

Demikianlah laporan Hasil Evaiuasl AKIP pada Badan Perencanaan Peneliian dan
Pengembangan Kabupaten Snlok Tahun 2025 untuk bahan perbaikan kinerja di masa yang
akan datang dan untuk ditindaklanjuti sesuat dengan i,

MENGETAHUI :
INSPEKTUR DAERAH,

—

NIP. 19840414 201101 1 010

Lapavdns B A buretabiion Hirerin 54 PELITEANG fmhan 2027




HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
BAPELITBANG
TAHUN 2025

Milai Akuntabilitas Hinarpl

Komponen/Sub Komponan/rritoria Bobol 2094

Tl

1 | Perencanaan Kinerja
| 2 | Pengukuran Kinerja 30.00 2130
‘ 3 Pelaporan Kinerja 15.00 11.26 12.00
& | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25.00 18.75 1875
T 12.30 75.76
BB BB |

T T T T

1 | Dalam menetapkan kebutuhan anggaran {nilal anggaran pada masing-masing
- program kegigtan di DPA) belumn mampedemani Renja tahun 2025 yang telah

ditetapkan

2 | Hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai dasar pemabrian reward and
punighment )

7 | Seluruh rekomandasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja intarnal betum

| ditindaklanjuti secara optimal

i | Dalam menetapkan anggaran tahun 2025 (nilal anggaran pada masing-masing

program di DPA) ager mempedomani Renja tahun 2025 dan jika ada perubahan agar
| manyusun renja revisi

| 2 | Hasil pengukuran kinerja digunakan sabagai dasar pemberian reward and
i_ punisment.
3 | Menindakianjuti Seluruh rekomendasi alas hasil evaluasi aku ' I
: akuntablitas kinerja intermal
o secara optimal guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. i

='l|'l —
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AKHIR

Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA)
Kabupaten Solok Tahun 2025 - 2045




